BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP

Menimbang

Mengingat

NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan Pemerintah daerah dan adanya hasil
pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian
terhadap perkembangan kondisi daerah, perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 225);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan
Jangka Penjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100
Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun
2024);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 20 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 19);
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2023 Nomor 41).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep
Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 41) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) Sumenep Tahun 2024 merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2024 dan berpedoman pada
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021-2026 serta dokumen
perencanaan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) terdiri dari :

BAB I : | Pendahuluan

BAB II : | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Ren
Perangkat Daerah

BAB III :| Rencana Kerja dan Pendanas
Perangkat Daerah

BAB IV : | Penutup

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara
terperinci dalam bentuk dokumen pada masing-
masing Perangkat Daerah dan menjadi Lampiran
dalam Peraturan Bupati ini.



4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 5
(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Darah kepada Bupati melalui
kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 4 September 2024

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

TANGGAL : 4 September
TAHUN :2024 NOMOR : 45

BUPATI SUMENEP




RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SUMENEP

Tahun 2024




1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan rencana Kerja Pemerintah

Daerah, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu

tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa ini mengacu pada RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, serta

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun

2024 sampai dengan triwulan Il untuk perbaikan dan peningkatan kualitas

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2024 telah berlangsung 2

(dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang

dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung

sesuai dengan rencana. Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.



1.2.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman
penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga dalam
proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal
yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2024.
Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan
kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten
Sumenep Tahun 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator
kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumenep, sesuai dengan rencana program prioritas pada
RKPD Perubahan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan
dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) Pasal 18;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8
Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
3



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |-5 (Lembaran Negara
4



aa.

bb.

dd.

ee.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daeranh;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-
2025;



gg.

hh.

Ii-

Kk.

mm.

nn.

00.

PP.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011—2031;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 — 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 3 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 139-
2/2021);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021 - 2026
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Sumenep tahun
2024;



1.3.

1.4.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumenep ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menetapkan

tujuan sebagai berikut :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program,
penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan
pergeseran pagu anggaran.

SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penyusunan Ranwal Renja - OPD
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep tahun 2024 disusun berdasarkan ‘sistematika penulisan
sebagai berikut :
.  PENDAHULUAN

[.1. Latar Belakang

I.2.  Landasan Hukum

[.3.  Maksud dan Tujuan

I.4.  Sistematika Penulisan

Il.  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN
II.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan Il Tahun berkenaan
dan Capaian Renstra OPD
II.2.  Analisis Kinerja Pelayanan OPD
I1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
[l.4. Tantangan dan Peluang
lll. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

IV. PENUTUP



BAB I

HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Il Tahun Berkenaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun

2023 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam

penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan

dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan Il per 30
Juni 2024,
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN KEMAJUAN FISIK

TAHUN ANGGARAN 2024

REALISAS| ANGGARAN

KODE URAIAN PAGU ANGGARAN KEMAJUAN SISA
REKENING R FISIK ANGGARAN
@l ®p) %)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
213 il AR GRS FEREERCRI] MASKRRARLT 18.410.096.059,00 5.842.218.115,00 3,7%% 42% | 12.567.677.94400
21301 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 6.139.050.881,00 2.904.396.958,00 4731% 32% 3.234.653.923,00
21301.201 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 3.350.000,00 450.000,00 13,43% 1% 2.900.000,00
Perangkat Daerah
2.13.01.201.01 AL Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.350.000,00 450.000,00 13,43% 1% 2.900.000,00
Perangkat Daerah
2.13.01.2.02 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.192.680.421,00 2.449.872.499,00 47,18% 21% 2.742.807.922,00
2.13.01.2.02.01 1. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunj ASN 5.189.330.421,00 2.449.872.499,00 47,21% 42% 2.739.457.922,00
2.13.01.202.05 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 3.350.000,00 - 0,00% 0% 3.350.000,00
Ki Akhir Tahun SKPD
2.1301.205 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.200.000,00 - 0,00% 0% 37.200.000,00
2.13.01.2.05.09 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 37.200.000,00 - 0,00% 0% 37.200.000,00
Fungsi
2.13.01.2.06 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.748.160,00 296.519.829,00 51,77% 24% 276.228.331,00
2.13.01.2.06.01 1. Sub Kegiatan Penyedi Komg Instalasi Listrik / 6.248.000,00 0,00% 0% 6.248.000,00
Penerangan B Kantor
2.13.01.2.06.02 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 131.464.460,00 52.609.100,00 40,02% 32% 78.855.360,00
Kantor
2.13.01.2.06.04 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 189.581.700,00 76.532.000,00 40,37% 22% 113.049.700,00
2.13.01.206.05 4. Sub  Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 15.450.000,00 - 0,00% 0% 15.450.000,00
Penggand
2.13.01.2.06.06 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.668.000,00 1.380.000,00 18,00% 18% 6.288.000,00
Perundang-und:
2.13.01.2.06.09 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 222.336.000,00 165.998.729,00 74,66% 73% 56.337.271,00
Konsultasi SKPD
2.13.01.207 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 37.783.500,00 35.400.000,00 93,69% 100% 2.383.500,00
Pemerintahan Daerah
2.1301.207.06 1. Sub Kegiatan Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.783.500,00 35.400.000,00 93,65% 100% 2.383.500,00
2.13.01.208 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 145.665.000,00 73.326.330,00 50,34% 49% 72.338.670,00
Daerah
2.13.01.2.08.02 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya 145.665.000,00 73.326.330,00 50,34% 45% 72.338.670,00
Air dan Listrik
2.13.01.209 7.  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 149.623.800,00 48.828.300,00 32,63% 19% 100.795.500,00
Pemerintahan Daerah
2.13.01.2.09.02 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 113.483.800,00 46.173.300,00 40,6%% 32% 67.310.500,00
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2.13.01.2.09.06 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.140.000,00 2.655.000,00 7,35% 6% 33.485.000,00
2.13.02 Program Penataan Desa 25.004.800,00 9.492.000,00 37,96% 73% 15.512.800,00
21302201 1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa 25.004.800,00 9.492.000,00 37,96% 3% 15.512.800,00




REALISASI ANGGARAN

KODE URAIAN PAGU ANGGARAN KEMAJUAN SISA
REKENING R| FISIK ANGGARAN
®p) o) %)
213.02.202.06 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 25.004.800,00 9.492.000,00 37,96% 73% 15.512.800,00
213.03 Program Peningf Kerj Desa 310.303.480,00 44.130.000,00 14,22% 28% 266.173.480,00
2.13.03.02.01 1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 310.303.480,00 44.130.000,00 14,22% 24% 266.173.480,00
2.13.03.02.01.01 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam 160.303.500,00 41.944.000,00 26,17% 23% 118.359.500,00
Kabupaten/Kota
2.13.03.02.01.0003 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 149.999.980,00 2.186.000,00 1,46% 25% 147.813.980,00
21304 Program Administrasi Pemerintah Desa 2.715.506.300,00 52.915.250,00 1,95% 1% 2.662.591.050,00
2.13.04.201 1. Kegiatan Pembi dan P Penyelenggaraan 2.715.506.300,00 $2.915.250,00 1,95% 1% 2.662.591.050,00
Admini: i Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0003 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 2.547.500.000,00 0,00% 0% 2.547.500.000,00
Pemb Desa
2.13.04.201.04 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 98.771.300,00 36.544.750,00 37,00% 56% 62.226.550,00
213.04201.11 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 69.235.000,00 16.370.500,00 23,64% 31% 52.864.500,00
21305 Program Pemberdayaan Lembaga Ki yarakatan, Lembaga Adat dan 9.220.230.598,00 2.831.283.907,00 30,71% 12% 6.388.946.691,00
Masyarakat Hukum Adat
2.13.05.2.01 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 9.220.230.598,00 2.831.283.907,00 30,71% 12% 6.388.946.691,00
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta P yaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.03 1. Sub Kegiatan Peningkatan Ki itas K k 9.220.230.598,00 2.831.283.907,00 30,71% 12% 6.388.946.691,00
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
JUMLAH 18.410.096.059,00 5.842.218.115,00 31,73% 42% 12.567.877.944,00

Dari Laporan Realisasi Anggaran 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024

diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan per 30 Juni 2024 sebesar 42,00%. Rekapitulasi Evaluasi hasil

pelaksanaan Renja PD per 30 Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
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Untuk hasil Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan |l Tahun 2024, meliputi 5 (lima)

program yang terdiri dari:

a)

b)

d)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota target anggaran
sebesar Rp 6.139.050.881 pada Triwulan |l per tanggal 30 Juni 2024
terealisasi sebesar Rp 2.904.396.958 atau sebesar 47,31%.

Program Penataan Desa target anggaran sebesar Rp 25.004.800 pada
Triwulan 1l per tanggal 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp 9.492.000 atau
sebesar 37,96%.

Program Peningkatan Kerjasama Desa, target anggaran sebesar Rp
310.303.480, pada Triwulan Il terealisasi sebesar Rp 44.130.000 atau
14,22%.

Program Administrasi Pemerintah Desa, target anggaran sebesar Rp
2.715.506.300, pada Triwulan Il terealisasi sebesar Rp 52.915.250 atau
1,95%.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat, target anggaran sebesar Rp 9.220.230.598, pada
Triwulan Il terealisasi sebesar Rp 2.831.283.907 atau 30,71%

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumenep Triwulan Il yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 30 Juni

2024, dikarenakan sedang dalam proses perhitungan sampai dengan Triwulan

berjalan.

2.1.1 Faktor Pendorong

a. Adanya dukungan pemerintah kabupaten dalam memberikan

kesempatan/ peluang kepada sumber daya manusia/aparatur guna
meningkatkan kapasitas kemampuan.

Optimalisasi potensi sumber daya alam di desa yang bisa dikerjasamakan
untuk mempercepat dan mewujudkan pembangunan desa yang
berkelanjutan dalam berbagai bidang.

Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi
sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Partisipasi masyarakat yaitu kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan
19




2.1.2

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kehadiran

masyarakat pada kegiatan gotong royong bersama dengan TNI dalam

pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi masyarakat juga
merupakan modal utama dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa).

Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan

pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi

dalam BUMDesa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun
masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

melakukan supervisi, koordinasi dan motivasi serta asistensi kepada

Kecamatan, dan kepada Pemerintah Desa.

Partisipasi lembaga LPM dalam kegiatan pembangunan desa berupa

penyusunan dan perencanaan program, koordinasi dan musyawarah

desa.

SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan

layanan sosial dasar terutama yang terkait dengan ketentraman dan

ketertiban.

Partisipasi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang

memiliki peran aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

pemberdayaan.

Faktor Penghambat

a. Realokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep;

b. Belum terdapat basis data;

c. Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi
desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan
desa yang baik, menyusun/membuat peraturan-peraturan desa, masih
kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan
Siskeudes, sipades, profil desa, IDM;

d. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupten Sumenep dengan stakeholder/pihak terkait, sebagai
pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;

e. Kurangnya pengetahuan aparat tentang IT;

Penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang belum tertib;

20



2.2

g.

h.

Masih adanya Aparat Desa yang tidak ingin desanya naik status karna
terkait Dana Desa;

Kurangnya kebutuhan teknologi dan sarana prasarana dasar yang ada
di desa seperti komputer atau laptop, sehingga data yang dibutuhkan
menjadi lama, tidak update dan relevansinya diragukan.

2.1.3 Tindaklanjut

a.

g.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara
bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang
lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/aparatur
dalam mengidentifikasi potensi desa;

Meningkatkan koodinasi dan melakukan rapat koordinasi antara Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sumenep dengan
stakeholder/pihak terkait agar setiap tahapan baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana desa berjalan dengan optimal;
Mengidentifikasikan dan menentukan skala prioritas pada setiap
kegiatan yang hendak dilaksanakan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sumenep
sekaligus melakukan pembinaan terkait cara penyusunan laporan
keuangan yang tertib dan benar;

Monitoring dan evaluasi baik itu oleh pihak kabupaten maupun
kecamatan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan
meminimalisir kesalahan pada saat input Data IDM, Siskeudes,
Sipades dan Prodeskel;

Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan
juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus akitif
berkegiatan;

Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.

Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah terkait

pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tentu akan dijumpai beberapa

permasalahan, Untuk itu maka perlu dilakukan identifikasi dan perumusan
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permasalahan perangkat daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan

perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang

mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja perangkat daerah di masa lalu,

khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan

dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga

bermanfaat dalam memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan

urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan

perangkat daerah.

Ada 2 (dua) pokok masalah yang menjadi target dalam rencana strategis

(Renstra) pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumenep

yaitu : |

1. Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam
Membangun Desa

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Belum optimal

» Akar masalah Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian

Masyarakat dalam Membangun Desa adalah :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di
perdesaan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

2. Masih Belum Optimalnya Kelembagaan Masyarakat di Desa
Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Pedesaaan melalui Lembaga
Ekonomi Desa yang belum optimal

4. Belum optimalnya pengembangan potensi desa yang terdiri dari
pengembangan Sumber Daya Desa, pengembangan /
pemanfaatanTeknologi Tepat Guna dan pengembangan kawasan

perdesaan,

Y

Dan akar masalah dari Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang

Belum optimal adalah :

1. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

2. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib

3. Ketidak tepatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran desa.

4. Pengelolaan aset desa dan administrasi desa sebagian besar belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sistem Informasi desa belum dimanfaatkan secara optimal

22




Melihat akar masalah diatas pada kondisi saat ini yang dibutuhkan
adalah mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada
organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola
urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju
Desa yang mandiri dan maju.

Ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, yaitu :

1) Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi
perangkat daerah.

2) Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum
berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari
kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi
oleh Kepala Desa.

3) Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang terintegrasi dan terkonektivitas antara program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah
dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;

4) Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan
lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya;

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka, Isu
Strategis yang diangkat oleh Kabupaten Sumenep adalah “Memantapkan
Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmonisasi Sosial”
sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep
mempunyai lIsu strategi yaitu “Peningkatan kapasitas masyarakat desa
dalam mengelola sumber daya dan aktifitas perekonomian serta
peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
menyelenggarakan Pelayanan Publik” melalui isu strategis tersebut
diharapkan dapat mewujudkan:

« sinergiitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah
e Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang

terintegrasi dan terkonektivitas antara program dan kegiatan pemberdayaan
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masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan

yang disusun oleh Desa

Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan

desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk dapat melaksanakan tugas

dan fungsinya

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana masyarakat dan pemerintahan

desa.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG

a.

Peluang

Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam
pemberdayaan masyarakat

Regulasi  tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi maupun daerah;

Peraturan Bupati Sumenep tentang Struktur Organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan

Tuntutan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan
akuntabilitas pemerintahan;

Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah;

Luas wilayah dan kondisi geografis.
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sumenep menjalankan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yakni:
. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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3)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

. PROGRAM PENATAAN DESA

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

lll. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota

2)

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa

1)
2)
3)

4)
o)
6)

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan oleh Desa

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya

Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1)

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
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2)

3)

4)
o)

6)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Desa

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun berkenaan (sesuai dengan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep Tahun 2024, menjadi sebesar Rp. 20.261.538.111 (Dua Puluh
Milyard Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus
Sebelas Rupiah). Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sumenep dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran
2024 sebagaimana yang tertuang Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta menunjang
Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 .

Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan
Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan
yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Daerah sebagaimana
yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumenep dan RPJMD Kabupaten Sumenep. Sebagai tindaklanjut atas
ditetapkannya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini
adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran
(RPKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun
Anggaran 2024;

2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan Kinerja pada Tahun
Anggaran 2024;
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3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

.

ANWAR SYAHRQNI YUSUF, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197412115 199311 1 001
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KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan
koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan
cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat,
dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan
kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP
Kabupaten Sumenep periode 2022 - 2026, serta memperhatikan perkembangan
kebutuhan prioritas pada tahun 2024.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis
anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai
arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan
merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari
pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
DINAS PENANANJAN MODAL PELAYANAN

RENJ1 DPHPTSP 2024 .
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan
implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif
maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang
lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu
mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan
pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan
sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :
(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap
tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Pada Bab Il pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.
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1.2.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Landasan Hukum
Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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10.

11.

12.

13.

14.

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 225);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojkerto-
Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);
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1.3.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penanaman Modal

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.
Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai

kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari

masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
Tahun 2024 adalah :

1.

Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
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1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika

penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :
PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

BAB |

BAB Il

rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Renja
K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya
dengan proses Penyusunan RAPBD

LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta

susunan dan garis besar isi dokumen

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA OPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

OPD tahun lalu (Tahun 2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan
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BAB Il

2.2

2.3.

2.4
2.5

(Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun

sebelumnya.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerjakunci (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi

masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

OPD

a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD
dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan
SDGs

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
perangkat daerah

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

PENELAHAAN USULAN PROGRAN KEGIATAN MASYARAKAT

TUJUAN DAN SASARAN OPD
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
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BAB IV
BAB V

3.3.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah
program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan,
total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan
dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun
2022 dan perkiraan target tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun
2022. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :
a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

o gk WD

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh
sembilan) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta
pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 91,32% (per 31 Desember 2022).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Penempatan Tenaga Kerja,
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3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub
kegiatan.
Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sumenep Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang
terdiri dari Belanja Pegawai.
Rp. 7.343.944.895,- dan realisasinya sebesar Rp. 6.832.892.503,- (93,04%)
dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA. 2022
Anggaran . .
No Pos Belanja Perubahan KelT:r?“:r?SSIPJ %
APBD 2022 9

BELANJA TIDAK

L ANGSUNG 7.343.944.895 6.832.892.503 | 93,04

BELANJA PEGAWAI 7.343.944.895 6.832.892.503 93,04
| Gaji dan Tunjangan 4.491.686.400 4.316.742.319 | 96,11
1 | Gal Pokok PNS/Uang 3.566.175.500 |  3.423.542.627 | 96,00

Representasi
2 Tunjangan Keluarga 335.378.000 321.088.026 | 95,74
3 Tunjangan Jabatan 101.495.500 99.020.000 | 97,56
4 Tunjangan Fungsional 161.300.000 161.300.000 100
4 | Tunjangan Fungsional 115.675.000 108.850.000 | 94,10

Umum
5 Tunjangan Beras 200.124.000 193.433.820 | 96,66
6 Tunjangan PPh 11.489.400 9.463.913 | 82,37
7 Pembulatan Gaji 49.000 43.933 | 89,66
I :,i{gbaha” Penghasilan 2.665.467.245 2.339.578.939 | 87,77
1 | Tambahan Penghasilan 2.665.467.245 |  2.339.578.939 | 87,77

Berdasarkan Beban Kerja

Belanja Insentif bagi ASN
2 atas Pemungutan Retribusi 18.500.624 18.500.621 | 100,00

Perizinan Tertentu-Izin
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No

Pos Belanja

Anggaran
Perubahan
APBD 2022

Realisasi
Keuangan SPJ

%

Mendirikan Bangunan

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-lzin
Usaha Perikanan

4.106.252

4.106.250

100

Belanja Honorarium
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan

155.700.000

147.100.000

93,44

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-Izin
Mendirikan Bangunan

7.115.624

7.115.624

100

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-Izin
Usaha Perikanan

1.368.750

1.368.750

100

Belanja Insentif bagi
Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu-1zin
Mendirikan Bangunan

2.846.250

2.846.250

100

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

7.343.944.895

6.832.892.503

93,04

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 Program dan 6 (enam) kegiatan dan

11 (sebelas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 1.480.120.385,- realisasi belanja Rp. 1.294.118.420,- (87,43%)

Urusan Ketenagakerjaan teridiri dari 3 (enam) Program dan 9 (sembilan) sub
kegiatan pembangunan dengan jumlah
21.822.987.758,- realisasi belanja Rp. 19.793.091.714,- (90,69%)

Urusan Administrasi terdiri dari 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 17

anggaran sebesar Rp.

(tujuh belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 8.618.678.264,- realisasi belanja Rp. 8.063.623.807,- (93,56%).
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Dari ke 3 komponen diatas bahwa total pagu Belanja Langsung sebesar
Rp. 31.921.786.407,- realisasi belanja Rp. 29.150.833.941,- (91,32%) dengan

perincian berikut ini.

Tabel 2.2
Belanja Daerah TA. 2022
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
BELANJA LANGSUNG 24.577.841.512 22.3147.941.438 90,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
! PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.274.733.369 1.230.731.304 96,55
11 Pferen.canaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.553.000 5.552.600 99,99
Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.1.1 . . .552.
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD >-53.000 >-352.600 | 99,99
1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.166.000 57.704.830 | 88,55
121 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 46.046.000 45.093.550 | 97,93
Kelengkapannya
122 Pendidikan dan I?elatlhan Pegawai Berdasarkan 19.120.000 12.611.280 | 65,96
Tugas dan Fungsi
1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.512.615 132.459.780 | 88,00
1.3.1 P'en\'/edlaan Komponen Instalasi 6.152.625 6.152.500 100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.240.950 3.235.000 | 99,82
1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.714.000 24.047.500 | 93,52
1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.234.000 11.234.000 100
. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 47.760.000 31.538.600 | 66,04
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.3.6 > 29.128.000 29.056.330 | 99,75
Konsultasi SKPD
1.3.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 27.283.040 27.195.850 99,68
14 | Penvediaan Jasa Penunjang Urusan 769.626.540 751.688.750 | 97,67
Pemerintah Daerah
1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.172.000 2.158.000 99,36
142 Penygdla'an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 139.056.000 122.389.060 88,01
dan Listrik
1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 628.398.540 627.141.690 | 99,80
L5 Pemeliharaan Farang Milik Daerah Penunjang 198.335.514 198.002.094 | 99,83
Urusan Pemerintahan Daerah
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.5.1 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 37.250.000 37.027.169 99,40
Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.449.000 26.342.125 | 99,60
153 Pemel|haraar.1/Rehab|I|taS|Gedung Kantor dan 134.636.514 134.632.800 100
Bangunan Lainnya
L6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 82.693.450 82.477.000 | 99,73
Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.693.450 82.477.000 | 99,73
URUSAN PENANAMAN MODAL 1.116.975.168 1.065.810.680 95,42
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
i PENANAMAN MODAL 90.620.650 88.787.438 | 97,98
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
.1 Dibidang Penanaman Modal yang menjadi 22.234.000 189.200.480 | 97,40
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai
11.1.1 Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 22.234.000 21.657.000 | 97,40
Penanaman Modal
1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi 68.386.650 189.200.480 | 98,16
Kabupaten/Kota
2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 68.386.650 67.138.438 | 98,16
Kabupaten/Kota
1} PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 97.901.500 96.657.133 98,73
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
.1 yang menjadi Kewenangan Daerah 97.901.500 96.657.133 | 98,73
Kabupaten/Kota
11 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 97.901.500 96.657.133 | 9873
o Modal Daerah Kabupaten/Kota U R !
v PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 663.374.955 648.870.372 97,81
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
vy | Terpadu SatuPintu dibidang Penanaman 663.374.955 648.870.372 | 97,81
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
v.1.1 | Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan 616.260.605 608.499.072 | 98,74
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
V.12 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan 41.345.950 34.616.300 | 83,72

dan Non Perizinan
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
V13 Pengelolaan Pengadualj Masyarakat terhadap 5.768.400 5.755.000 | 99,77
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
Vv PENANAMAN MODAL 567.817.880 404.215.939 | 71,19
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
V.1 yang menjadi Kewenangan Daerah 567.817.880 404.215.939 | 71,19
Kabupaten/Kota
Vi1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 50.820.000 21.160.479 | 4164
Pelaksanaan Penanaman Modal
V.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 294,494,985 177.200.884 | 78,94
Pelaksanaan Penanaman Modal
Vi3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 292.502.895 205.845.576 | 70,37
Pelaksanaan Penanaman Moda
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
VI INFORMAS!I PENANAMAN MODAL 60.405.400 55.587.538 | 92,02
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
VI.1 Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 60.405.400 55.587.538 | 92,02
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
vi.1.q | 9anInformasi Perizinan dan Non Perizinan 60.405.400 |  55.587.538,00 | 92,02
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.116.975.168 1.065.810.680 95,42
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
l. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 489.339.984 45.520.100 99,36
1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 451.906.184 448.689.437 | 99,30
Kompetens
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
1.1 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 451.906.184 448.689.437 | 99,30
Klaster Kompetensi
1.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 37.433.800 45.520.100 96,22
1.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 37.433.800 36.018.800 | 96,22
I PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 21.088.842.950 19.078.539.600 | 90,47
n1 | Pelayanan Antarkerja di Daerah 21.016.388.600 |  19.007.233.600 | 90,44

Kabupaten/Kota
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1.1 E::}‘fd'aa” Sumber Daya Pelayanan antar 16.505.585.694 |  15.900.698.194 | 96,33
11.1.2 Perluasan Kesempatan Kerja 4,510,802,906 3.106.535.406 68,83

1.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 55.647.100 55.182.100 | 99,16

1.2.1 Job Fair/Bursa Kerja 55.647.100 55.182.100 99,16
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)

1.3 16.807.2 16.123. 95,93
di Daerah Kabupaten/Kota 6.807.250 6.123.900
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi

1.3.1 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 16.807.250 16.123.900 | 95,93
Migran Indonesia (PMI)

n PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 223.484.824 215.452.790 | 96,41
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan

i Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersa.ma untuk 40.671.000 40.458.500 | 99,48
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi 40.671.000 40.458.500 99,48
Perusahaan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

.2 Hubungan Industrial, Mo.gok Kerja dan 182.813.824 174.994.290 | 95,72
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

.2.1 Pe.laksénaan Operasional Lembaga Kerjasama 82.820.224 75.000.690 | 90,56
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial

l.2.2 | Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan 99.993.600 99.993.600 100
Pekerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

v TRANSMIGRASI 21.320.000 189.200.480 | 99,49
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal

V.1 21.320. 189.200.4 ,4
dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 320.000 89.200.480 | 99,49
Pemindahan dan Penempatan Transmigran

IV.1.1 | yang berasal dari 1 (satu) Daerah 21.320.000 189.200.480 | 99,49

Kabupaten/Kota
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Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah
semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan
sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang
lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran
(88,30%).

RENJA DPHPTSP 2024 IS



Tabel 2.3

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

. . . s Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran An?'gpa)ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENANAMAN
MODAL
PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta
Keterampilan bagi Pencari 1 e Org 81 81 451.906.184 442.689.437
) yang dilatih
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Jumlah
Pelatihan Kerja Swasta pembinaan
lembaga
pelatihan Keg 40 40 37.433.800 36.018.800
kerjaswasta
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pencari kerja
sangat baik dengan
dibuktikan jumlah

. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA
1 Pelayanan Antarkerja di
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah proposal .
penerima Pokir Agﬁgrgltl)gl;ukan
yang masuk tidak penerima Pokir
Peningkatan sesuai dengan Earus
Penyediaan Sumber Daya kualitas sarana Prosentas target penerima menyesuaikan
Pelayanan antar Kerja prasarana e 20 15 16.505.585.694 15.900.698.194 Pok_lr, st_ahmgga dengan jumlah
pelayanan realisasi roposal van
antarkerja menyesuaikan ﬁmis)uk a)::iag
dengan jumlah p
tahun-tahun
Proposal yang .
masuk selanjutnya
;:wéi%grg%i?fl Akan dilakukan
yang masuk tidak pener_tlbanp Ki
sesuai dengan Eenenma oxir
Jumlah pencari target penerima maerrlesesuaikan
Perluasan Kesempatan Kerja kerja yang Org 750 450 4.510.802.906 3.106.535.406 Pokir, sehingga den yan iumlah
mendaftar realisasi 9 II
menyesuaikan propolfa yang
dengan jumlah masuk pada
tahun-tahun
Proposal yang .
masuk selanjutnya
Pengelolaan Informasi
2 N
Pasar Kerja
Jumlah perusahan
peserta Job Fair Untuk_ tahun
hanya 25 s_elan]utnya akan
perusahaan yang dlelzilzjif;rt]an
berpartisipasi yang Enelalui media
Jumlah artinya hanya 25 social, cetak dan
Job Fair/Bursa Kerja perusahaan Zﬁrusaha 50 25 55.647.100 55.182.100 ?neé;s&hkzan yang elektronik jauh
pesertajob fair sebelum
lowongan elaksanaan
pekerjaan, akan P bagi
tetapi animo terutama bagi

perusahaan di
luar kota (jawa
timur)
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No

Urusan
Pemerintahan

Uraian Program / Kegiatan /
Sub kegiatan

Indikator
Kinerja

Satuan

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

Alokasi
Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Permasalahan

Solusi

5)

8

10

11

12

13

pencari kerja
mencapai 1.200
orang

Pelindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia
(PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Memfasilitasi
Pra dan Purna
PMI

Org

50

50

16.807.250

16.123.900

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk

Pengesahan Peraturan
Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah
perusahaan
yang
membentuk LKS
Bipartit

Perusaha
an

20

20

40.671.000

40.458.500

Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah
ketenagan
bekerja

Keg

21

21

82.820.224

75.000.690
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. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terlaksananya
Pengembangan Pelaksanaan Program .
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial
i nag ! Tenaga Kerja Org 1.984 1.984 99.993.600 99.993.600
dan Fasilitas Kesejahteraan o
; dan Fasilitas
Pekerja )
Kesejahteraan
Pekerja
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah
Kabupaten/kota
Prencanaan ,Penganggaran
1 dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah
Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian
laporan capaian kinerja dan kinerja dan dokumen 4 4 5.553.000 5.552.600
ikhtisar realiasi Kinerja SKPD ikhtisar realiasi
Kinerja SKPD
yang disusun
2 Administrasi Keuangan
Perangakat daerah
Penyediaan gaji dan Jumlah ASN Gaji dan Tunjangan
tun.;’n - ASQ‘NJ yang diberi gaji ASN 32 32 7.346.791.145 6.837.913.753 AS'N o sedi a'kang
jang dan tunjangan
3 Administrasi Kepegawaian

Perangakat daerah
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dilakukan PAK

. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah stel
Pengadaan Pakaian Dinas pakaian dinas
Beserta atributnya dan atribut yang stel 54 54 46.046.000 45.093.550
disediakan
Diklat
Pendidikan dan Pelatihan ;anéa:]gfgiuwt?' ﬁi?fﬂgﬁw;gzz
zgge;\(lvre:flski)erdasarkan tugas diklat/pelatihan/b Orang 5 3 19.120.000 12.611.280 DPMPTSP dan
imtek Naker tidak ada,
hanya Bimtek
4 Administrasi umum
Perangakat daerah
Penyediaan Komponen Penyediaan dan
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listriK item 7 7 6.152.625 6.152.500
Bangunan Kantor yang disediakan
Jumlah
Penyediaan peralatan dan peralatan dan .
erlengkapan kantor perlengkapan unit 13 13 3.240.950 3.235.000
p gkap kantor yang
disediakan
Jumlah
E::t%fd'aa” bahan logistik Eegﬁig'rz%?aﬁ;; item 19 19 25.714.000 24.047.500
mamin rapat
Jumlah barang
Penyediaan barang cetakan cetak dan .
dan penggadaan penggadaan item 5 5 11.234.000 11.234.000
yang diadakan
Terdapat rekening Akan dilakukan
belanja yang tidak perencanaan
mencapai target yang tepat waktu
karena pada terhadap
penvediaan Bahan Bacaan Jumlah bacaan rekening belanja rekening belanja
Y dan tersebut yang akan
dan Peraturan Perundang- d examplar 736 730 47.760.000 31.538.600 K dilakuk
Undangan perundangan merupakan ilakukan
yang disediakan kegiatan perubahan
pendukung Job anggaran pada
Fair, yang tahun berkenaan
seharusnya
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. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
terhadap
perubahan belanja
tersebut
Jumlah Laporan
Penyelenggaraa Rapat E?;;/ezlinggaraa
Koordinasi dan Konsultasi K g id laporan 37 37 29.128.000 29.056.330.
skpd oordinasi dan
Konsultasi
SKPD
- ) Jumlah meter
Penatausahaan arsip dinamis | 1. ' i vang meter 6 6 27.283.040 27.195.850
pada skpd disediakan
Pengadaan barang milik
5 daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
Jumlah Unit
1 Pengada_an Peralatan dan Pera}latan_ dan Unit 9 9 82.693.450 82.477.000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang Disediakan
Penyediaan jasa penunjang
6 urusan pemerintahan
daerah
Jumlah surat
Penyediaan Jasa Surat menyurat yang Surat 2187 2057 2.172.000 2.158.000
Menyurat diadministrasika
n
Belanja Listrik dan
ﬂ:yn;:]?n‘j.\':sk;u Telepon disedian
gﬁ”myt‘f:r'ag‘; Jasa d";;“ﬂg't'r‘lis' komunikasi, Bulan 12 12 139.056.000 122.389.060 | SCliap tahunnya
4 sumber daya air
dan listrik
Jumlah Jumlah target Target perlu
Penyediaan jasa pelayanan tersedianya orang 10 10 628.398.540 627.141.690 | Sasaran tidak penyesuaian

umum kantor

Tenaga kerja
Non ASN

sesuai dengan
jumlah yang ada

dengan realitas
kebutuhan Non
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Kemudahan Penanaman
Moda

dan Kemudahan
PenanamanMod
al

. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PNS yang ada
Pemeliharaan barang milik
7 daerah penunjang urusan
pemerintah daerah
’ . Jumlah
penyediaan jasa kendaraan dinss
Pemeliharaan biaya operasional
pemeliharaan pajak,dan P unit 16 16 37.250.000 37.027.169
L . /lapangan yang
perizinan kendaraan dinas dipelihara dan
operasional atau lapangan bLfrizin
Pemeliharaan peralatan dan Jumlah
A Peralatan kantor unit 20 20 26.449.000 26.342.125
mesin lainnya -
yang dipelihara
Pemeliharaan Jumlah luasan
rehabilitasigedung kantor dan gedung yang di M2 1666,6 1666,6 134.636.514 134.632.800
bangunan lainnya rehab/ dipelihara
PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
1 Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah
Penetapan Kebijakan Daerah PERKADA
mengenai Pemberian Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif Perkada 1 1 22.234.000 21.657.000
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’ . ’ . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
i Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SRkl Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PEAZEE T el
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan ;Z;:eg(')?gx:i
Peluang Usaha dan Peluan Dokumen 1 1 68.386.650 67.130.438
Kabupaten/Kota lang
Investasi
PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi
1 Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Pelaksanaan kegiatan promosi
promosi penanaman modal penanaman Kegiatan 4 4 97.901.500 96.657.133
Daerah Kabupaten/Kota modal yang
dilakukan
PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
1 Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan pelayanan Jumlah Nomor
terpadu perizinan dan Induk Berusaha
nonperizinan berbasis sistem NIB 5958 6440 616.260.605 608.499.072

pelayanan perizinan berusaha
terintehrasi secara elektronik

(NIB) yang
berlaku efektif
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. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaku
Pemantauan pemenuhan
komitmen perizinan dan ﬁiarﬁsnﬁﬁ?g Pelaku 27 27 41.345.950 34.616.300
nonperizinan penanaman ) ) usaha e T
Komitmen lzin
modal
Usaha
Penyediaan layanan Jumlah Dari target 10 Setiap
konsultasi dan pengelolaan Pengaduan yang pengaduan pada pengaduan yang
pengaduan masyarakat selesai ditiindak tahun 2022 hanya masuk akan
terhadap terpadu perizinan lanjuti 9 pengaduan yang segera
dan non perizinanpelayanan masuk dan ditindaklanjuti
Pengaduan 10 9 5.768.400 5.755.000 | dilakukan terhadap
tindaklanjut permasalahan
terhadap yang dilaporkan
pengaduan oleh tim
tersebut pengaduan
perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
1 Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jadual
pelaksanaan Perlu
kegiatan DAK dan perencanaan
Koordinasi dan sinkronisasi ‘IJDli)nlztljﬂen Profil SDQ;UTE;Qaar;n; ' %:jr?ga n;at(:lg gram
pemantauan pelaksanaan Dokumen 8 4 50.820.000 21.160.479 pa prog

penanaman modal

Pelaku Usaha
Yang Dipantau

sehingga
pelaksanaan

kegiatan
prioritas dengan

kegiatan tidak kegiatan
maksimal pendamping
serapannya
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. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .
N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Angg&ran PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jadual
Jumlah Pelaku pelaksanaan Perlu
Usaha yang kegiatan DAK dan perencanaan
oornasidansionsass | NEBOReRers | Bl B
pembinaan pelaksanaan embl 216 216 224.494.985 177.209.884 : 'apa prog
alisasi usaha sehingga kegiatan
penanaman modal
Pelaksanaan pelaksanaan prioritas dengan
Penanaman kegiatan tidak kegiatan
Modal maksimal pendamping
serapannya
Jadual
Jumlah pelaksanaan Perlu
Dokumen Berita kegiatan DAK dan perencanaan
Koordinasi dan sinkronisasi Acara Hasil SDQ;UTE;:;;“;" ¥f§r?19a n;aterlggram
pengawasan pelaksanaan Pengawasan dokumen 20 13 .292.502.895 205.845.576 sehingga ke iart)anp 9
penanaman modal Pelaksanaan | kgg gIe d
Penanaman pelaksanaan prioritas dengan
Modal kegiatan tidak kegiatan
maksimal pendamping
serapannya
PROGRAM PENGELOLAAN
9 DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
PengelolaanData dan
Informasi Perizinan dan Non
1 Perizinan yang Terintegrasi
padaTingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Data dan Pelaksanaan Perlu
Pengolahan, penyajian dan Informasi Refocusin envesuaian
pemanfaatan data informasi Perizinan dan anggaran gada sub prioi/itas
perizinan dan nonperizinan Non Perizinan 99 ' P p
o Data 4 2 60.405.400 55.587.538 | kegiatan ini pelaksanaan
berbasis sistem pelayanan yang membuat beberapa | kegiatan pada
perizinan berusaha Dimanfaatkan heverap 9 'p
. f . sub belanja tidak sub kegiatan
terintegrasi secara elektronik oleh Pemangku bi -
Kepentingan isa dilaksanakan tersebut
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI
10 PROGRAM PEMBANGUNAN

KAWASAN TRANSMIGRASI
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. . . . Alokasi Realisasi
Urusan Uraian Program / Kegiatan / Indikator Target Realisasi .

N® Pemerintahan Sub kegiatan Kinerja SEWER Kinerja Kinerja Angg:)ran Anggsan PR IEEREEN Sl
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penataan Persebaran
1 Pendudukyang Berasal dari

1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Pemindahan dan Penempatan m:m{ﬁszgfs'

Transmigran yang berasal dari | penyafiaran gan | <GP 15 15 21.320.000 20.391.087

1 (satu) Daerah Keluarga

Kabupaten/Kota

Seleksi Calon
Transmigrasi
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Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 8 (delapam) Program, 17 (tujuh belas)
kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran
untuk tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 11.422.364.296,00. Diharapkan
pada tahun 2023 keberhasilan kinerja mencapai 93%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023,
dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :
A. Urusan Penanaman Modal

a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan

dengan kepulauan).

b. Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah
daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.

Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.

Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.

-~ ® o o

Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) secara online oleh pelaku usaha.

g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya
untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.

h.  Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peluang investasi.

I. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari
peluang investasi belum clear and clean.

J- Belum tersusunnya road map potensi investasi.

k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala

prioritas yang akan dikembangkan.

l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
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m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam
memberikan pelayanan perizinan.

0. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal
karena terkendala biaya akomudasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh
masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk
mendapatkan layanan perizinan.

Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan
usahanya.

r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan
secara online.

f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh
BPKM.

Urusan Ketenagakerjaan

1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk

dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
2. Lapangan Kerja yang Rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

a)

b)

Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih
kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif
(mencakup keseluruhan);

Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;

Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;

Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Adanya refocusing sampai untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19
dan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan prioritas OPD dan

Kabupaten Sumenep.
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Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program

dan kegiatan antara lain :

1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

A.

Urusan Penanaman Modal

a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek
investasi dan potensi perizinan.

b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan
penciptaan kemudahan berinvestasi.

c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.

d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online

e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksaaan operasional
mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.

f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office
perizinan.

g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan
realisasi penanaman modal.

h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan
masyarakat.

i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.

j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.

k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

|. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan
usahanya.

m.Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan
perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.

n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan
usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.

0. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah
memiliki izin.

p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

RENJA DPMPTSP 2024 EEX



. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas

penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian
anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya

potensi/peluang/proyek investasi.

. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian

anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman
modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi

kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.

. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan

menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan
pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.

Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan
perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan
pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek

pembelajaran.

. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan

Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima

insentif penanaman modal.

. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

Urusan Ketenagakerjaan

1.

o gk WD

Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-
pelatihan bagi tenaga kerja.

Memperluas kesempatan kerja.

Memperbaiki sistem pengupahan.

Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.

Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
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7.  Mengembangkan Sektor Informal.
8.  Program Transmigrasi.
9. Peningkatan Investasi.

Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

a)

b)

d)

Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan
komprehensif, dan terpadu.

Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai
media yang memungkinkan.

Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan
kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang
representatif.

Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas
perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan
informasi yang diperlukan.

Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain
dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat
terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian

Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target

kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang

dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana
Tabel 2.1 di bawah ini.
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Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Sumenep

Perkiraan Realisasi

Target . .
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / Tahun RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (Akhir Ri:(l;:;s' Tingkat ~ Berjalan perkiraan P%Tf;n
Periode Realisasi Realisasi g.
Renstra Tahun Capaian Capaian
2022 %) s
o Tresr |, ] . | 10=974) |
=5+
1 2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 *100 11
URUSAN PEMERINTAHAN
2 WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 | 18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya
2 |18 | 01 URUSAN PEMERINTAHAN kebutuhansarapna dan ‘:asarana kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 40,00 40,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA P
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Penyusunan Perencanaan,
2|18 01| 2| 01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100,00 100,00 100,00 100,00 12,00 40,00 40,00
Daerah SKPD Tepat Waktu
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan Capaian
2 |18 | 01 | 2| 01 | 06 | Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 20 4 4 100,00 4 12 60,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD
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Perkiraan Realisasi

Target L ;
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (AI.<hir R(:::(I;:;SI Tingkat Berjalan Perkiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* _ 10=(9/4)
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
18 | o1 02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan admlnlstr.a5| keuangan 60 12,00 12,00 100,00 12 24 40,00
Perangkat Daerah perangkat daerah yang disusun
18 | o1 02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang diberi gaji dan 360 3 3 100,00 7 174 4833
ASN tunjangan
18 | o1 05 Administrasi Kepegawaian Jumlah. Jen.ls layanan kepegawaian 25 5 2 40,00 5 10 60,00
Perangkat Daerah yang disediakan
18 | o1 05 | 02 Per}gadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 846 54 54 100,00 71 125 14,77
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
18 | 01 05 | 09 | Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 31 5 4 100,00 6 16 51,61
Fungsi Pelatihan
18 | o1 06 Administrasi Umum Perangkat Jumlah perala.tan .dan perlengkapan 252 49 48 97,75 50 99 39,28
Daerah kantor yang disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen
18 | 01 06 01 | Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 132 7 7 100,00 26 33 25,00
Kantor Kantor yang Disediakan
18 | o1 06 | 02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 'dan. 60 13 13 100,00 12 25 41,66
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
18 | o1 06 | 04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah' Pa.ket Bahan Logistik Kantor 60 19 17 89,47 12 31 51,66
Kantor yang Disediakan
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Perkiraan Realisasi

Target L ;
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (AI.<hir R(:::(I;:;SI Tingkat Berjalan Perkiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* _ 10=(9/4)
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
18 | o1 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang.Cetékan dan 16.789 5 5 100,00 5 10 0,059
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
18 | 01 06 06 v Peraturan Perundang-Undangan yang 2.750 736 736 100,00 546 1.282 46,61
Peraturan Perundang-undangan L.
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan Penyelenggaraan
1801 06 | 09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 657 37 37 100,00 131 168 25,57
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
18 | 01 06 | 10 pada SKPD Dinamis pada SKPD 4 6 6 100,00 4 10 250,00
Pengadaan Barang Milik Daerah -
18 | o1 07 Penunjang Urusan Pemerintah | *u™!ah Barang Milik Daerah yang 382 70 70 100,.0 76 146 38,22
diadakan
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
18 | 01 07 02 8 . Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5 0 0 0,00 1 1 20,00
Operasional atau Lapangan s
yang Disediakan
18 | 01 07 | 05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 337 0 0 0,00 67 67 19,88
18 | o1 o7 | o6 Pe_ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Pe.ralat.an dan Mesin 40 5 5 100,00 3 13 32,50
Lainnya Lainnya yang Disediakan
18 | 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan 15 3 3 100,00 3 6 40,00
Urusan Pemerintahan Daerah
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Perkiraan Realisasi

Target L ;
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (Akhir R(:::(I;:;SI Tingkat ~ Berialan  periiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* _ 10=(9/4)
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
18 | 01 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | “UM!ah Laporan - Penyediaan Jasa 20.587 2.187 2617 119,66 2617 4.804 23,33
Surat Menyurat
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
18 | 01 08 02 v R N Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 12 12 100,00 12 24 40,00
Sumber Daya Air dan Listrik L
yang Disediakan
penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
18 | 01 08 | 04 ¥ ¥ Pelayanan Umum Kantor yang 60 12 12 100,00 12 24 40,00
Umum Kantor s
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
18 | 01 09 Daerah Penunjang Urusan Jumlah jenis barang yang dipelihara 4,00 4 3 75,00 4 8 200,00
Pemerintahan Daerah
;Zn\;eg::zzI:;:?;;im::.r;irzaar: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
18 | 01 09 02 y . ! _J ! atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 185 16 16 100,00 37 53 28,64
Perizinan Kendaraan Dinas S . .
. Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Operasional atau Lapangan
18 | 01 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 436 0 0 0,00 0 0 00,00
18 | o1 09 | o6 Pem.ellha.raan Peralatan dan Jumlah Peralatz?m .dan Mesin 322 20 20 100,00 64 84 26,08
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
18 | 01 09 09 | Gedung Kantor dan Bangunan . g . . g. L 10 1.666,6 1.666,60 100,00 2 1.668,6 16.686
R Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
. Jumlah Sarana dan Prasarana
Operasional UPTD . . 15 0 0 00,00 0 0 0,00
Operasioanal yang ada di UPTD
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Perkiraan Realisasi

Target L ;
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (AI.<hir R(:::(I;:;SI Tingkat Berjalan Perkiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* 10=(9/4)
=5+
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
URUSAN PENANAMAN MODAL
Persentase Pelaku Usaha yang
PROGRAM PENGEMBANGAN " !
18 | 02 IKLIM PENANAMAN MODAL m.er.1dapatkan Fasilitas/Insentif 40,00 10,00 10,00 100,00 10,00 20,00 50,00
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
18 | 02 01 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 31 5 5 100,00 6 11 35,48
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Ezre]:?\pan Mege:::ikszmberian Jumlah PERKADA Pemberian
18 | 02 01 01 - .g Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 5 1 1 100,00 1 2 40,00
Fasilitas/Insentif dan Penanaman Modal
Kemudahan Penanaman Modal
Evaluasi Pelaksanaan JMu?:ahnfp:;:::nul:sjsri]ﬁt:z?lisentif dan
18 | 02 01 | 02 | Pemberian Fasilitas/Insentif dan . 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Kemudahan Penanaman Modal sesuai
Kemudahan Penanaman Modal
dengan peruntukannya
18 | 02 02 Pembua‘tan Peta Potensi Jumlah I?okumen Profil Potensi 18 1 1 100,00 1 6 100,00
Investasi Kabupaten/Kota Investasi
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Perkiraan Realisasi

Target e )
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (AI.<hir R(:::(I;:;SI Tingkat Berjalan Perkiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* 10=(9/4)
=5+
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
Penyusunan Rencana Umum
18 | 02 02 | 01 | Penanaman Modal Daerah Tersedianya PERKADA RUPMD 0 0 0 0 0 0 0,00
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi
18| 02 02| 02 Peluang Usaha Kabupaten/Kota Kabupaten Sumenep > ! ! 100,00 ! 2 40,00
PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan Jumlah
18 | 03 PENANAMAN MODAL Investor 3,79 3,55 2,94 82,81 3,67 7,22 190,50
Penyelenggaraan Promosi
18 | 03 01 Penanaman Modal yang menjadi | Jumlah Media Promosi Penanaman 25 5 5 84,28 5 10 40,00
Kewenangan Daerah Modal
Kabupaten/Kota
18 | 03 01 01 Penyusunan Strategi Promosi Jumlah !)okumen Rumusan Strategi 5 0 0 0,00 0 0 0,00
Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Kegiatan Promosi Potensi
18 | 03 01 | 02 | Penanaman Modal Daerah . g . 24 4 4 100,00 5 9 37,50
Investasi Tingkat Regonal / Nasional
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan Penerbitan
18 | 04 PENANAMAN MODAL Nomor Induk Berusaha (NIB) 3,79 3,55 2,67 2 3,67 7,22 190,50
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
18 | 04 01 Pintu dibidang Penanaman Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) 32.060 6.173 6.440 104,32 6.400 12.573 39,21
Modal yang menjadi yang diterbitkan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
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Perkiraan Realisasi

Target L ;
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Renstra PD s/d Tahun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT RKPD e .
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (Akhir R(:::(I;:;SI Tingkat ~ Berialan  periiraan P%Tf;n
:erlotde Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra 9 :
PD) 2022 %) (%) Capaian %)
7=(6/5)* 10=(9/4)
=5+
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang
Perizinan dan Nonperizinan Mendapatkan Pelayanan Terpadu
18 | 04 01 01 | berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 32.060 6.173 6.440 104,32 6.400 12.573 39,21
Perizinan Berusaha Terintegrasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Pemantauan Pemenuhan Usaha yang Mendapat Pemantauan
18 | 04 01 02 Komitmen Perizinan dan Non Pemenuhan Komitmen Perizinan 134 22 23 104,54 27 49 36,56
Perizinan Penanaman Modal Berusaha dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi
Jumlah Orang yang Memperoleh
dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya
18 | 04 01 | 03 | Masyarakat terhadap Pelayanan ¥ ¥ 61 10 8 80,00 12 22 36,06
. Pengaduan Masyarakat Terhadap
Terpadu Perizinan dan Non
- Pelayanan Terpadu
Perizinan
Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
18 | oa o1 | oa Smkron{sam I?fenetapan . U.saha y.ang. Melakukan Koordmfw dan 31 0 0 0,00 0 0 0,00
pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Daerah Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Jumlah Pelaku Usaha
18 | 05 PELAKSANAAN PENANAMAN Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin 95,00 88,00 104.32 118,54 90,00 178.00 187,36
MODAL Usahanya
:::iz:::alfrll/lzzlzlksg:aan:en‘adi Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang
18 | 05 01 yang ) Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang 32.060 6.173 6.440 104,32 6.400 12.573 39,21
Kewenangan Daerah Diterbitkan
Kabupaten/Kota
Contnadmsisoris | LS U SR
18 | 05 01 | 01 | Pemantauan Pelaksanaan Sana yans 47 8 8 100,00 8 16 34,04
Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Penanaman Modal
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Perkiraan Realisasi

Target L. )
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
. Program dan Keluaran Kegiatan Program/ Kegaitan
Kinerja h | Target o
Urusan / Bidang Urusan / Renstra PD Tahun Lalu (2022) Program Henstia 23256/ laun
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Program (outcome) / IELT) RKPD R
Kegiatan (Permendagri No 90 kegiatan (output) 2026 Tahun
Tahun 2019) (Akhir R«:(':JS;SI Tingkat ~ Berialan  periiraan P%Tf;n
:erlode Tahun Realisasi (2023) Realisasi Capgaian
enstra o @erogf
PD) 2022 %) (%) apaian %)
7=(6/5)* 10=(9/4)
=5+
2 3 4 5 6 100 8 9=5+8 100 11
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha yang
18 | 05 01 02 | Pembinaan Pelaksanaan Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan 1.451 216 220 108,85 287 503 34,66
Penanaman Modal Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
18 | 05 01 | 03 | Pengawasan Pelaksanaan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan 87 20 18 90,00 17 232 56,17
Penanaman Modal Sinkronisasi Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA Prosentase Kualitas Data dan Sistem
18 | 06 DAN SISTEM INFORMASI Informasi Penanaman Modal 93 89 100 112,35 87 100 100,00
PENANAMAN MODAL
:::zifr:g:f:::;?nd:;:;::nmas' Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan
18 | 06 01 . . . Perizinan dan Non Perizinan Tepat 100 89 100 112,35 100 100 100,00
yang Terintegrasi pada Tingkat Waktu
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan .| Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Pemanfaatan Data dan Informasi - .
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
18 | 06 01 | 01 e Pelayanan Perizinan Berusaha 25 1 1 100,00 5 6 24,00
Berbasis Sistem Pelayanan . . .
- . . Terintegrasi Secara Elektronik yang
Perizinan Berusaha Terintegrasi . - .
X Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
secara Elektronik
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2.2.

Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku

penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan

hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good

Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2)

disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal,

pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan
industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;

pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang

penanaman modal dan tenaga kerja;
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f pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3
(tiga) Bidang, dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian, serta Kelompok jabatan
fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

i.  Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

J.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

KEPALA DINAS

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang
Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :
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a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang
tenaga kerja;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang
tenaga kerja;

c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal;

d. pelaksanaan Kkajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan
dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;

e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS

(1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

(2)

administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program,

perencanaan dan keuangan.

Sekretariat melaksanakan tugas:

a.

0

penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
sekretariat ;

penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan
pembinaan ketatalaksanaan;

pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan
perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan
kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi
pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai Dinas;

penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:
(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan
kepegawaian;

b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,
pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital,
serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;

Cc. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan,
perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan
kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi pedalanan dinas;

d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian
yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawali,
kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan

e. melaksanakan tugas lain yalg diberikan oleh Sekreta-ris sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

(1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas

melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem
Informasi.
(2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang pengolahan data dan sistem informasi;

b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang
Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan
Data dan Sistem Informasi;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kkegiatan
Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai

tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan

Kerja.

(2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

b. Pengoordinasian penerbitan pelayanan AK.1 dan penyebarluasan
informasi pasar kerja melalui sarana informasi dan media lainnya,

c. Pengoordinasian pela-ksanaan mekanisme dal fasilitasi penempatan
Tenaga Keda Antar Keia Irkal (AKL), Tenaga Kerja Antar Keda Antar
Daerah (AKAD) dan Tenaga Keia Antar Negara (AKAN);

d. Pengoordinasian pelayanal pemulangan dan kepulangan TKI/PMI,

e. Pengoordinasian pelayanan dan Verifikasi kelengkapan dokumen
ketenagakedaan calon TKI/PMI ke luar negeri;

f. Pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga keia
pola mandiri, penerapaan teknologi tepat guna, padat karya suka rela
atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan ke{a;

g. Pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan | sosialisasi pendaftaran
dan persiapan pemberangkatan calon transmigrasi; dan

h. Pelaksaraan tugas lain yang diberikau oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai

tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan
industrial.
(2) Bidang  Pelatihan,  Produktivitas dan  Hubungan  Industrial,
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program dankegiatan bidang pelatihan,
produktivitas dan hubungan industrial;

b. Pemverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kella yang akan
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disebarluaskan kepada lembaga pelatihan keda swasta;

c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia tembaga pelatihan
keda swasta dan pemberian rekomendasi atas permohonan izin
lembaga pelatihan kerja swasta;

d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan dan usaha baru
berbasis masyarakat;

e. Pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten / kota;

f. Pengoordinasian pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas;

g. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit
serta memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga
kerjasama Bipatrtit di perusahaan;

h. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di
perusahaan dan penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;

i. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan UMK (Upah
Minimum Kabupaten), evaluasi terhadap pelaksanaan UMK dan
pengembangan kepesertaan program jarninan sosial serta fasilitasi
bimbingan atau pembinaan sistem pengupahan; dan

j- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana

teknis operasional Dinas di lapangan;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggundawab kepada Kepala Dinas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan

perundang-undangan;

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengal bidang

keahliannya/ kekampilannya;
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(2)

3)

(4)

(5)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh koordinator dan/atau sub koordinator pelaksana fungsi
pelayalan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;

Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud, melaksanakan
tugas membantu Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi
pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh
pimpinan tinggi pratama,

Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator

sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023
telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :
1. Jabatan Struktural

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6
(enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian
sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B

2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon IlI-A

3. 3 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon IlI-B

4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan

Kepegawaian setara dengan eselon IV-A
Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi
PNS vyang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan
kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang
berasal dari OPD lainnya.
2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya
mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada
Tabel T-C. 30 sebagai berikut :
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Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

ANGKA/NILAI Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
INDIKATOR (IKU, SPM, TARGET/STAN Catatan
IKK) DART (IKU, Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
SPM, IKK) 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Sasaran
Tingkat Partisipasi Anglkatan 75,05 75,01 75,15 75,21 75,25 75,03 75,12 75,01 75,15
Kerja (TPAK)
Prosentase Peningkatan 3,61 3,67 3,73 3,79 3,85 2,75 55,95 3,67 3,73
Realisasi Investasi
Persentase jenis layanan
yang diterbitkan lebih cepat 85 86 87 87 88 82,81 86,25 86 87
dan tepat
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat Layanan 85 86 87 87 88 82,81 86,25 86 87
Perizinan dan Non Perizinan
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Pencapaian Kinerja Dapat Disajikan seperti pada Tabel TC-30

PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE R S Capaian PreyEiEl
KEGIATAN / / Cata
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABTSEETAE%QT/AN dar LS 2022 E%hzlgn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN
s BIDANG PENANAMAN 20,00 20,00 20,00
MODAL
1]0 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
g1 URUSAN PEMERINTAHAN sarana dan prasarana 20,00 20,00 20,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran
Jumlah penyusunan
1|0 0 Perencanaan, dokumen perencanaan
Penganggaran, dan Evaluasi - 12 12 20,00
8|1 1 Lo penanggaran dan evaulasi
Kinerja Perangkat Daerah .
kinerJa perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
1|0 0|0 .
Perencanaan Perangkat perencanaan yang disusun 3 4 0
8|1 111 .
Daerah sesuai ketentuan
1|0 0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA yang 4 ) 0
8|1 1| 2 | Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan kinerja dan
1|0 0 | 0 | Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 4 4
8|1 1 | 6 | Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai
SKPD ketentuan
1|0 0 | 0 | EvaluasiKinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi 0 ) 0
8|1 1| 7 | Daerah kinerja perangkat daerah
1|0 0 Administrasi Keuangan Jumlah laporan
g administrasi keuangan 12 12 20,00
8|1 2 Perangkat Daerah
perangkat daerah
1|0 0 | 0 | Penyediaan Gaji dan ﬁ?r:::r':ZN;?:Iin 72 71 12
8|1 2 | 1 | Tunjangan ASN . g4
tunjangannya
Koordinasi dan Penyusunan jumlah laporan keuangan
1|0 0|0 .
s |1 e Laporan Keuangan ulanan / bulanan/triwulanan/semes 0 12 0
Triwulanan / Semesteran teran yang tersusun
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / J ot
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
NOLRSIRSNSHING INDSIEABT}?E%TAE%QT/AN dar 18 2022 -I-Z%hzl'gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SKPD
1|0 2 0 Administrasi Kepegawaian :(t;m;al;‘izr;;snm;{:nan a a 2
8|1 5 Perangkat Daerah . P g yang
disediakan
110 0 | 0 | Peningkatan Sarana dan Jumlah unit peningkatan
2 - . sarana dan prasarana 0 1 0
8|1 5 | 1 | Prasarana Disiplin Pegawai - R
disiplin pegawai
1l o0 ol o Pengadaan Pakaian Dinas jumlah paket pakaian
2 Beserta Atribut dinas beserta atribut 54 0 54
1 512
Kelengkapannya kelengkapannya
Jumlah Dokumen
1|0 5 0 | 0 | Pendataan dan Pengolahan Pendataan dan 3 3 0
8|1 5 | 3 | Administrasi Kepegawaian Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai
1|0 0|0 ) Berdasarkan Tugas dan
2 Pegawai Berdasarkan Tugas . Lo 5 5 3
8|1 519 dan Funasi Fungsi yang Mengikuti
g Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
110 ol1 Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
1 2 5|1 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 32 32 0
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
-_ . Jumlah peralatan dan
1(0 0 Administrasi Umum
g1 2 6 Perangkat Daerah p.erle?gkapan kantor yang 1299 1083 20
disediakan
1l o0 ol o Penyediaan Komponen Jumlah paketkomponen
2 Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik yang 24 24 7
8|1 6|1 o
Bangunan Kantor disediakan
1|0 0 | O | Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan
2 dan Perlengkapan Kantor 12 37 13
8|1 6 | 2 | Perlengkapan Kantor L
yang disediakan
. - jumlah paket Bahan
1|0 2 0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 12 12 19
1 6 | 4 | Kantor o
disediakan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{':m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
OIS [RENENING INDSIEABT}?EETAE%QT/AN dar LS 2022 TZ%hzusn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
jumlah paket item makan
dan minum yang 245 3 245
disediakan
1|0 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang
2 Cetakan dan Penggandaan 5 5 5
8|1 6 | 5 | dan Penggandaan .
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan
1|0 0|0 Bacaan dan Peraturan
2 dan Peraturan Perundang- 739 1 730
1 6|6 Perundang-Undangan yang
undangan -
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan
1o 2 0|0 Koordinasi dan Konsultasi Penye!enggaraan Rapat 257 121 257
1 69 SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1|0 0 | 1 | Penatausahaan Arsip . . .
s |1 2 6 | 0| Dinamis pada SKPD jumlah arsip yang dikelola 6 6 6
0 0 Pengadaan Ba.'a"g Milik Jumlah Barang Milik
8|1 2 7 Daerah Penunjang Urusan Daerah vane Diadakan 20 70 20
Pemerintah Daerah yang
. Jumlah unit kendaraan
1|0 0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas R R
8|1 2 7 | 2 | Operasional atau Lapangan dinas/operasional yang 0 ! 0
P pang disediakan
1|0 0|0 Jumlah Paket Mebel yang
s |1 2 715 Pengadaan Mebel Disediakan 50 1 50
1|0 0 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Juml.ah U.mt Peralatan dan
s |1 2 71 6 | Mesin Lainnva Mesin Lainnya yang 16 8 16
4 Disediakan diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang .
1|0 2 0 Urusan Pemerintahan Jl..xmla.h layanan jasa yang 20 3 20
8|1 8 disediakan
Daerah
1|0 0 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan
2 v Penyediaan Jasa Surat 3.187 3.846 3.187
8|1 8 | 1 | Menyurat
Menyurat
. I Jumlah Laporan
1|10 5 0 | 0 | Penyediaan Jas§ Komu.nlk.asu Penyediaan Jasa 12 12 12
8|1 8 | 2 | Sumber Daya Air dan Listrik -
Komunikasi, Sumber Daya
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / S J A A A A N X X ot
tan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
NOLRSIRSNSHING INDSIEABTEER;;TAE%QT/AN dar 18 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
) 1|0 ) 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan 17 12 17
8|1 8 | 4 | Umum Kantor
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Lo
2 1p0 2 0 Daerah Penunjang Urusan Jt.lmla.‘hjems barang yang 20 98 20
8|1 9 . dipelihara
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
110 olo Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
2 2 Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Jabatan 32 35 32
8|1 9|2 .. ) s
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajaknya
1|0 0|0 . Jumlah mebel yang
2 s |1 2 9|5 Pemeliharaan Mebel dipelihara 0 30 0
110 0 | O | Pemeliharaan Peralatan dan Jum!ah peralatan dan
2 2 . R mesin lainnya yang 92 33 92
8|1 9 | 6 | Mesin Lainnya L
dipelihara
110 olo Pemeliharaan/Rehabilitasi ginr:li:e?:i:i?il(:mor dan
21 gl12] o] | GedungKantordan yang ¥ 1.668,60 2 1.668,60
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 5 5 5
yang ada di UPTD
1lo PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya
2 8|1 URUSAN PEMERINTAHAN kebutuhan sarana dan 20,00 20,00 20,00 20,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA prasarana kantor
Persentase pemenuhan 20,00 20,00 20,00 20,00
sarana dan prasarana
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{':m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
NOLRSIRSNSHING INDSIEABT}?EETAE%QT/AN dar 18 2022 TZ%hzusn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
perkantoran
Jumlah penyusunan
1(0 0 Perencanaan, dokumen perencanaan
2 Penganggaran, dan Evaluasi - 12 12 12 12
8|1 1 Kineria Peranzkat Daerah penanggaran dan evaulasi
1 8 kinerka perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
1|0 0o :
2 Perencanaan Perangkat perencanaan yang disusun 4 4 4 4
8|1 111 .
Daerah sesuai ketentuan
110 ) 0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA yang ) ) 5 5
8|1 1| 2 | Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan kinerja dan
1|0 2 0 | 0 | Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 4 4 4
1 1 | 6 | Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai
SKPD ketentuan
1|0 5 0 | 0 | EvaluasiKinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi 5 5 5 5
8|1 1| 7 | Daerah kinerja perangkat daerah
1|0 0 Administrasi Keuangan Jumlah laporan
2 6 administrasi keuangan 12 12 12 12
8|1 2 Perangkat Daerah
perangkat daerah
110, 0] 0] Penyediaan Gajidan i:qu:z:r:ZN:?Zgan 71 71 71 71
8|1 2 | 1| Tunjangan ASN . gal
tunjangannya
Koordinasi dan Penyusunan .
1|10 0 | 0 | Laporan Keuangan ulanan/ jumlah Iapgran keuangan
8|1 2 2 | 7 | Triwulanan /Semesteran E:I’I::ar;ﬁtrlxl:zzz:/semes 12 12 12 12
SKPD yang
1|0 2 0 Administrasi Kepegawaian :(t;melag‘i’eari\;snLaz:nan a 4 a a
8|1 5 Perangkat Daerah . P g yang
disediakan
1|10 0 | 0 | Peningkatan Sarana dan Jumlah unit peningkatan
2 - ) sarana dan prasarana 1 1 1 1
1 5 | 1 | Prasarana Disiplin Pegawai - R
disiplin pegawai
1l o0 olo Pengadaan Pakaian Dinas jumlah paket pakaian
2 Beserta Atribut dinas beserta atribut 282 282 0 282
8|1 512
Kelengkapannya kelengkapannya
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{':m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
NOLRSIRSNSHING INDSIEABT}?ER;;TAE%QT/AN dar 18 2022 'I'Z%hzusn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
+ + + +
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Dokumen
) 1|0 2 0 | 0 | Pendataan dan Pengolahan Pendataan dan 3 3 3 3
8|1 5 | 3 | Administrasi Kepegawaian Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
- . Jumlah Pegawai
1|0 0|0 Pendldllfan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
2 2 Pegawai Berdasarkan Tugas X I 5 5 5 5
1 519 dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
g Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
110 ol1 Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
2 2 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 32 32 32 32
1 51
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
- . Jumlah peralatan dan
1|0 0 Administrasi Umum
2 s |1 2 6 Perangkat Daerah pferler)gkapan kantor yang 100 100 96 100
disediakan
110 olo Penyediaan Komponen Jumlah paketkomponen
2 2 Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik yang 26 26 24 26
8|1 61 -
Bangunan Kantor disediakan
. Jumlah paket Peralatan
2 110 2 0 | O | Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor 41 41 37 41
8|1 6 | 2 | Perlengkapan Kantor L
yang disediakan
. . jumlah paket Bahan
5 1|0 5 0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 12 1 12 12
1 6 | 4 | Kantor .
disediakan
jumlah paket item makan
dan minum yang 3 3 3 3
disediakan
. Jumlah Paket Barang
) 1|0 2 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penggandaan 6 6 5 6
8|1 6 | 5 | dan Penggandaan .
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan
1|0 0|0 Bacaan dan Peraturan
2 2 dan Peraturan Perundang- 1 1 1
1 6|6 Perundang-Undangan yang
undangan -
Disediakan
1l o0 olo Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan
2 1 2 619 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan  Rapat 126 126 121 126
SKPD Koordinasi dan Konsultasi

RENJA DPMPTSP 2024 Y




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / S J A A A A N X X ot
tan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABTSEETAE%QT/AN dar LS 2022 'I'Z%hztgn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SKPD
1|0 0 | 1 | Penatausahaan Arsip . . .
2 1 2 6 | 0| Dinamis pada SkPD jumlah arsip yang dikelola 7 7 6 7
Pengadaan Barang Milik -
2 0 2 0 Daerah Penunjang Urusan Jumiah Barang.Mlllk 76 76 70 76
8|1 7 . Daerah yang Diadakan
Pemerintah Daerah
. Jumlah unit kendaraan
1|0 0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas K R
2 2 R dinas/operasional yang 1 1 1 1
8|1 7 | 2 | Operasional atau Lapangan L
disediakan
110 0|0 Jumlah Paket Mebel yang
2 s |1 2 715 Pengadaan Mebel Disediakan 1 1 1 1
110 0 | O | Pengadaan Peralatan dan Juml.ah U.mt Peralatan dan
2 s |1 2 71 6 | Mesin Lainnva Mesin Lainnya yang 8 8 8 8
4 Disediakan diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang .
2 110 2 0 Urusan Pemerintahan Jt.lmla.h layanan jasa yang 3 3 3 3
8|1 8 disediakan
Daerah
. Jumlah Laporan
2| 1] 0] | 0] 0| PenyediaanJasa Surat Penyediaan Jasa Surat 4111 4.111 3.187 3.506
1 8 | 1 | Menyurat
Menyurat
Jumlah Laporan
. L Penyediaan Jasa
2| 1|9 2| 0|0 PenvediaanlasaKomunikasi, |\ o sumber Daya 12 12 12 12
1 8 | 2 | Sumber Daya Air dan Listrik X o
Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
5 1|0 5 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan 12 1 12 12
8|1 8 | 4 | Umum Kantor
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik -
21920 Daerah Penunjang Urusan | 2uMiah jenis barang yang 190 190 187 190
8|1 9 . dipelihara
Pemerintahan Daerah

RENJA DPMPTSP 2024 B3




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{’m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
NOLRSIRSNSHING INDSIEABT}?E%TAE%QT/AN dar_ 18 2022 -I-Z%hzl'gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 AI’!aI
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
110 olo Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
2 Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Jabatan 35 35 35 35
8|1 9|2 . ) o
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajaknya
2 ; 2 g g Pemeliharaan Mebel ij‘:;llf:a':;ebe' yang 33 33 30 33
110 0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Jum!ah peralatan dan
2 . R mesin lainnya yang 36 36 33 36
8|1 9 | 6 | Mesin Lainnya -
dipelihara
110 olo Pemeliharaan/Rehabilitasi Jgi?;:::i:i?is:mor dan
2 Gedung Kantor dan 2 2 2 2
811 o9 Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 0 0 0 0
yang ada di UPTD
URUSAN PENANAMAN
MODAL
Persentase Pelaku Usaha
1o PROGRAM yang mendapatkan
2 g2 PENGEMBANGAN IKLIM Fasilitas/Insentif 10 10 0
PENANAMAN MODAL Dibidang Penanaman
Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha yang
10 0 Fasilitas/Insentif Dibidang mendapatkan
2 sl 2 1 Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif 5 6 5
Menjadi Kewenangan Dibidang Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah  Peraturan
2 1|0 0 | 0 | Daerah Mengenai Daerah/Provinsi  dalam 1 1 1
8| 2 1| 1 | Pemberian Fasilitas/Insentif | Pemberian
dan Kemudahan Fasilitas/Insentif dan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / J ot
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABT}?E%TAE%QT/AN dar LS 2022 -I-Z%hzl'gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman
Modal
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha
) - ) dari Pelaku Usaha yang
1|0 0 Pemberian Fasilitas/Insentif .
2 Memperoleh Insentif dan 5 6 0
8|2 1 dan Kemudahan .
Kemudahan Berusaha di
Penanaman Modal
Daerah
1|0 2 0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi dan 3 3 3
8|2 2 Investasi Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Jumlah Peraturan
110 0 Penyusunan Rencana Daerah (Perda) Rencana
3|2 2 2 Umum Penanaman Modal Umum Penanaman 2 2 0
Daerah Kabupaten/Kota Modal Daerah
Kabupaten/Kota
1l o0 0 Penyediaan Peta Potensi dan | Jumlah Peta Potensi
3|2 2 ) Peluang Usaha Investasi dan Peluang 1 1 1
Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota
1(0 PROGRAM PROMOSI Persentase
3|3 PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah 3,55 3,61 108,08
Investor
Penyelenggaraan Promosi
1|0 2 0 Penanaman Modal yang Jumlah Media Promosi 5 5 5
8|3 1 menjadi Kewenangan Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan
1|0 0 Penyusunan Strategi Promosi Daerah. yang Mengatur
2 Promosi  Penanaman 0 1 0
8|3 1 Penanaman Modal
Modal  Kewenangan
Kabupaten/Kota
110 0 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Kegiatan Promosi
3|3 2 1 Promosi Penanaman Modal Potensi Investasi Tingkat 4 4 4
Daerah Kabupaten/Kota Regonal / Nasional
1|0 PROGRAM PELAYANAN Persentase
8|4 PENANAMAN MODAL Peningkatan 3,55 3,61 108,09
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / ! Gl
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABTEER;;TAE_I?’AIQT/AN dar LS 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penerbitan Nomor
Induk Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
. - Jumlah Nomor Induk
1o, 0 Terpadu Satu Pintu dibidang | g\ o1 (1) yang 5.958 6.173 6.440
8|4 1 Penanaman Modal yang . .
. diterbitkan
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang
. Mendapatkan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan L
1|0 0 | 0 | Nonperizinan berbasis Terpadu Perizinan dan Non
2 R P . Perizinan Berbasis Sistem 5.958 6.173 6.440
4 1| 1 | Sistem Pelayanan Perizinan .
A . Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara . .
Elektronik Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang
110 olo Pemantauan Pemenuhan Mendapat Pemantauan
s|a 2 112 Komitmen Perizinan dan Non | Pemenuhan Komitmen 22 24 22
Perizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman
Modal
Jumlah Orang yang
Penyediaan Layanan Memperohleh Layanan
R Konsultasi dan
110 olo Konsultasi dan Pengelolaan Terkelolanva Pengaduan
2 Pengaduan Masyarakat v s 10 11 8
4 1|3 Masyarakat Terhadap
terhadap Pelayanan Terpadu
L . Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan L.
Perizinan dan Non
Perizinan
Jumlah Kegiatan Usaha
Koordinasi dan dari Pelaku Usaha yang
1|0 ) 0 | 0 | Sinkronisasi Penetapan Melakukan Koordinasi dan 5 6 0
8|4 1| 4 | pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi Penetapan
Daerah Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
1o PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pelaku Usaha
sl s PELAKSANAAN Berizin yang Beroperasi 83 88 108,09
PENANAMAN MODAL Sesuai Izin Usahanya

RENJA DPMPTSP 2024 g




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{':m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (i::]a
OIS [RENENING INDSIEABT}?EZTAE%Q-I;AN dar LS 2022 TZ%hzugn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha Yang
2 1|0 Pena.na[nan Modal yang Berlzu.\ dan Berope_rﬁsn 5.958 6.173 6.440
8|5 menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Perizinan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Dimiliki
Jumlah Kegiatan Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi dari Pelaku Usahaiyan'g
1|0 Melakukan Koordinasi dan
2 Pemantauan Pelaksanaan R L 8 8 8
8|5 Sinkronisasi Pemantauan
Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman
Modal
110 Koordinasi dan Sinkronisasi Jl;r:lahM:r(?(ljaakuatkL;rs]aha
2 Pembinaan Pelaksanaan yang R P 238 261 220
8|5 Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jurr?lah Kegiatan Usaha
1|0 dari Pelaku Usaha yang
2 Pengawasan Pelaksanaan o 14 16 18
8|5 Melakukan Koordinasi dan
Penanaman Modal R L
Sinkronisasi Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan
2 1|0 DATA DAN SISTEM Pemanfaatan Sistem 85 87 80
8|6 INFORMASI PENANAMAN Informasi Penanaman
MODAL Modal
Pengelola.an I?a'ta dan Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Non .. .
1(0 L. . . Realisasi Penerbitan
2 Perizinan yang Terintegrasi . 100 100 80
8|6 . Perizinan dan Non
pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
" Jumlah Data dan Informasi
Pengolahan, Penyajian dan -
Perizinan dan Non
Pemanfaatan Data dan .. e
. . Perizinan Berbasis Sistem
Informasi Perizinan dan Non ..
1|0 . e Pelayanan Perizinan
2 Perizinan Berbasis Sistem . . 5 5 4
8|6 . Berusaha Terintegrasi
Pelayanan Perizinan R
. . Secara Elektronik yang
Berusaha Terintegrasi secara A -
. Diolah, Dikaji dan
Elektronik X
Dimanfaatkan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / ! Gl
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABTSER;;TAE_I?’AIQT/AN dar LS 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN PENANAMAN
MODAL - REVIU
Persentase Pelaku Usaha
1lo PROGRAM yang mendapatkan
g2 PENGEMBANGAN IKLIM Fasilitas/Insentif 10 10 10 10,00 10,00
PENANAMAN MODAL Dibidang Penanaman
Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha yang
1o 0 Fasilitas/Insentif Dibidang mendapatkan
s |2 2 1 Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif 6 7 7 10 10
Menjadi Kewenangan Dibidang Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah Per.atlfran
. Daerah/Provinsi dalam
1l o0 0 Daerah Mengenai Pemberian
2 Pemberian Fasilitas/Insentif - . 1 1 1 1 1
2 1 Fasilitas/Insentif dan
dan Kemudahan
Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal
Modal
Evaluasi Pelaksanaan Jun’.ulah Kegiatan Usaha
110 0 Pemberian Fasilitas/Insentif dari Pelaku Usaha yang
2 Memperoleh Insentif dan 6 7 7 6 6
8|2 1 dan Kemudahan
Kemudahan Berusaha
Penanaman Modal .
di Daerah
1|0 2 0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi dan 4 a 4 3 4
8|2 2 Investasi Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Jumlah Peraturan
1l o0 0 Penyusunan Rencana Daerah (Perda) Rencana
3|2 2 2 Umum Penanaman Modal Umum Penanaman 2 2 2 2 2
Daerah Kabupaten/Kota Modal Daerah
Kabupaten/Kota
1l o0 0 Penyediaan Peta Potensi dan | Jumlah Peta Potensi
3|2 2 ) Peluang Usaha Investasi dan Peluang 1 2 2 1 2
Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota
1|0 PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan
8|3 PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 3,67 3,73 3,79 3,61 3,67
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / J ot
Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABTSER;;TAE_I?’AIQT/AN dar LS 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyelenggaraan Promosi
2 1|0 2 0 Penanaman Modal yang Jumlah Media Promosi 5 5 5 5 5
8|3 1 menjadi Kewenangan Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan
1|0 0 Penyusunan Strategi Promosi Daerah' yang Mengatur
2 2 Promosi  Penanaman 1 1 1 1 1
3 1 Penanaman Modal
Modal  Kewenangan
Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen Hasil
110 0 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Promosi
2 2 Promosi Penanaman Modal € 4 5 6 4 4
83 ! Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
P Kabupaten/Kota
1o PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan
2 s!|a PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk 3,67 3,73 3,79 3,61 3,67
Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
R -~ Jumlah Nomor Induk
2[00 Terpadu Satu Pintu dibidang | o\ 1o (N1B) yang 6.400 6.639 6.890 6.173 6.400
8|4 1 Penanaman Modal yang . R
. diterbitkan
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang
. Mendapatkan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan .
110 0 Nonperizinan berbasis Terpadu Perizinan dan Non
2 2 R P . Perizinan Berbasis Sistem 6.400 6.639 6.890 6.173 6.400
8|4 1 Sistem Pelayanan Perizinan .
. . Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara . .
Elektronik Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang
110 0 Pemantauan Pemenuhan Mendapat Pemantauan
2 2 Komitmen Perizinan dan Non | Pemenuhan Komitmen 27 29 32 24 27
4 1 . -
Perizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman
Modal
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{':m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
OIS [RENENING INDSIEABT}?EETAE%QT/AN dar LS 2022 TZ%hzusn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah Orang yang
. Memperoleh Layanan
Penyediaan Layanan R
R Konsultasi dan
1|0 0|0 Konsultasi dan Pengelolaan Terkelolanya Pengaduan
2 Pengaduan Masyarakat v 5 12 13 15 11 12
8|4 1(3 Masyarakat Terhadap
terhadap Pelayanan Terpadu
. . Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan I
Perizinan dan Non
Perizinan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Rekomendasi Hasil
1|0 5 0 | 0 | Sinkronisasi Penetapan Koordinasi dan 6 7 7 6 6
4 1| 4 | pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi  Penetapan
Daerah pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
1o PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pelaku Usaha
sl s PELAKSANAAN Berizin yang Beroperasi 20 93 95 88 920
PENANAMAN MODAL Sesuai Izin Usahanya
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha
1|0 2 0 Pena.na[nan Modal yang Ber|2|r.1 Yang Bero.peraS| 6.400 6.639 6.890 5.958 6.400
8|5 1 menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Izin Yang
Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan
Jumlah Kegiatan Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi dari Pelaku Usaha.yan.g
110 0|0 Melakukan Koordinasi dan
2 Pemantauan Pelaksanaan A - 9 10 11 8 9
8|5 1)1 Sinkronisasi Pemantauan
Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman
Modal
110 olo Koordinasi dan Sinkronisasi JumlahM Pe(ljaku tkUsaha
2 Pembinaan Pelaksanaan yang Vlendapatkan 287 316 348 261 287
5 1]2 Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Penanaman Modal
110 olo Koordinasi dan Sinkronisasi Liﬁlszlgsflazzgsz:a
2 Pengawasan Pelaksanaan .y .g 17 19 21 16 17
5 113 Melakukan Koordinasi dan
Penanaman Modal R L
Sinkronisasi Pengawasan
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Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
NECT St{em Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (i::]a
OIS [RENENING IND;EABTSEFETAE%Q-EAN dar LS 2022 'I'Z%hzugn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan
1|0 DATA DAN SISTEM Pemanfaatan Sistem
2 8|6 INFORMASI PENANAMAN Informasi Penanaman 89 91 93 88 89
MODAL Modal
Pengelolai\an I?a_ta dan Pengelolaan Data
1o 0 Informasi Perizinan dan Non Realisasi Penerbitan
2 2 Perizinan yang Terintegrasi .. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8|6 1 . Perizinan dan Non
pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
" Jumlah Data dan Informasi
Pengolahan, Penyajian dan ..
Perizinan dan Non
Pemanfaatan Data dan . e
. . Perizinan Berbasis Sistem
1l o0 olo Informasi Perizinan dan Non Pelayanan Perizinan
2 3|6 2 111 Perizinan Berbasis Sistem Berusaha Terintegrasi 5 5 5 5 5

URUSAN
KETENAGAKERJAAN
. Persentase
201 0|1 Program Penmglfatan Peningkatan
1|5 Kesempatan Kerja .
Kesempatan Kerja
211 o|1|0 Penyebaran Informasi Jumlah Pencari Kerja 0 0 0
1(5|1 Pasar Kerja dan Lowongan Kerja
ol1lo Pemanduan dan Jumlah
21 1|53 Bimibingan Usaha Perorangan/Kelompok 0 0 0
Mandiri yang dilatih/dibina
Program Penempatan persentase
0|1 8 P Penempatan dan
21 dan Pemberdayaan
1|6 . X Pemberdayaan
Transmigrasi . .
Transmigrasi
1 o0|1|0 Pemberangkatan Calon Jumlah Calon 0 0 0
1/6|1 Transmigran dan Transmigran yang akan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah s
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABT}?E%TAE%QT/AN dar LS 2022 E%hzlgn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kerjasama Antar Daerah diberangkatkan dengan
(KSAD) Kabupaten Tujuan
Transmigran yang
disepakati
Program Peningkatan Persentase
0|1 Kualitas dan Peningkatan Kualitas
21 .. ..
1(7 Produktivitas Tenaga dan Produktivitas
Kerja Tenaga Kerja
o|1|0 Penyelenggaraan dan Jumlah Pelaksanaan
21 1(7|1 Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan 32 81 81
Pembinaan dan .
2|1 0110 Monitoring Produktivitas Jumlah Tenaga Kerja 80 85 0
1(7|2 : yang Produktif
Tenaga Kerja
o|1|0 Pembinaan Lembaga Jumlah Pengelolaan
2|1 . "mbag dan Kemitraan 30 40 40
1(7|3 Pelatihan Kerja .
Lembaga Pelatihan
Persentase
Program Perlindungan Perlindungan
0|1
21 18 Pengembangan Lembaga | Pengembangan
Ketenagakerjaan Lembaga
Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengupahan yang -
21|90 berkeadilan dan Jumlah Upah Minimum 100 100 0
1(8|1 . Kabupaten Yang Layak
Penciptaan Ketenangan
Kerja
oj1|0 Pembinaan dan :—luurgf: 2ar‘1r?nn;ustrial
2|1 Pengembangan Sarana & 40 40 0
1/8|2 Hubungan Industrial Yang Melaksanakan
& Kegiatan Sesuai Aturan
Optimalisasi Kinerja Jumlah Perselisihan
o|1(0 . .
21 1|83 Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial 5 5 0
Hubungan Industrial (PHI) | menurun
0|1 Program Pembinaan P.e rsentase Pem'b fnaan
211 1|9 Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial
glung (DBHCHT)




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
Al 5 Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah o
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
ROIDIE RIENEN NS INDSIEABTSER;;TAE%QT/AN dar I 2022 -I-Z%hzl'gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah
2|1 01 1)0 Kerja bagi Tenaga KerJa. Perorangan/Kelompok 1 0 0
1/({9|1 dan Masyarakat melalui ane dilatih
Pelatihan Pecah Batu yang
Bantuan Sarana Produksi
Bagi Jumlah Bantuan
2|1 0j110 Masayarakat/Kelompok Peralatan Mesin 1 0 0
1192 Masyarakat di Bidang Pemecah Batu yang
Pecah Batu diberikan/dihibahkan
Pembinaan dan Pelatihan
o|1|0 Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
2|1 ) g & J . Perorangan/Kelompok 20 20 0
1(9|5 dan Masyarakat melalui ang dilatih
Pelatihan Rias Pengantin yang
B P ksi
B:gituan Sarana Produksi Jumlah Bantuan
2|1 0110 Masayarakat/Kelompok Peralata.n Rias 20 20 0
1196 Masyarakat di Bidang Rias Pengantin yang
yara & diberikan/dihibahkan
Pengantin
Pembinaan dan Pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
o(1|0 .
2|1 1|97 dan Masyarakat melalui Perorangan/Kelompok 0 0 0
Pelatihan Keterampilan yang dilatih
Las Listrik
Szgituan Sarana Produksi Jumlah Bantuan
2|1 0j1)0 Masayarakat/Kelompok Peralatan Las Listrik 0 0 0
1198 Masyarakat di Bidang Las | Y8
asy & diberikan/dihibahkan
Listrik
Pembinaan dan Pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja Jumlah
0(1|1 .
2|1 1|93 dan Masyarakat melalui Perorangan/Kelompok 25 50 0
Pelatihan Keterampilan yang dilatih
Bordir
ol1l1 Pembinaan dan Pelatihan | Jumlah
2|1 1|97 Kerja bagi Tenaga Kerja Perorangan/Kelompok 3 0 0
dan Masyarakat melalui yang dilatih
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah s
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABT}?ER;;TAE%QT/AN dar LS 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelatihan Meubelair
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah
0|12 Kerja bagi Tenaga Kerja
21 1/9|4 dan Masyarakat melalui Paer:or;;agtai:/Kelompok 0 1 0
Pelatihan Otomotif yang
S:gituan Sarana Produksi Jumlah Bantuan
2|1 0112 Masayarakat/Kelompok Peralatan Otomotif 0 0 0
1195 Masyarakat di Bidang yang
Otomotif diberikan/dihibahkan
Pelayanan Penempatan
ol1l2 Tenaga Kerja dan Jumlah
2|1 Perluasn Kesempatan Perorangan/Kelompok 0 0 0
1197 . . S s
Kerja bagi Pencari Kerja yang dilatih
melalui Penyuluhan Kerja
Pembinaan dan Pelatihan
0|12 Kerja Bagi Tenaga Kerja Jumlah Peserta
2|1 dan Masyarakat melalui . - 40 40 0
1/(9|8 . . Pelatihan yang terdidik
Pembinaan Tenaga Kerja
Mandiri Terdidik (TKMT)
Bantuan Sarana Produksi
Bagi
Jumlah Bantuan
2|1 0113 Masayarakat/.Ke.Iompok Peralatan yang 40 40 0
1/9|1 Masyarakat di Bidang diberikan/dihibahkan
Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik (TKMT)
Penyefilaan/Penmgkatan/ Jumiah Sarana dan
0(1|3 Pemeliharaan
2|1 Prasarana yang 1 0 0
1/9|2 Sarana/Prasarana dibaneun
Kelembagaan Pelatihan &
211 0|2 Program Pelatihan Persentase Pelatihan
1|0 Keterampilan Kerja Keterampilan Kerja
Pelatihan Berbasis
2 .
21 (1) 0 (1) Kompetensi dan ijl:smellz: Pea:f:::;n yang 25 50 0
Masyarakat g8
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE cata
NECT Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
OIS [RENENING INDSIEABT}?E%TAE%QT/AN dar_ LS 2022 E%hzlgn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 AI’!al
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URUSAN
KETENAGAKERJAAN -
REVIU
Persentase
penggunaan
olo PROGRAM Perencanaan Tenaga
2 PERENCANAAN TENAGA Kerja dalam 85,00 87,50 90,00 82,50 85,00
7|2 KERJA perencanaan program
/ kegiatan / sub
kegiatan
2 0|0 2 0 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 2 2 2 2 2
72 1 Tenaga Kerja (RTK) Tenaga Kerja (RTK)
2 0|0 2 00 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 1 1 1 1 1
712 1| 1| Tenaga Kerja Makro Tenaga Kerja Makro
2 0|0 2 0|0 Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 1 1 1 1 1
712 1| 2| Tenaga Kerja Mikro Tenaga Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga
0 KERJA DAN kerja yg mendapatkan
2 713 PRODUKTIVITAS TENAGA | pelatihan berbasis 47 4,49 4,30 4,94 47
KERJA kompetensi
olo 0 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang
2 2 berdasarkan Unit dilatih dan 89 93 97 85 89
7|3 1 Kompetensi mendapatkan sertifikat
Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja
olo olo Pendidikan dan Pelatihan | yang Mendapat
2 2 Keterampilan bagi Pelatihan Berbasis 93 99 105 87 93
713 111 Pencari Kerja berdasarkan | Kompetensi pada
Klaster Kompetensi Tahun n
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / s Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah &
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
NOLRSIRSNSHING INDSIEABT}?ER;;TAE%QT/AN dar 18 2022 -I-Z%hzl'én 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah
Koordinasi Lintas _Kesepakatan/Koordmas
. i dalam rangka
Lembaga dan Kerja Sama L .
Optimalisasi Kapasitas
dengan Sektor Swasta
0|0 0 ) Instruktur dan
2 2 untuk Penyediaan . 2 3 3 2 2
713 1 Peningkatan Sarana
Instruktur serta Sarana .
Prasarana Pelatihan
dan Prasarana Lembaga Vokasi dan
Pelatihan Kerj
elatihan Kerja Produktivitas pada
Tahunn
olo 0 Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan dan
2 3 2 1 Pelatihan Kerja Pemeliharaan Sarana 6 7 7 6 6
7 Kabupaten/Kota Pelatihan Kerja
. Prosentase Lembaga
00 0
2 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang 90,00 95,00 100,00 85,00 | 90,00
713 2 Pelatihan Kerja Swasta bersertifikasi
. Jumlah Lembaga
00 0
2 2 Pemk'nnaan Lgmbaga Pelatihan Kerja Swasta 44 46 48 42 44
713 2 Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
.. Jumlah Lembaga
0|0 0 Perizinan dan Pelatihan Kerja yang
2 2 Pendaftaran Lembaga e e s 44 46 48 42 44
703 3 . R difasilitasi dalam
Pelatihan Kerja
proses pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya Jumlah Syr‘nber
00 0 Perizinan Lembaga Daya Perizinan
2 2 . . Lembaga Pelatihan 90 95 100 85 90
713 3 Pelatihan Kerja secara .
. . Kerja Secara
Terintegrasi . .
Terintegrasi
Prosentase
0 0 0 . . e .
2 2 Konsultansi Produktl\{ltas Penlngk:c\t.an 4,00 4,50 5,00 3,50 4,00
713 4 pada Perusahaan Kecil Produktivitas
Perusahaan Kecil
. Jumlah Perusahaan
olo 0 Pelaksanaan Konsultasi Kecil yang mendapat
2 2 Produktivitas kepada . 84 86 108 82 84
713 4 ; Konsultansi
Perusahaan Kecil .
peningkatan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah &
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABTSER;;TAE%QT/AN dar LS 2022 E%hzl'én 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Produktivitas
Pengukuran Persentase
0|0 0 i
2 2 Produktivitas Tingkat peningkatan skor 2,50 2,50 2,78 2,50 2,50
713 5 Daerah Kabupaten/Kota Produktivitas Tingkat
P Daerah Kabupaten
Jumlah Dokumen
Pengukuran Kompetensi Hasil Pengukuran
00 00 s -
2 2 dan Produktivitas Tenaga Produktivitas dan Daya 5 5 5 5 5
713 511 Kerja Saing Tenaga Kerja di
Tingkat Daerah
olo PROGRAM Persentase pencari
2 PENEMPATAN TENAGA kerja yang 76,11 76,71 77,31 75,51 76,11
7|4 KERJA ditempatkan
0|0 0 Pelayanan Antarkerja di Persentase partisipasi
2 7! 4 2 1 Daerah Kabupaten/Kota | angkatan kerja 41,86 42,46 43,06 41,26 41,86
Jumlah SDM
Pelayanan antar Kerja
. Mendapatkan
0|0 /0|0 yang
2 2 E:Ir;yz‘:::';i:;‘i:‘:aya Pelatihan Melalui 20 20 20 20 20
7|4 111 4 ) Bimtek dan lain-lain
untuk Peningkatan
Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja
0|0 0|0 ) yang Ditempatkan
2 71 a 2 102 Pelayanan antar Kerja Melalui Layanan AKAD 60 65 70 55 60
dan AKL
Penyuluhan dan Jumlah Pencari Kerja
00 00 M k
2 2 Bimbingan Jabatan bagi yang Mendapatkan 48 53 59 44 48
74 1|3 N Penyuluhan dan
Pencari Kerja Lo
Bimbingan Jabatan
00 00 i
2 2 Penyeleng.gara.a.n Unit Jumlah .Ten.a.ga 12 13 15 1 12
714 1| 4| Layanan Disabilitas Kerja Disabilitas
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah s
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABTSER;;TAE%QT/AN dar LS 2022 E%hzl'én 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ketenagakerjaan yang Mendapatkan
Fasilitasi Layanan ULD
Jumlah Tenaga Kerja
0|0 0 Perluasan Kesempatan yang Diberdayakan
2 2 . P Melalui program 908 998 1098 825 908
7| 4| “| 1| 5/ Kerja
Perluasan Kesempatan
Kerja
Penerbitan Izin Lembaga | Peningkatan
olo 0 Penempatan Tenaga Penerbitan Izin
2 a 2 2 Kerja Swasta (LPTKS) Lembaga Penempatan 1,80 2,40 3,00 1,20 1,80
7 dalam 1 (satu) Daerah Tenaga Kerja Swasta
Kabupaten/Kota (LPTKS)
0|0 0 Penyediaan Sumber Daya Jumlah Perizinan LPTKS
2 2 Perizinan LPTKS secara ang Terintegrasi 7 8 9 6 7
7|4 2 Terintegrasi yang J
Jumlah LPTKS yang
Dilakukan Pengawasan
00 0
2 2 E::gznlc?:ﬁ;ndf:TKS dan Pengendalian 7 8 9 6 7
7] 4 2 & Sesuai dengan Aturan
yang Berlaku
Prosentase kualitas
0|0 0 i
2 2 Pengelolaan Informasi | o lolaan Informasi 81,20 81,80 82,40 80,60 | 81,20
714 3 Pasar Kerja )
Pasar Kerja
. Jumlah Data dan
0| 0| | 0| 0| operssionatApliest | "nformsi vene
2 2 perasional Aptikas Dihasilkan Aplikasi 4 4 4 4 4
71 4 3 Informasi Pasar Kerja . .
. Informasi Pasar Kerja
Online .
Online
Jumlah Pencari dan
Pemberi Kerja yang
Pelayanan dan
00 0 Terdaf I
2 2 Penyediaan Informasi erdaftar dalam 868 912 957 827 868
714 3 . . Pasar Kerja Melalui
Pasar Kerja Online . . .
Sistem Online (Karir
Hub)
. . Jumlah Pencari Kerja
2/0|/0]2|0 Job Fair/Bursa Kerja 61 67 73 55 61
yang Mendapatkan
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE cata
NECT Stan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun tan
KODE REKENING INDIKATOR KEGIATAN dar IKK 2022 Tahun 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 ISI\LIJI;3IIL<AE'I§(;ART$L’J\IB/ Nasi (tahun n- (tazh0u2n3n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
714 3|3 Pekerjaan Melalui Job
Fair /Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra
0|0 0 P P t P tase PMI
2| -1412|,4 g?ga:r;": enempatan) d;;:::ﬁase yang 90,00 95,00 100,00 85,00 | 90,00
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelllndungan Jumiah  CPMI/PMI
0|0 0|0 dan Kompetensi Calon yang Dilindungi dan
2 2 Pekerja Migran Indonesia Ditingkatkan 69 73 77 66 69
7|4 411 (PMI)/Pekerja Migran Komgetensin a
Indonesia (PMI) P ¥
Jumlah CPMI yang
olo olo Penyediaan Layanan Terlayani sesuai
erpadu pada Calon rosedur dalam
2 2 T d da Cal P dur dal LTSA 20 20 20 20 20
7|4 4|2 Pekerja Migran dan PMI Bermasalah
yang Ditangani
Pemberdayaan Pekerja
00 00
2 2 Migran Indonesia Purna | uMiah PMI Purna yang 24 27 29 22 24
714 413 Penempatan Diberdayakan
Penerbitan Perpanjangan Persentase
ojo/ |0 i Kerj
2 2 :\:; ?ny: '('fatz;(;::rz:a penggunaan IMTA 85,00 87,50 90,00 82,50 | 85,00
714 5 Kabupaten/Kota sesuai peruntukannya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
2 0|0 2 0|0 Perpanjangan IMTA yang Jumlah Perpanjangan 5 5 5 5 5
714 5| 1| LokasiKerja dalam 1 IMTA yang Lokasi Kerja
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Perusahaan
0|0
2 :\TSS S}?I'AI\;:/AI'.-I UBUNGAN yang Menerapkan Tata 100,00 100,00 100,00 10((]),0 100,00
75 Kelola Kerja Yang Layak
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PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah s
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABT}?ER;;ITAE%QT/AN dar LS 2022 -I-Z%hzl'én 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Jumlah rt
0|0 0 Kerja Bersama untuk umian peserta
2 2 sosialisasi pembuatan 29 32 34 27 29
7!5 1 Perusahaan yang hanya
. PP dan PKB
Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan
yang Melaksanakan
Pengesahan Peraturan
olo 0 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang
2 2 Perusahaan bagi . 24 27 29 22 24
715 1 Perusahaan Terkait dengan
Hubungan Industrial
dan Terdaftar di WLKP
Online
lah P h
olo 0 Pendaftaran Perjanjian J:r: aMe:rEzinaan
2 - 2 Kerjasama bagi \F/’er'gan'ian \I/(er'a 5 5 5 5 5
> 1 Perusahaan jan] )
Bersama
Jumlah Data dan
Penyelenggaraan Informasi Sarana Hl
Pendataan dan Informasi | (PP/PKB, Struktur Skala
00 0 iparti
2 2 sarana Hubungan. Upah, dan LKS Bipartit) 5.224 5.486 5.760 4976 | 5224
715 1 Industrial dan Jaminan dan Pekerja yang
Sosial Tenaga Kerja serta Terdaftar sebagai
Pengupahan Peserta Jamsostek serta
Pengupahan
Pencegahan dan
Penyelesaian
. . Presentase
olo 0 Perselisihan Hubungan Penvelesaian
2 2 Industrial, Mogok Kerja v .. 88,20 92,61 97,24 84,00 88,20
75 2 Perselisihan
dan Penutupan Perusahaan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota




PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / Realisasi .
SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM | SPM VELGE: RETEIE S Capaian PrepEE
KEGIATAN / o Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah s
an ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun an
OIS [RENENING INDSIEABT}?ER;;TAE%QT/AN dar LS 2022 -I-Z%hzl'gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 Anal
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
0|0 0| 0| Penutupan Perusahaan Jumlah Perselisihan
2 2 yang ang Dicezah 5 5 5 5 5
715 2|1 Berakibat/Berdampak yang &
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan Jumlah Perkara
00 00 .
2 2 yang Perselisihan yang 5 5 5 5 5
75 2|2 Berakibat/Berdampak Terselesaikan
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan | Jumlah Asosiasi
00 00 isasi i
2 2 pada Organisasi . Pengu.saha dan Serikat 23 24 2 2 23
715 2 | 3| Pengusaha, Federasi dan Pekerja yang
Konfederasi Serikat Diverifikasi
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional
00 00 i iparti
2 2 Le.mba.ga Kerjasama Jumlah. L!(S Tripartit 23 24 26 2 23
715 2 | 4| Tripartit Daerah yang Dibina
Kabupaten/Kota
Pengembangan . Terlaksananya Program
0|0 0|0 Pelaksanaan Jaminan Jaminan Sosial Tenaga
2 2 Sosial Tenaga Kerja dan . - 3.450 3.650 3.850 32 3.450
715 215 . ) Kerja dan Fasilitas
Fasilitas Kesejahteraan . .
. Kesejahteraan Pekerja
Pekerja
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RN | o on b | 57 e | b
NECT St{’m Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ?:;a
OIS [RENENING INDSIEABTEER;;ITAE_IE.‘;AIQT/AN dar_ LS 2022 'I'Z%hzl.gn 2024 2025 2026 2022 2023 2024 AI’!al
(PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR SUB Nasi (tahun n- (tahun n) (tahun (tahun (tahun (tahun n- (tahun (tahun isis
TAHUN 2019) KEGIATAN onal 1) n+1) n+2) n+3) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAN ranomigran yang
3 310 PEMBANGUNAN Berhasil Meningkatkan 85,00 87,50 90,00 82,50 85,00
2|3 KAWASAN Taraf Ekonomi dan
TRANSMIGRASI .
Sosialnya
Penataan Persebaran Jumlah kunjungan
3 3|0 2 0 Penduduk yang Berasal kerjasama antar 3 3 3 3 3
23 1 dari 1 (satu) Daerah daerah penempatan
Kabupaten/Kota transmigrasi
Pemindahan dan .
310 0 Penempatan Transmigran Jumlah Transmigran
3 2 . yang Dipindahkan 6 8 8 6 6
213 1 yang berasal dari 1 (satu) dan Ditempatkan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Calon
3|0 0 . . Transmigran yang
3 513 2 1 Penyuluhan Transmigrasi Mendapatkan 3 4 4 b 3
Penyuluhan
Jumlah  Calon
3|0 0 Transmigran
3 2 Pelatihan Transmigrasi dan/atau 3 4 4 3 3
213 1 Transmigran yang
Mendapatkan Pelatihan
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2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kedudukan, Susunan dan Orgnisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas

pokok DPMPTSP&NAKER adalah Membantu Bupati melaksanakanpenyusunan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang
Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.

2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga
kerja;

c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan
publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan
perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di
bidang penanaman modal,

d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan
industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;

e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang
penanaman modal dan tenaga kerja;

f  pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang

menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan

tersebut antara lain:

a.

=~ ® 2 o

Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan
dengan kepulauan).

Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah
daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.

Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.

Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.

Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
secara online oleh pelaku usaha.

Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk
turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.

Kurangnya sarana promosi publikasi data profil potensi/peluang investasi yang
seharusnya lebih masif dilakukan.

Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari
peluang investasi belum clear and clean.

Belum tersusunnya road map potensi investasi.

Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas
yang akan dikembangkan.

Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.

Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan
pelayanan perizinan.

Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal
karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh
masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk
mendapatkan layanan perizinan.

Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.

Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
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Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara
online.

Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
Kurangnya daya dukung anggaran terhadap MPP dalam memenuhi kebutuhan
kelangsungan pelayanan di Mall Pelayanan Perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting

diantaranya:

a.

Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi
dan potensi perizinan.

Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan
penciptaan kemudahan berinvestasi.

Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.

Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online

Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional
mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office
perizinan.

Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan
realisasi penanaman modal.

Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan
masyarakat.

Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.

Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan

usahanya.

. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan

secara manual di kecamatan kepulauan.
Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan
usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
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2.4

0. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki
izin.

p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas
penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.

r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran
prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya
potensi/peluang/proyek investasi.

s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran
prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM
yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.

t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.

u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan
menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan
pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.

v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan
perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan
pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek
pembelajaran.

w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.

X. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan
Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.

y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima
insentif penanaman modal.

z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil evaluasi

RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada

rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
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2024 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2022 yang pencapaiannya
melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2022,
permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan
tahun 2024 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review
terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan

kegiatan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 31berikut :
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Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Sumenep

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN WAIJIB PEMERINTAHAN WAIJIB
YANG TIDAK 38.344.033.531 | YANG TIDAK 38.344.033.531
BERKAITAN DENGAN BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR
BELANJA RUTIN 15.467.317.388 15.467.317.388
PROGRAM PENUNJANG Persentase PROGRAM PENUNJANG Persentase
URUSAN terpenuhinya URUSAN terpenuhinya
A PEMERINTAHAN kebutuhan sarana 20,00 15.467.317.388 | PEMERINTAHAN kebutuhan sarana 20,00 15.467.317.388
DAERAH dan prasarana DAERAH dan prasarana
KABUPATEN/KOTA kantor KABUPATEN/KOTA kantor
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan, perencanaan, Perencanaan, perencanaan,
A1 | Peneanggaran, dan penanggaran dan 12 152.479.317 | Peneanggaran, dan penanggaran dan 12 152.479.317
Evaluasi Kinerja evaulasi kinerja Evaluasi Kinerja evaulasi kinerja
Perangkat Daerah perangkat daerah Perangkat Daerah perangkat daerah
yang disusun yang disusun
Penyusunan Dokumen Kab Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Kab Jumlah Dokumen
All Perencanaan Perangkat Surr;enep Perencanaan 3 26.620.000 | Perencanaan Perangkat Sun;enep Perencanaan 3 1.680.000
Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Al.2 Penyusunan Dokumen Surr;enep Koordinasi 4 13.310.000 | Penyusunan Dokumen Sun;enep Koordinasi 4 545.000
RKA-SKPD RKA-SKPD
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Koordinasi dan Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Kab Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Kab Ikhtisar Realisasi
A.l13 Capaian Kinerja dan ' Kinerja SKPD dan 4 6.069.317 | Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan 4 796.500
Sumenep Sumenep

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Laporan Hasil
Koordinasi

Penyusunan

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
R Jumlah Laporan R Jumlah Laporan
Al4 Eﬁ;‘:]asllaﬁ'gi‘:?ah gjrt;ene Evaluasi Kinerja 2 106.480.000 E‘S;‘:}ai'a’i'g‘::jah gz:;ene Evaluasi Kinerja 0 0
& P Perangkat Daerah g P Perangkat Daerah
Jumlah laporan Jumlah laporan
A2 Administrasi Keuangan administrasi 12 12.329.206.411 Administrasi Keuangan administrasi 12 4.177.183.797
Perangkat Daerah keuangan Perangkat Daerah keuangan
perangkat daerah perangkat daerah
Jumlah Orang Jumlah Orang
Penyediaan Gaji dan Kab. yang Menerima Penyediaan Gaji dan Kab. yang Menerima
A2.1 71 12.315. 411 71 4.177.183.797
Tunjangan ASN Sumenep | Gaji dan 315.896 Tunjangan ASN Sumenep | Gaji dan 83.79
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/ Koordinasi dan Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Kab dan Laporan Penyusunan Laporan Kab dan Laboran
A2.2 Keuangan ulanan / ' Pore 12 13.310.000 | Keuangan ulanan / ’ Pore 0 0
. Sumenep | Koordinasi . Sumenep | Koordinasi
Triwulanan / Penvusunan Triwulanan / Penvusunan
Semesteran SKPD Y Semesteran SKPD v
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD /Semesteran SKPD
Administrasi ::n;l::njenls Administrasi .::n;l::njenls
A3 Kepegawaian Perangkat ¥ . 5 258.793.890 | Kepegawaian Perangkat d . 0 0
kepegawaian yang kepegawaian yang
Daerah .o Daerah ..
disediakan disediakan
Peningkatan Sarana dan Jum.Iah unit Peningkatan Sarana dan Jum'lah Unit
- Kab. Peningkatan Sarana o Kab. Peningkatan Sarana
A3.1 Prasarana Disiplin 1 9.317.000 | Prasarana Disiplin 0 0
) Sumenep | dan Prasarana A Sumenep | dan Prasarana
Pegawai s . Pegawai - .
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai
lah Pak lah Pak
Pengadaan Pakaian Kab JPuar:a?an Daineats Pengadaan Pakaian Kab :’l;r:a?an I;inzts
A3.2 Dinas Beserta Atribut : . 71 188.208.298 | Dinas Beserta Atribut ’ . 0 0
Kelenakapannva Sumenep | beserta Atribut Kelengkapannva Sumenep | beserta Atribut
gkapanny Kelengkapan gkapanny Kelengkapan
Pendataan dan Kab Jumlah Dokumen Pendataan dan Kab Jumlah Dokumen
A3.3 Pengolahan Administrasi ' Pendataan dan 3 19.965.000 | Pengolahan Administrasi ’ Pendataan dan 0 0
. Sumenep . Sumenep
Kepegawaian Pengolahan Kepegawaian Pengolahan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pelatihan Pegawai Kab. dan Fungsi yang Pelatihan Pegawai Kab. dan Fungsi yang
A3.4 Berdasarkan Tugas dan Sumenep | Mengikuti 6 27.993.592 Berdasarkan Tugas dan Sumenep | Mengikuti 0 0
Fungsi Pendidikan dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Mengikuti Mengikuti
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
; Kab. R R Kab. ;
A.3.5 Implementasi Peraturan Implementasi 32 13.310.000 | Implementasi Peraturan Implementasi 0 0
Sumenep Sumenep
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
Jumlah peralatan Jumlah peralatan
Al Administrasi Umum dan perlengkapan 50 858.967.756 Administrasi Umum dan perlengkapan 50 124.583.600
Perangkat Daerah kantor yang Perangkat Daerah kantor yang
disediakan disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Penyediaan Komponen Komponen
Instalasi Kab. Instalasi Instalasi Kab. Instalasi
A4l Listrik/Penerangan Sumenep | Listrik/Penerangan 26 23.824.957 Listrik/Penerangan Sumenep | Listrik/Penerangan 26 3.179.600
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Kab Peralatan dan Penyediaan Peralatan Kab Peralatan dan
A.4.2 dan Perlengkapan ' Perlengkapan 12 116.532.523 | dan Perlengkapan ’ Perlengkapan 12 3.136.500
Sumenep Sumenep
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
A43 Pen.ye.diaan Bahan Kab. Bahan Logistik 1 243.093.549 Pen.ye'diaan Bahan Kab. Bahan Logistik 12 40.209.800
Logistik Kantor Sumenep | Kantor yang Logistik Kantor Sumenep | Kantor yang
Disediakan Disediakan
jumlah makan dan jumlah makan dan
minum yang 3 minum yang 3
disediakan disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Penyediaan Barang Jumlah Paket
A4.4 | Cetakan dan Kab. Barang Cetakan dan 5 25.550.203 | Cetakan dan Kab. Barang Cetakan dan 5 6.449.200
Sumenep | Penggandaan Sumenep | Penggandaan

Penggandaan

yang Disediakan

Penggandaan

yang Disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Kab Ezr:tr;iancaan dan Penyediaan Bahan Kab Ezr:ttiarfaan dan
A45 Bacaan dan Peraturan ' 365 133.447.923 | Bacaan dan Peraturan ’ 365 5.280.000
Sumenep | Perundang- Sumenep | Perundang-
Perundang-undangan Perundang-undangan
Undangan yang Undangan yang
Disediakan Disediakan
Jumlah  Laporan Jumlah  Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab Penyelenggaraan
A.4.6 Koordinasi dan Surr;ene Rapat 131 201.049.280 | Koordinasi dan Sun;ene Rapat 131 52.172.000
Konsultasi SKPD P | Koordinasi dan Konsultasi SKPD P | koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Kab. Penatausahaan Penatausahaan Arsip Kab. Penatausahaan
A&7 Dinamis pada SKPD Sumenep | Arsip Dinamis 4 115.469.321 Dinamis pada SKPD Sumenep | Arsip Dinamis 4 14.156.500
pada SKPD pada SKPD
A5 jang Milik Daerah yang 76 574.584.450 jang Milik Daerah yang 10 69.341.145
Urusan Pemerintah X Urusan Pemerintah .
Diadakan Diadakan
Daerah Daerah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kab g::grzr:a;n Dinas Pengadaan Kendaraan Kab g:::;r:a:n Dinas
A5.1 Dinas Operasional atau ’ g 1 275.000.000 | Dinas Operasional atau ’ 8 0 0
Lapangan Sumenep | atau Kendaraan Lapangan Sumenep | atau Kendaraan
pang Dinas Jabatan yang pang Dinas Jabatan yang
Disediakan Disediakan
A5.2 Pengadaan Mebel Kab. Jumlah. Pak.et Mebel 67 183.779.806 | Pengadaan Mebel Kab. JumlahA Pak.et Mebel 0 0
Sumenep | yang Disediakan Sumenep | yang Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
AS5.3 Pengadafan Pt.eralatan Kab. Pe'ralatan dan Mesin 3 115.804.644 Pengada.an Pgralatan Kab. Pe.ralatan dan Mesin 10 69.341.145
dan Mesin Lainnya Sumenep | Lainnyayang dan Mesin Lainnya Sumenep | Lainnyayang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Jumlah layanan jasa
A.6 Penunjang Urusan an disez:lliakanj 3 759.266.628 | Penunjang Urusan an dise}iliakanj 3 759.266.628
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
A6 Penyediaan Jasa Surat Kab. Penyediaan Jasa 4111 5230.145 Penyediaan Jasa Surat Kab. Penyediaan Jasa 4111 1.814.000
Menyurat Sumenep | Surat Menyurat Sumenep | Surat
Menyurat Menyurat
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kab Penyediaan Jasa
A.6.2 Komunikasi, Sumber Surr;enep Komunikasi, Sumber 12 385.415.958 | Komunikasi, Sumber Sun;enep Komunikasi, Sumber 12 385.415.958
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa
a3 | PenvediaanJasa Kab. Pelayanan Umum 12 368.620.525 | "envediaan Jasa Kab. Pelayanan Umum 12 368.620.525
Pelayanan Umum Kantor | Sumenep Pelayanan Umum Kantor | Sumenep
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
A7 Milik Daerah Ftenunjang Jumlah.jen'is barang a 534.018.936 Milik Daerah P'enunjang Jumlah‘ jen'is barang 4 534.018.936
Urusan Pemerintahan yang dipelihara Urusan Pemerintahan yang dipelihara
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, Kab. atau Kendaraan Pemeliharaan, Pajak, Kab. atau Kendaraan
A7 dan Perizinan Kendaraan | Sumenep | Dinas Jabatan yang 37 158.556.174 dan Perizinan Kendaraan | Sumenep | Dinas Jabatan yang 37 158.556.174
Dinas Operasional atau Dipelihara dan Dinas Operasional atau Dipelihara dan
Lapangan dibayarkan Pajaknya Lapangan dibayarkan Pajaknya
A7.2 | Pemeliharaan Mebel Kab. Jumlah Mebel yang 87 36.583.034 | Pemeliharaan Mebel Kab. Jumlah Mebel yang 87 36.583.034
Sumenep | Dipelihara Sumenep | Dipelihara
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan
A73 Pemeliha?raan. Peralatan Kab. da'n Mesin 64 42.778.872 Pemeliharaary Peralatan Kab. da.n Mesin 64 42.778.872
dan Mesin Lainnya Sumenep | Lainnya yang dan Mesin Lainnya Sumenep | Lainnya yang
Dipelihara Dipelihara
Jumlah Gedung Jumlah Gedung
. - Kantor dan . - Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilita Kab Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilita Kab Bangunan Lainnya
A7.4 si Gedung Kantor dan ’ 2 296.100.856 | si Gedung Kantor dan ’ 2 296.100.856
Bangunan Lainnya Sumenep | yang Bangunan Lainnya Sumenep | yang
Dipelihara/Direhabil Dipelihara/Direhabil
itasi itasi

RENJA DPHPTSP 2024 &Y




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No X
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN 2.308.878.036 BIDANG PENANAMAN 2.308.878.036
MODAL MODAL
URUSAN PENANAMAN URUSAN PENANAMAN
Persentase Pelaku Persentase Pelaku
PROGRAM mendepatian PROGRAM mendepatin
| PENGEMBANGAN IKLIM - p . 10,00 345.489.382 | PENGEMBANGAN IKLIM - P . 10,00 345.489.382
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif
PENANAMAN MODAL L. PENANAMAN MODAL e
Dibidang Dibidang
Penanaman Modal Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku
Fasilitas/Insentif Usaha yang Fasilitas/Insentif Usaha yang
Dibidang Penanaman mendapatkan Dibidang Penanaman mendapatkan
1.1 .. - . 7 133.100. . - . 7 133.100.
Modal yang Menjadi Fasilitas/Insentif 33.100.000 Modal yang Menjadi Fasilitas/Insentif 33.100.000
Kewenangan Daerah Dibidang Kewenangan Daerah Dibidang
Kabupaten/Kota Penanaman Modal Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Penetapan  Kebijakan Jumlah Per.atL.Jran Penetapan  Kebijakan Jumlah Perat'f"an
. Daerah/Provinsi R Daerah/Provinsi
Daerah  Mengenai Daerah  Mengenai
Pemberian Kab dalam Pemberian Kab dalam
1.1.1 - ) ' Pemberian 1 66.550.000 . . ’ Pemberian 1 66.550.000
Fasilitas/Insentif dan Sumenep . . Fasilitas/Insentif dan Sumenep - .
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif
Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Modal dan Kemudahan Modal dan Kemudahan
Penanaman Modal Penanaman Modal
. Jumlah Kegiatan . Jumlah Kegiatan
Evaluasi ; Evaluasi .
Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemberian Kab Usaha yang Pemberian Kab Usaha yang
1.1.2 - . ’ Memperoleh 6 66.550.000 . . ’ Memperoleh 6 66.550.000
Fasilitas/Insentif dan Sumenep R Fasilitas/Insentif dan Sumenep .
Insentif dan Insentif dan
Kemudahan Kemudahan
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan
Berusaha di Daerah Berusaha di Daerah
Pembuatan Peta Jumlah Obyek Pembuatan Peta Jumlah Obyek
1.2 Potensi Investasi Potensi dan 3 212.389.382 | Potensi Investasi Potensi dan 3 212.389.382
Kabupaten/Kota Peluang Usaha Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Jumlah Peraturan Jumlah Peraturan
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Kab Daerah  (Perda) Umum Penanaman Kab Daerah  (Perda)
1.2.1 ’ Rencana Umum 2 66.550.000 ’ Rencana Umum 2 66.550.000
Modal Daerah Sumenep Modal Daerah Sumenep
Kabupaten/Kota Penanaman Kabupaten/Kota Penanaman
P Modal Daerah P Modal Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi Kab Jumlah Peta Penyediaan Peta Potensi Kab Jumlah Peta
1.2.2 dan Peluang Usaha Surr;ene Potensi Investasi 1 145.839.382 | dan Peluang Usaha Sun;ene Potensi Investasi 1 145.839.382
Kabupaten/Kota P | dan Peluang Kabupaten/Kota P | dan Peluang
PROGRAM PROMOSI Persentase PROGRAM PROMOSI Persentase
I PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah 3,67 240.482.817 PENANAMAN MODAL Peningkatan Jumlah 3,67 240.482.817
Investor Investor
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Jumlah Media Promosi Penanaman Jumlah Media
.1 Modal yang menjadi Promosi 6 240.482.817 | Modal yang menjadi Promosi 6 240.482.817
Kewenangan Daerah Penanaman Modal Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan Jumlah Peraturan
. D h ) D h
Penyusunan Strategi Kab Maeenraaturyli:fmosi Penyusunan Strategi Kab Maeer:aatu:/la’:c%mosi
1.1.1 Promosi Penanaman ’ 8 1 74.115.670 | Promosi Penanaman ’ g 1 74.115.670
Sumenep | Penanaman Modal Sumenep | Penanaman Modal
Modal Modal
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
lah Dok lah Dok
Pelaksanaan Kegiatan . Jum.a .o umen Pelaksanaan Kegiatan . Jum. 2 .o umen
Promosi Penanaman Regional Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Regional Hasil Kegiatan
11.1.2 / Promosi 5 166.367.147 / Promosi 5 166.367.147
Modal Daerah . Modal Daerah .
Kabupaten/Kota Nasional Penanaman Modal Kabupaten/Kota Nasional Penanaman Modal
P Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
Peningkatan Peningkatan
PROGRAM PELAYANAN . PROGRAM PELAYANAN 3
1] PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor 3,67 1.312.255.509 PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor 3,67 1.312.255.509
Induk Berusaha Induk Berusaha
(NIB) (NIB)
Pelayanan Pt'er.lzman Pelayanan Perizinan dan
dan Non Perizinan -,
Non Perizinan secara
secara Terpadu Satu Jumlah Nomor R Jumlah Nomor
Pintu dibidan Induk Berusaha Terpadu Satu Pintu Induk Berusaha
.1 8 6.400 1.312.255.509 | dibidang Penanaman 6.400 1.312.255.509
Penanaman Modal yang (NIB) yang Modal vang meniadi (NIB) yang
menjadi Kewenangan diterbitkan yang ) diterbitkan

Daerah Kabupaten/
Kota

Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

RENJ1 DPHPTSP 2024 E




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku
Penyediaan Pelayanan Usaha yang Penyediaan Pelayanan Usaha yang
. Mendapatkan - Mendapatkan
Terpadu Perizinan dan Terpadu Perizinan dan
L ) Pelayanan Terpadu . R Pelayanan Terpadu
Nonperizinan berbasis Kab Perizinan dan Non Nonperizinan berbasis Kab Perizinan dan Non
1.1.1 Sistem Pelayanan ’ .. . 6.400 1.210.000.000 | Sistem Pelayanan ’ L. . 6.400 1.210.000.000
.. Sumenep | Perizinan Berbasis .. Sumenep | Perizinan Berbasis
Perizinan Berusaha . Perizinan Berusaha .
. ) Sistem Pelayanan . . Sistem Pelayanan
Terintegrasi secara . Terintegrasi secara L
. Perizinan Berusaha . Perizinan Berusaha
Elektronik . ) Elektronik . K
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku
Pemantauan Usaha yang Pemantauan Usaha yang
. Mendapat . Mendapat
Pemenuhan Komitmen Kab Pemantauan Pemenuhan Komitmen Kab Pemantauan
1.1.2 Perizinan dan Non ’ 27 60.534.848 | Perizinan dan Non ’ 27 60.534.848
.. Sumenep | Pemenuhan .. Sumenep | Pemenuhan
Perizinan Penanaman X - Perizinan Penanaman . -
Modal Komitmen Perizinan Modal Komitmen Perizinan
Berusaha dan Non Berusaha dan Non
Perizinan Perizinan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Penyediaan Layanan Memperoleh Penyediaan Layanan Memperoleh
Konsultasi dan Layanan Konsultasi Konsultasi dan Layanan Konsultasi
Pengelolaan Pengaduan Kab dan Terkelolanya Pengelolaan Pengaduan Kab dan Terkelolanya
1.1.3 Masyarakat terhadap ’ Pengaduan 12 8.445.661 | Masyarakat terhadap ’ Pengaduan 12 8.445.661
Sumenep Sumenep
Pelayanan Terpadu Masyarakat Pelayanan Terpadu Masyarakat
Perizinan dan Non Terhadap Perizinan dan Non Terhadap
Perizinan Pelayanan Perizinan Pelayanan
Terpadu Terpadu
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku
Usaha yang Usaha yang
Koordinasi dan Melakukan Koordinasi dan Melakukan
14 Sinkronisasi . Kab. K.oordln.a5| f:lan 6 33.275.000 Sinkronisasi . Kab. K})ordln.a5| §an 6 33.275.000
Penetapan pemberian Sumenep | Sinkronisasi Penetapan pemberian Sumenep | Sinkronisasi
Fasilitas/Insentif Daerah Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah Penetapan
Pemberian Pemberian

Fasilitas/Insentif
Daerah

Fasilitas/Insentif
Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Persentase Pelaku PROGRAM Persentase Pelaku
PENGENDALIAN Usaha Berizin yang PENGENDALIAN Usaha Berizin yang
v PELAKSANAAN Beroperasi Sesuai 6.400 378.524.021 PELAKSANAAN Beroperasi Sesuai 6.400 378.524.021
PENANAMAN MODAL 1zin Usahanya PENANAMAN MODAL 1zin Usahanya
Pengendalian Jumlah Pelaku Pengendalian Jumlah Pelaku
Pelaksanaan Usaha Berizin Yang Pelaksanaan Usaha Berizin Yang
V.1 Penanaman Modal yang Beroperasi Sesuai 6.400 378.524.021 | Penanaman Modal yang Beroperasi Sesuai 6.400 378.524.021
menjadi Kewenangan Dengan lzin Yang menjadi Kewenangan Dengan lzin Yang
Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku
Koordinasi dan Usaha yang Koordinasi dan Usaha yang
Sinkronisasi Kab Melakukan Sinkronisasi Kab Melakukan
IV.1.1 Pemantauan ' Koordinasi dan 9 74.115.670 | Pemantauan ’ Koordinasi dan 9 74.115.670
Sumenep X L Sumenep . .
Pelaksanaan Penanaman Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Sinkronisasi
Modal Pemantauan Modal Pemantauan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku
Koordinasi dan Usaha yang Koordinasi dan Usaha yang
V12 Sinkronisasi Pembinaan Kab. Mend.apatkan 287 166.367.147 Sinkronisasi Pembinaan Kab. Mend.apatkan 287 166.367.147
Pelaksanaan Penanaman | Sumenep | Pembinaan Pelaksanaan Penanaman | Sumenep | Pembinaan
Modal Pelaksanaan Modal Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Koordinasi dan Usaha dari Pelaku Koordinasi dan Usaha dari Pelaku
Sinkronisasi Pengawasan | Kab Usaha yang Sinkronisasi Pengawasan | Kab Usaha yang
IvV.1.3 s X Melakukan 17 138.041.204 5 X Melakukan 17 138.041.204
Pelaksanaan Penanaman | Sumenep L Pelaksanaan Penanaman | Sumenep L
Koordinasi dan Koordinasi dan
Modal ) o Modal . o
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengawasan Pengawasan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN DATA Peningkatan PENGELOLAAN DATA Peningkatan
Vv DAN SISTEM Pemanfaatan 90,00 32.126.307 | DAN SISTEM Pemanfaatan 90,00 32.126.307
INFORMASI Sistem Informasi INFORMASI Sistem Informasi

PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal

PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Realisasi Informasi Perizinan dan Realisasi
v | NonPerizinanyang Penerbitan 100,00 32.126.307 | Non Perizinan yang Penerbitan 100,00 32.126.307
Terintegrasi pada Perizinan dan Non Terintegrasi pada Perizinan dan Non
Tingkat Daerah Perizinan Tepat Tingkat Daerah Perizinan Tepat
Kabupaten/Kota Waktu Kabupaten/Kota Waktu
Jumlah Data dan Jumlah Data dan
Pengolahan, Penyajian Informasi Perizinan Pengolahan, Penyajian Informasi Perizinan
dan Pemanfaatan Data dan Non Perizinan dan Pemanfaatan Data dan Non Perizinan
dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem
V11 dan Nqn P.erizinan Kab. Pelayanan Perizinan 5 32.126.307 dan Nqn P.erizinan Kab. Pelayanan Perizinan 5 32.126.307
Berbasis Sistem Sumenep | Berusaha Berbasis Sistem Sumenep | Berusaha
Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Berusaha Terintegrasi Elektronik yang Berusaha Terintegrasi Elektronik yang
secara Elektronik Diolah, Dikaji dan secara Elektronik Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan Dimanfaatkan
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG 20.555.738.107 BIDANG 20.555.738.107
KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN
URUSAN URUSAN
KETENAGAKERJAAN - 20.555.738.107 | KETENAGAKERJAAN - 20.555.738.107
REVIU REVIU
Persentase Persentase
penggunaan penggunaan
PROGRAM Perencanaan PROGRAM Perencanaan
| PERENCANAAN TENAGA Tenaga Kerja dalam 85,00 199.650.000 | PERENCANAAN TENAGA Tenaga Kerja dalam 85,00 199.650.000
KERJA perencanaan KERJA perencanaan
program / kegiatan program / kegiatan
/ sub kegiatan / sub kegiatan
Penyusunan Rencana Tersedianya Penyusunan Rencana Tersedianya
1.1 Tenaga Kerja (RTK) Rencana Tenaga 2 199.650.000 Tenaga Kerja (RTK) Rencana Tenaga 2 199.650.000
Kerja (RTK) Kerja (RTK)
Penyusunan Rencana Kab. Jumiah Dokumen Penyusunan Rencana Kab. Jumiah Dokumen
1.1.1 R Rencana Tenaga 1 133.100.000 . Rencana Tenaga 1 133.100.000
Tenaga Kerja Makro Sumenep . Tenaga Kerja Makro Sumenep .
Kerja Makro Kerja Makro
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Rencana Kab Jumlah Perusahaan Penyusunan Rencana Kab Jumlah Perusahaan
1.1.2 v R . ’ yang Menyusun RTK 1 66.550.000 i . . ’ yang Menyusun RTK 1 66.550.000
Tenaga Kerja Mikro Sumenep A Tenaga Kerja Mikro Sumenep .
Mikro Mikro
Persentase tenaga Persentase tenaga
PROGRAM PELATIHAN kerja yg PROGRAM PELATIHAN kerja yg
KERJA DAN KERJA DAN
] PRODUKTIVITAS m;::!:z:t:::bas.s 4,71 1.378.482.902 PRODUKTIVITAS m;:ﬂ;zat;:?bas‘s 4,71 1.378.482.902
TENAGA KERJIA pefatinan berbasi TENAGA KERJA pefatinan berbasi
kompetensi kompetensi
Pelaksanaan Pelatihan J:r:la(;\ilgteishe;t:n Pelaksanaan Pelatihan Jl;r:la(:\ilg;;e:j:an
Il | berdasarkan Unit yans 89 1.085.590.603 | berdasarkan Unit yans 89 1.085.590.603
R mendapatkan R mendapatkan
Kompetensi - Kompetensi cer
sertifikat sertifikat
Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga
Pendidikan dan Kerja yang Pendidikan dan Kerja yang
Pelatihan Keterampilan Kab. Mendapat Pelatihan Keterampilan Kab. Mendapat
1.1.1 ) R ) ) 93 925.870.603 ) S A . 93 925.870.603
bagi Pencari Kerja Sumenep | Pelatihan Berbasis bagi Pencari Kerja Sumenep | Pelatihan Berbasis
berdasarkan Klaster Kompetensi pada berdasarkan Klaster Kompetensi pada
Kompetensi Tahun n-1 Kompetensi Tahun n-1
Jumlah Jumlah
Koordinasi Lintas Kesepakatan/Koordi Koordinasi Lintas Kesepakatan/Koordi
Lembaga dan Kerja nasi dalam rangka Lembaga dan Kerja nasi dalam rangka
Sama dengan Sektor Optimalisasi Sama dengan Sektor Optimalisasi
Swasta untuk Kab. Kapasitas Instruktur Swasta untuk Kab. Kapasitas Instruktur
1.1.2 2 26.620. 2 26.620.
Penyediaan Instruktur Sumenep | dan Peningkatan 6.620.000 Penyediaan Instruktur Sumenep | dan Peningkatan 6.620.000
serta Sarana dan Sarana Prasarana serta Sarana dan Sarana Prasarana
Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Pelatihan Kerja dan Produktivitas
pada Tahun n pada Tahun n
Pengadaanarana | (| e rien Pengadaansarana | | oo e
11.1.3 Pelatihan Kerja ' 6 133.100.000 | Pelatihan Kerja ’ 6 133.100.000
Kabupaten/Kota Sumenep | Sarana Kabupaten/Kota Sumenep | Sarana
Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja
Prosentase Prosentase
2 Peml?maan Le:mbaga Len}baga Pelatihan 90,00 79.895.759 Pemb.maan Le:mbaga Len?baga Pelatihan 90,00 79.895.759
Pelatihan Kerja Swasta Kerja yang Pelatihan Kerja Swasta Kerja yang
bersertifikasi bersertifikasi
. Jumlah pembinaan . Jumlah pembinaan
Pemb Lemb Kab. Pemb Lemb Kab.
2.1 | embinaanembaga a lembaga pelatihan 44 79.895.759 | | noinaan Lembaga 2 lembaga pelatihan 44 79.895.759
Pelatihan Kerja Swasta Sumenep . Pelatihan Kerja Swasta Sumenep X
kerja swasta kerja swasta
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga
Perizinan dan Pelatihan Kerja Perizinan dan Pelatihan Kerja
1.3 Pendaftaran Lembaga yang difasilitasi 44 66.550.000 | Pendaftaran Lembaga yang difasilitasi a4 66.550.000
Pelatihan Kerja dalam proses Pelatihan Kerja dalam proses
pendaftaran pendaftaran
Jumlah Sumb Jumlah Sumb
Penyediaan Sumber umia um er Penyediaan Sumber umia um er
Daya Perizinan Lembaga Kab Daya Perizinan Daya Perizinan Lembaga Kab Daya Perizinan
13.1 ya \ g ' Lembaga Pelatihan 90 66.550.000 | Y2 \ g ' Lembaga Pelatihan 90 66.550.000
Pelatihan Kerja secara Sumenep . Pelatihan Kerja secara Sumenep .
Terintegrasi Kerja Secara Terintegrasi Kerja Secara
& Terintegrasi g Terintegrasi
. Prosentase . Prosentase
Konsultansi Peninekatan Konsultansi Peningkatan
.4 | Produktivitas pada ghat 4,00 79.896.540 | Produktivitas pada ghat 4,00 79.896.540
. Produktivitas . Produktivitas
Perusahaan Kecil . Perusahaan Kecil "
Perusahaan Kecil Perusahaan Kecil
Jumlah Jumlah
Pelaksanaan Konsultasi Kab P:rr‘usal":/laz:daK::ll Pelaksanaan Konsultasi Kab Pae;usaP':j::daK::ll
4.1 | Produktivitas kepada : yang 'cap 84 79.896.540 | Produktivitas kepada : yang wdap 84 79.896.540
h Sumenep | Konsultansi A Sumenep | Konsultansi
Perusahaan Kecil . Perusahaan Kecil .
Peningkatan Peningkatan
Produktivitas Produktivitas
Persentase Persentase
Pengukuran peningkatan skor Pengukuran peningkatan skor
1.5 Produktivitas Tingkat Produktivitas 2,50 66.550.000 | Produktivitas Tingkat Produktivitas 2,50 66.550.000
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
Kabupaten Kabupaten
Jumlah Jumlah
Dokumen Hasil Dokumen Hasil
Pengukuran Kompetensi Kab Pengukuran Pengukuran Kompetensi Kab Pengukuran
11.5.1 dan Produktivitas ’ Produktivitas dan 5 66.550.000 | dan Produktivitas ’ Produktivitas dan 5 66.550.000
R Sumenep R . Sumenep .
Tenaga Kerja Daya Saing Tenaga Tenaga Kerja Daya Saing Tenaga
Kerja di Kerja di
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
PROGRAM Persentase pencari PROGRAM Persentase pencari
1] PENEMPATAN TENAGA kerja yang 76,11 18.327.999.007 | PENEMPATAN TENAGA kerja yang 76,11 18.327.999.007
KERJA ditempatkan KERJA ditempatkan
Persentase Persentase
Pelayanan Antarkerja di .. Pelayanan Antarkerja di L.
a 1, 17. . .21 1, 17. . .21
1] Daerah Kabupaten/Kota par:‘.nsnpasn angkatan 41,86 7.766.068.210 Daerah Kabupaten/Kota par.t|5|pa5| angkatan 41,86 7.766.068.210
kerja kerja
Penyediaan Sumber Kab Jumlah SDM Penyediaan Sumber Kab Jumlah SDM
.1.1 Daya Pelayanan antar ' Pelayanan antar 20 14.368.211.550 | Daya Pelayanan antar ’ Pelayanan antar 20 14.368.211.550
. Sumenep . . Sumenep .
Kerja Kerja yang Kerja Kerja yang
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mendapatkan Mendapatkan
Pelatihan Melalui Pelatihan Melalui
Bimtek dan lain- Bimtek dan lain-
lain untuk lain untuk
Peningkatan Peningkatan
Kompetensi Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja
.12 | Pelayanan antar Kerja Kab. yang Ditempatkan 60 13.310.000 | Pelayanan antar Kerja Kab. yang Ditempatkan 60 13.310.000
Sumenep | Melalui Layanan Sumenep | Melalui Layanan
AKAD dan AKL AKAD dan AKL
Jumlah Pencari Jumlah Pencari
Penyuluhan dan Kab Kerja yang Penyuluhan dan Kab Kerja yang
1.1.3 Bimbingan Jabatan bagi ’ Mendapatkan 48 26.620.000 | Bimbingan Jabatan bagi : Mendapatkan 48 26.620.000
) . Sumenep N . Sumenep
Pencari Kerja Penyuluhan dan Pencari Kerja Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan Bimbingan Jabatan
Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga
Penyelenggaraan Unit Kab Kerja Disabilitas Penyelenggaraan Unit Kab Kerja Disabilitas
.1.4 Layanan Disabilitas ' yang Mendapatkan 12 26.620.000 | Layanan Disabilitas ' yang Mendapatkan 12 26.620.000
. Sumenep S A Sumenep S
Ketenagakerjaan Fasilitasi Layanan Ketenagakerjaan Fasilitasi Layanan
ULD ULD
Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja
yang Diberdayakan yang Diberdayakan
Perl K Kab. . Perl K Kab. .
.15 | PeruasanKesempatan ab Melalui program 908 3.331.306.660 | ' uasan Kesempatan ab Melalui program 908 3.331.306.660
Kerja Sumenep Kerja Sumenep
Perluasan Perluasan
Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja
. . Peningkatan . . Peningkatan
Penerbitan Izin ) . Penerbitan Izin N .
Penerbitan Izin Penerbitan Izin
Lembaga Penempatan Lembaga Lembaga Penempatan Lembaga
1.2 Tenaga Kerja Swasta Penemg atan 1,80 79.860.000 | Tenaga Kerja Swasta Penemg atan 1,80 79.860.000
(LPTKS) dalam 1 (satu) P . (LPTKS) dalam 1 (satu) P X
Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) Swasta (LPTKS)
Penyediaan Sumber Kab Jumlah Perizinan Penyediaan Sumber Kab Jumlah Perizinan
1.2.1 Daya Perizinan LPTKS X LPTKS yang 7,00 66.550.000 | Daya Perizinan LPTKS X LPTKS yang 7,00 66.550.000
. . Sumenep . . K R Sumenep X .
secara Terintegrasi Terintegrasi secara Terintegrasi Terintegrasi
Jumlah LPTKS yang Jumlah LPTKS yang
Dilakukan Dilakukan
Pengawasan dan Pengawasan dan
.22 | Pengawasan dan Kab. Pengendalian 7 13.310.000 | Pengawasan dan Kab. Pengendalian 7 13.310.000
Pengendalian LPTKS Sumenep ; Pengendalian LPTKS Sumenep R
Sesuai dengan Sesuai dengan
Aturan yang Aturan vyang
Berlaku Berlaku
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase kualitas Prosentase kualitas
.3 Pengelola.an Informasi Pengelola.nan 81,20 334.413.646 Pengelola.an Informasi Pengelola.an 81,20 334.413.646
Pasar Kerja Informasi Pasar Pasar Kerja Informasi Pasar
Kerja Kerja
Pemeliharaan dan ::fnoﬂri:]asDia;:n:an Pemeliharaan dan f:fﬁlr:‘asti)aizn:an
n.3.q | Operasional Aplikasi Kab. Dihasilkan Aplikasi 4 53.240.000 | OPerasional Aplikasi Kab. Dihasilkan Aplikasi 4 53.240.000
Informasi Pasar Kerja Sumenep X Informasi Pasar Kerja Sumenep .
. Informasi Pasar R Informasi Pasar
Online . . Online . .
Kerja Online Kerja Online
Jumlah Pencari Jumlah Pencari
dan Pemberi dan Pemberi
Pelayanan dan Kab Kerja yang Pelayanan dan Kab Kerja yang
11.3.2 Penyediaan Informasi ’ Terdaftar dalam 868 114.798.646 | Penyediaan Informasi : Terdaftar dalam 868 114.798.646
. K Sumenep . R K Sumenep .
Pasar Kerja Online Pasar Kerja Pasar Kerja Online Pasar Kerja
Melalui Sistem Melalui Sistem
Online (Karir Hub) Online (Karir Hub)
Jumlah Pencari Jumlah Pencari
Kab Kerja yang Kab Kerja vyang
1.3.3 Job Fair/Bursa Kerja ’ Mendapatkan 61 166.375.000 | Job Fair/Bursa Kerja : Mendapatkan 61 166.375.000
Sumenep X . Sumenep . .
Pekerjaan Melalui Pekerjaan Melalui
Job Fair /Bursa Kerja Job Fair /Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra Pelindungan PMI (Pra
.4 d.an Purna Penempatan) Persen.tase PMI 90,00 147.657.151 df-m Purna Penempatan) Persen.tase P.MI 90,00 147.657.151
di Daerah yang dilayani di Daerah yang dilayani
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Peningkatan
Pelindungan dan Jumlah  CPMI/PMI Pelindungan dan Jumlah  CPMI/PMI
Kompetensi Calon Kab. yang Dilindungi Kompetensi Calon Kab. yang Dilindungi
4.1 Pekerja Migran Sumenep | dan Ditingkatkan 69 >4.487.151 Pekerja Migran Sumenep | dan Ditingkatkan 69 >4.487.151
Indonesia (PMI)/Pekerja Kompetensinya Indonesia (PMI)/Pekerja Kompetensinya
Migran Indonesia (PMI) Migran Indonesia (PMI)
Jumlah CPMI yang Jumlah CPMI yang
. Terlayani sesuai . Terlayani sesuai
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan
Kab. P | Kab. P |
4.2 | Terpadu pada Calon ab rosedur dalam 20 66.550.000 | Terpadu pada Calon ab rosedur dalam 20 66.550.000
. . Sumenep | LTSA dan PMI s Sumenep | LTSA dan PMI
Pekerja Migran Pekerja Migran
Bermasalah yang Bermasalah yang
Ditangani Ditangani
Pemberdayaan Pekerja Pemberdayaan Pekerja
1.4.3 Migran Indonesia Purna Kab. Jumlah.PMI Purna 24 26.620.000 | Migran Indonesia Purna Kab. JumlahAPMI Purna 24 26.620.000
Sumenep | yang Diberdayakan Sumenep | yang Diberdayakan

Penempatan

Penempatan

RENJ1 DPHPTSP 2024 E




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penerbitan Penerbitan
. Persentase . Persentase
Perpanjangan IMTA enszunaan IMTA Perpanjangan IMTA engzunaan IMTA
5 | yang Lokasi Kerja dalam pengs 85,00 12.100.000 | yang Lokasi Kerja dalam peneg 85,00 12.100.000
sesuai sesuai
L (satu) Daerah eruntukannya L (satu) Daerah eruntukannya
Kabupaten/Kota P v Kabupaten/Kota P v
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah Sinkronisasi Jumlah
5.1 | Perpaniangan IMTA yang | Kab. Perpanjangan IMTA 5 12.100,000 | PerPaniangan IMTAyang | Kab. Perpanjangan IMTA 5 12.100.000
Lokasi Kerja dalam 1 Sumenep ane Lokasi Keria Lokasi Kerja dalam 1 Sumenep ana Lokasi Keria
(satu) Daerah yang ) (satu) Daerah yang )
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Presentase Presentase
PROGRAM HUBUNGAN Pengesahan PROGRAM HUBUNGAN Pengesahan
v INDUSTRIAL Peraturan 100,00 475.396.769 INDUSTRIAL Peraturan 100,00 475.396.769
Perusahaan Perusahaan
Pengesahan Peraturan Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Jumlah peserta Pendaftaran Perjanjian Jumlah peserta
Kerja Bersama untuk sosialisasi Kerja Bersama untuk sosialisasi
v Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan 29 174.139.419 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan 2 174.139.419
Beroperasi dalam 1 PKB Beroperasi dalam 1 PKB
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan
yang Melaksanakan yang Melaksanakan
Pengesahan Pengesahan
Peraturan Peraturan
Pengesahan Peraturan Kab Perusahaan van Pengesahan Peraturan Kab Perusahaan van
IV.1.1 | Perusahaan bagi : ) yang 24 73.985.511 | Perusahaan bagi : . vang 24 73.985.511
Sumenep | Terkait dengan Sumenep | Terkait dengan
Perusahaan Perusahaan
Hubungan Hubungan
Industrial dan Industrial dan
Terdaftar di WLKP Terdaftar di WLKP
Online Online
Pendaftaran Perjanjian Kab Jl;r:‘wlaf':ﬂ:’jrﬁzz:aan Pendaftaran Perjanjian Kab J:r:laf':/l:jrﬂzi:aan
V.12 | Kerjasama bagi : yang vieny 5 26.620.000 | Kerjasama bagi : yang Meny 5 26.620.000
Sumenep | Perjanjian Sumenep | Perjanjian
Perusahaan . Perusahaan ’
Kerja Bersama Kerja Bersama
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Data dan Jumlah Data dan
Penvelenagaraan Informasi Sarana HI Penvelenagaraan Informasi Sarana Hl
yelengs (PP/PKB, Struktur Velenge (PP/PKB, Struktur
Pendataan dan Pendataan dan
Informasi Sarana Kab Skala Upah, dan LKS Informasi Sarana Kab Skala Upah, dan LKS
IV.1.3 . ' Bipartit) dan Pekerja 5.224 73.533.908 . ’ Bipartit) dan Pekerja 5.224 73.533.908
Hubungan Industrial dan | Sumenep Hubungan Industrial dan | Sumenep
. . yang Terdaftar . . yang Terdaftar
Jaminan Sosial Tenaga R Jaminan Sosial Tenaga .
. sebagai Peserta . sebagai Peserta
Kerja serta Pengupahan Kerja serta Pengupahan
Jamsostek serta Jamsostek serta
Pengupahan Pengupahan
Pencegahan dan Pencegahan dan
Penyelesaian Penyelesaian
.. Presentase .. Presentase
Perselisihan Hubungan Penvelesaian Perselisihan Hubungan Penvelesaian
Iv.2 Industrial, Mogok Kerja Y .. 88,20 301.257.350 | Industrial, Mogok Kerja Y o 88,20 301.257.350
Perselisihan Perselisihan
dan Penutupan Perusahaan dan Penutupan Perusahaan
Perusahaan di Daerah Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan . Penutupan Perusahaan -
V.2.1 | yang giﬁ;ene J‘;:"'agi::rzﬁ"s'ha” 5 74.025.001 | yang gj:;ene J:':'agi::r:E"s'ha” 5 74.025.001
Berakibat/Berdampak p | vang 8 Berakibat/Berdampak P | vang 5
pada Kepentingan di 1 pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelesaian Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, Industrial, Mogok Kerja,
dan Penutupan Kab Jumlah Perkara dan Penutupan Kab Jumlah Perkara
IV.2.2 Perusahaan yang Sum.ene Perselisihan yang 5 26.620.000 | Perusahaan yang Sun;ene Perselisihan yang 5 26.620.000
Berakibat/Berdampak P Terselesaikan Berakibat/Berdampak P Terselesaikan
pada Kepentingan di 1 pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Verifikasi dan Verifikasi dan
Rekapitulasi Jumlah Asosiasi Rekapitulasi Jumlah Asosiasi
Keanggotaan pada Kab Pengusaha dan Keanggotaan pada Kab Pengusaha dan
2. isasi : . ) 2 26.620. isasi § : . ) 2 26.620.
IvV.2.3 Organisasi Pengusaha, Sumenep | Serikat Pekerja yang 3 6.620.000 | Organisasi Pengusaha Sumenep | Serikat Pekerja yang 3 6.620.000

Federasi dan
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

Diverifikasi

Federasi dan
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

Diverifikasi
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No .
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Czap)rgiztn Kebutuhan Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Pelaksanaan
V.24 Opt?rasmnal L.emb.aga Kab. JumIah. LKS Tripartit 23 147.372.349 Opgrasmnal Ifemb.aga Kab. Jumlah. L?(S Tripartit 23 147.372.349
Kerjasama Tripartit Sumenep | yang Dibina Kerjasama Tripartit Sumenep | yang Dibina
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Terlaksananya? Pengembangan Terlaksanany§
. Program Jaminan . Program Jaminan
Pelaksanaan Jaminan Kab Sosial Tenaga Kerja Pelaksanaan Jaminan Kab Sosial Tenaga Kerja
IV.2.5 Sosial Tenaga Kerja dan ' - s ) 3.450 26.620.000 | Sosial Tenaga Kerja dan ’ . g ! 3.450 26.620.000
. . Sumenep | dan Fasilitas " ) Sumenep | dan Fasilitas
Fasilitas Kesejahteraan . Fasilitas Kesejahteraan .
. Kesejahteraan . Kesejahteraan
Pekerja . Pekerja R
Pekerja Pekerja
Persentase Persentase
PROGRAM Transmigran yang PROGRAM Transmigran yang
PEMBANGUNAN Berhasil PEMBANGUNAN Berhasil
\) , 174.209.42 . ) 174.209.42
KAWASAN Meningkatkan Taraf 85,00 09.429 KAWASAN Meningkatkan Taraf 85,00 09.429
TRANSMIGRASI Ekonomi dan TRANSMIGRASI Ekonomi dan
Sosialnya Sosialnya
Jumlah kunjungan Jumlah kunjungan
Penataan Persebaran . Penataan Persebaran .
Penduduk yang Berasal kerjasama antar Penduduk yang Berasal kerjasama antar
V.1 . yans daerah 3 174.209.429 R yans daerah 3 174.209.429
dari 1 (satu) Daerah enempatan dari 1 (satu) Daerah enempatan
Kabupaten/Kota P p . Kabupaten/Kota P p K
transmigrasi transmigrasi
Pemindahan dan Pemindahan dan
Jumlah Jumlah
Penempatan Kab Transmigran yan Penempatan Kab Transmigran yan
V.11 Transmigran yang : L & yang 6 81.039.429 | Transmigran yang : . 8 vang 6 81.039.429
. Sumenep | Dipindahkan dan . Sumenep | Dipindahkan dan
berasal dari 1 (satu) Ditempatkan berasal dari 1 (satu) Ditempatkan
Daerah Kabupaten/Kota P Daerah Kabupaten/Kota P
Jumlah Calon Jumlah Calon
V.12 Penyulu.han. Kab. Transmigran yang 3 26.620.000 Penyulu.han. Kab. Transmigran yang 3 26.620.000
Transmigrasi Sumenep | Mendapatkan Transmigrasi Sumenep | Mendapatkan
Penyuluhan Penyuluhan
Jumlah  Calon Jumlah  Calon
Transmigran Transmigran
Kab. Kab.
V.1.3 Pelatihan Transmigrasi ab dan/ata.u 3 66.550.000 | Pelatihan Transmigrasi ab dan/ataiu 3 66.550.000
Sumenep | Transmigranyang Sumenep | Transmigran yang
Mendapatkan Mendapatkan
Pelatihan Pelatihan

JUMLAH PAGU INDIKATIF

38.344.033.531

JUMLAH KEBUTUHAN DANA

38.344.033.531
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2.5. Penelahaan Usulan Progran Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal

dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan

kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top

down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C. 32 berikut ini.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Sumenep

.Tabel T-C. 32

Program/Kegiatan/Sub

No . Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
BELANJA RUTIN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase terpenuhinya
A PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan sarana dan 20,00
KABUPATEN/KOTA prasarana kantor
Persentase pemenuhan sarana
20,00
dan prasarana perkantoran
Jumlah dokumen perencanaan,
Al Perencanaan, Penganggaran, dan penanggaran dan evaulasi 12
) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah yang
disusun
A1l Penyusunan Dokumen Perencanaan | Kab. Jumlah Dokumen Perencanaan 3
T Perangkat Daerah Sumenep Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
A12 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Laporan Hasil Koordinasi 4
i Dokumen RKA-SKPD Sumenep Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
; L ] Kab. SKPD dan Laporan Hasil
A.l3 Capayan _K|r_1erjg dan Ikhtisar Sumenep Koordinasi Penyusunan Laporan 4
Realisasi Kinerja SKPD ) L .
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
S Kab. Jumlah Laporan Evaluasi
A.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumenep Kinerja Perangkat Daerah 2
. . Jumlah laporan administrasi
A2 Administrasi Keuangan Perangkat keuangan perangkat daerah 12
Daerah 4
yang disusun
. . . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kab. . .
A2.1 ASN Sumenep Menerima Gaji dan 71

Tunjangan ASN
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penvusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
yu p Kab. SKPD dan Laporan Koordinasi
A.2.2 | Keuangan ulanan / Triwulanan / 12
Sumenep Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran SKPD )
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
A3 Administrasi Kepegawaian Jumlah Jenis layanan 5
) Perangkat Daerah kepegawaian yang disediakan
A31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kab. Jumlah Unit Peningkatan Sarana 1
e Disiplin Pegawai Sumenep dan Prasarana Disiplin Pegawai
A3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. Jumlah Paket Pakaian Dinas 71
= Atribut Kelengkapannya Sumenep beserta Atribut Kelengkapan
Jumlah Dokumen Pendataan
A.3.3 Pend_a_taan Qan Pengola_lhan Kab. dan Pengolahan Administrasi 3
Administrasi Kepegawaian Sumenep -
Kepegawaian
. . . Jumlah Pegawai Berdasarkan
A34 EEP(? ;‘ig(ir;g e;nu Pgslaélgsr::sﬁggwal gﬁﬁiene Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 6
9 9 P Pendidikan dan Pelatihan
s ) ) Jumlah Orang yang Mengikuti
A35 Bimbingan Teknis Implementasi Kab. Bimbingan Teknis Implementasi 67
Peraturan Perundang-Undangan Sumenep
Peraturan Perundang-Undangan
_ . Jumlah peralatan dan
Al Administrasi Umum Perangkat perlengkapan kantor yang 50
Daerah ) .
disediakan
Jumlah Paket
A4l Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Komponen Instalasi 2%
o Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sumenep Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan
gkap P Kantor yang Disediakan
. . Kab. . - . .

A.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumenep jumlah jenis ATK yang disediakan 12
Jumlah item makanan dan 3
minuman yang disediakan

: Jumlah Paket Barang Cetakan
Ad4 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. dan Penggandaan yang 3328
Penggandaan Sumenep -
Disediakan
. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
A.4.5 | Penvediaan Bahan Bacaan dan Kab. dan Peraturan Perundang- 365
Peraturan Perundang-undangan Sumenep R
Undangan yang Disediakan
N Jumlah  Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kab.
A.4.6 - Penyelenggaraan  Rapat 131
dan Konsultasi SKPD Sumenep Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Kab. Jumlah Dokumen Penatausahaan
A.4.7 SKPD Sumene Arsip Dinamis 4
P pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah -
A5 Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah. Barang Milik Daerah 76
yang Diadakan
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
A5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Perorangan Dinas atau 1
~ Operasional atau Lapangan Sumenep Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
Kab. Jumlah Paket Mebel yang
A.5.2 | Pengadaan Mebel Sumenep Disediakan 67
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Kab. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
A5.3 : Lainnya yang 8
Lainnya Sumenep S
Disediakan
A6 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa yang 3
’ Urusan Pemerintahan Daerah disediakan
. Kab. Jumlah Laporan Penyediaan
A.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumenep Jasa  Surat Menyurat 4.111
. o Jumlah Laporan Penyediaan
A.6.2 gﬁ?nyggrlell;; iaAsi? L(;rznﬂgltﬁish gﬁﬁiene Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12
Y P Air dan Listrik yang Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan
A.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Jasa Pelayanan Umum Kantor 12
Kantor Sumenep o
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah o
A7 Penunjang Urusan Pemerintahan ‘]l.JmI.ah jenis barang yang 4
dipelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
A71 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kab. Dinas atau Kendaraan Dinas 37
e Perizinan Kendaraan Dinas Sumenep Jabatan yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajaknya
: Kab. N
A.7.2 | Pemeliharaan Mebel Sumenep Jumlah Mebel yang Dipelihara 87
A73 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin 64
T Lainnya Sumenep Lainnya yang Dipelihara
A74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab. Jumlah gedung kantor dan 5
T Kantor dan Bangunan Lainnya Sumenep bangunan lainnya yang dipelihara
) Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana
A.8 Operasional UPTD Sumenep Operasioanal yang ada di UPTD 3
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
URUSAN PENANAMAN MODAL -
REVIU
Persentase Pelaku Usaha yang
PROGRAM PENGEMBANGAN " A
| IKLIM PENANAMAN MODAL m‘erlldapatkan Fasilitas/Insentif 10,00
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
1.1 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 6
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Pgrapuran
) : Daerah/Provinsi  dalam
Mengenai Pemberian Kab. . . .
1.1.1 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Sumenep Ppemberian Fasilitas/Insentif 1
Penanaman Modal dan Kemudahan Penanaman
Modal
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dari
h . . Kab. Pelaku Usaha yang Memperoleh
1.1.2 Pemberian Fasilitas/Insentif dan - 6
Sumenep Insentif dan Kemudahan

Kemudahan Penanaman Modal

Berusaha di Daerah
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
12 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah Obyek Potensi dan 4
: Kabupaten/Kota Peluang Usaha
Penvusunan Rencana Umum Jumlah Peraturan Daerah
Y Kab. (Perda) Rencana Umum
|.2.1 | Penanaman Modal Daerah 2
Sumenep Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
122 Penyediaan Peta Potensi dan Kab. Jumlah Peta Potensi Investasi 1
e Peluang Usaha Kabupaten/Kota Sumenep dan Peluang
I PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan 367
PENANAMAN MODAL Jumlah Investor '
Penyelenggaraan Promosi
01 Penanaman Modal yang menjadi Jumlah Media Promosi 5
: Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan Daerah yang
1.1 Penyusunan Strategi Promosi Kab. Mengatur Promosi Penanaman 1
o Penanaman Modal Sumenep Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Regional / Jumlah Dokumen Hasil
I1.L1.2 | Penanaman Modal Daerah Nagional Kegiatan Promosi Penanaman 5
Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota
Persentase Peningkatan
PROGRAM PELAYANAN .
1] Penerbitan Nomor Induk 3,67
PENANAMAN MODAL Berusaha (NIB)
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
1.1 Pintu dibidang Penanaman Modal ‘(]’;Jg;aharl:logi?érlgictiE:nBerusaha 6.400
yang menjadi Kewenangan Daerah yang
Kabupaten/ Kota
: Jumlah Pelaku Usaha yang
Perzinan dan Nonperizinan berbasis Mendapatkan Pelayanan Terpady
I.1.1 | Sistem Pelayanan Perizinan Kab. Perizinan dan Non Perizinan 6.400
- . Sumenep Berbasis Sistem Pelayanan
Berusaha Terintegrasi secara s h ) .
Elektronik Perizinan Berusg a Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha yang Mendapat
- A Kab. Pemantauan Pemenuhan
111.1.2 | Perizinan dan Non Perizinan : o 27
Sumenep Komitmen Perizinan Berusaha
Penanaman Modal -
dan Non Perizinan Penanaman
Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Orang yang Memperoleh
Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Kab.
111.1.3 Terkelolanya Pengaduan 12
terhadap Pelayanan Terpadu Sumenep k had
Perizinan dan Non Perizinan Masyarakat _Terhadap
Pelayanan  Terpadu
Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan  Sinkronisasi Kab Pelaku Usaha yang Melakukan
111.1.4 | Penetapan pemberian Suhene Koordinasi dan Sinkronisasi 6
Fasilitas/Insentif Daerah P Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Jumlah Pelaku
v PELAKSANAAN PENANAMAN Usaha Berizin Yang Beroperasi 90

MODAL

sesuai Izin Usahanya
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
ﬁgﬂgﬁg%ﬂf&gﬁﬁk?ﬁnaﬁen.adi Prosentase Jumlah Pelaku
V.1 yang y Usaha Berizin Yang Beroperasi 6.400
Kewenangan Daerah sesuai Izin Usahanya
Kabupaten/Kota y
Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab Pelaku Usaha yang Melakukan
IV.1.1 | Pemantauan Pelaksanaan : Koordinasi dan Sinkronisasi 9
Sumenep
Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab Jumlah Pelaku Usaha yang
IV.1.2 | Pembinaan Pelaksanaan Surﬁene Mendapatkan Pembinaan 287
Penanaman Modal P Pelaksanaan Penanaman Modal
N . . Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Pelaku Usaha yang Melakukan
IV.1.3 | Pengawasan Pelaksanaan e ) e 17
Sumenep Koordinasi dan Sinkronisasi
Penanaman Modal
Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA . .
V | DAN SISTEM INFORMASI Kuaiitas bata dan Sistem 89,00
PENANAMAN MODAL
Pen_g_elolaan Data dan _In_forma3| Pengelolaan Data Realisasi
Perizinan dan Non Perizinan yang - -
V.1 . - ; Penerbitan Perizinan dan Non 100,00
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Vi1 Perizinan dan Non Perizinan Kab. Berbasis Sistem Pelayanan 5
= Berbasis Sistem Pelayanan Sumenep Perizinan Berusaha Terintegrasi
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,
secara Elektronik Dikaji dan Dimanfaatkan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
URUSAN KETENAGAKERJAAN -
REVIU
Persentase penggunaan
| PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga Kerja 85.00
TENAGA KERJA dalam perencanaan program / ’
kegiatan / sub kegiatan
11 Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga P
: Kerja (RTK) Kerja (RTK)
111 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kab. Tersedianya Rencana Tenaga 1
T Makro Sumenep Kerja Makro
1.2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kab. Tersedianya Rencana Tenaga 1
o Mikro Sumenep Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERJA . .
I | DAN PRODUKTIVITAS TENAGA ?grr]‘;”%k}i‘g‘apr"d“k“"'tas 471
KERJA garern
1 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang dilatih 89

berdasarkan Unit Kompetensi

dan mendapatkan sertifikat
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Jumlah Tenaga Keria van
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari | Kab. ga Kera yang
1.1.1 : Mendapat Pelatihan Berbasis 93
Kerja berdasarkan Klaster Sumenep .
) Kompetensi pada Tahun n-1
Kompetensi
Koo_rdlna5| Lintas Lembaga dan Jumlah MOU dengan Sektor
Kerja Sama dengan Sektor Swasta ;
: Kab. Swasta Penyediaan Instruktur
11.L1.2 | untuk Penyediaan Instruktur serta 2
Sumenep serta Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Lembaga - -
. h Lembaga Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja
1.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab. Jumlah unit/paket sarana yang 6
B Kabupaten/Kota Sumenep disediakan
1.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Prosentase Lembaga Pelatihan 90.00
: Kerja Swasta Kerja yang bersertifikasi ’
2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kab. Jumlah Lembaga Pelatihan 24
e Kerja Swasta Sumenep Kerja Swasta yang Dibina
. Jumlah Lembaga Pelatihan
Perizinan dan Pendaftaran . oo e
1.3 : : Kerja yang difasilitasi dalam 44
Lembaga Pelatihan Kerja proses pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Kab Jumlah Sumber Daya
11.3.1 | Lembaga Pelatihan Kerja secara S : Perizinan Lembaga Pelatihan 90
} . umenep . : )
Terintegrasi Kerja Secara Terintegrasi
1.4 Konsultansi Produktivitas pada Prosentase Peningkatan 4.00
: Perusahaan Kecil Produktivitas Perusahaan Kecil ’
Pelaksanaan Konsultasi Kab Jumlah Perusahaan Kecil
I11.4.1 | Produktivitas kepada Perusahaan Sum.ene yang Mendapat Konsultansi 84
Kecil P Peningkatan Produktivitas
o ) Persentase peningkatan skor
1.5 Egg?:hklli?t?ung#/kémgas Tingkat Produktivitas Tingkat Daerah 2,50
P Kabupaten
Jumlah Dokumen Hasil
5.1 Pengukuran Kompetensi dan Kab. Pengukuran Produktivitas dan 5
~ Produktivitas Tenaga Kerja Sumenep Daya Saing Tenaga Kerja di
Tingkat Daerah
m PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja yang 76.11
TENAGA KERJA ditempatkan ’
i Pelayanan Antarkerja di Daerah Persentase partisipasi 41.86
: Kabupaten/Kota angkatan kerja ’
Jumlah SDM Pelayanan antar
. Kerja yang Mendapatkan
Penyediaan Sumber Daya Kab. ! . -
1.1.1 Pelayanan antar Kerja Sumenep Pglatlhan Mele_llw Bimtek dan lain 20
lain untuk Peningkatan
Kompetensi
Kab Jumlah Tenaga Kerja yang
111.1.2 | Pelayanan antar Kerja Surﬁene Ditempatkan Melalui Layanan 60
P | AKAD dan AKL
s Jumlah Pencari Kerja yang
11.1.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Kab. Mendapatkan Penyuluhan dan 48
bagi Pencari Kerja Sumenep o
Bimbingan Jabatan
. Jumlah Tenaga Kerja
1.1.4 Penyelenggaraan Unit Layanan Kab. Disabilitas  yang Mendapatkan 12
Disabilitas Ketenagakerjaan Sumenep A
Fasilitasi Layanan ULD
Kab Jumlah Tenaga Kerja yang
I11.1.5 | Perluasan Kesempatan Kerja Sum.enep Diberdayakan Melalui program 908

Perluasan Kesempatan Kerja
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penerbitan Izin Lembaga_ Peningkatan Penerbitan Izin
Penempatan Tenaga Kerja Swasta
1.2 Lembaga Penempatan Tenaga 1,80
(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah .
Kerja Swasta (LPTKS)
Kabupaten/Kota
2.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Kab. Jumlah Perizinan LPTKS yang 7
e LPTKS secara Terintegrasi Sumenep Terintegrasi
Jumlah LPTKS yang Dilakukan
.22 Pengawasan dan Pengendalian Kab. Pengawasan dan Pengendalian 7
e LPTKS Sumenep Sesuai dengan Aturan yang
Berlaku
Prosentase kualitas
1.3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar 81,20
Kerja
. : Jumlah Data dan Informasi
11.3.1 Per_nehharaan daﬂ Opera5|0r_1al . Kab. yang Dihasilkan Aplikasi 4
Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Sumenep . . .
Informasi Pasar Kerja Online
Jumlah Pencari dan Pemberi
.3.2 Pelayanan dan Penyediaan Kab. Kerja yang Terdaftar dalam 868
" Informasi Pasar Kerja Online Sumenep Pasar Kerja Melalui Sistem
Online (Karir Hub)
Kab Jumlah Pencari Kerja yang
111.3.3 | Job Fair/Bursa Kerja S : Mendapatkan Pekerjaan Melalui 61
umenep ' .
Job Fair /Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
1.4 Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang dilayani 90,00
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan Jumlah  CPMI/PMI an
Kompetensi Calon Pekerja Migran Kab. Ir . - yang
1.4.1 : o Dilindungi  dan Ditingkatkan 69
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Sumenep Kompetensinva
Indonesia (PMI) P Y
Jumlah CPMI yang Terlayani
1.4.2 Penyediaan Layanan Terpadu pada Kab. sesuai Prosedur dalam LTSA 20
" Calon Pekerja Migran Sumenep dan PMI Bermasalah yang
Ditangani
1.4.3 Pemberdayaan Pekerja Migran Kab. Jumlah PMI Purna yang 2
T Indonesia Purna Penempatan Sumenep Diberdayakan
Penerbitan Perpanjangan IMTA
1.5 yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) E:éiz?tajriﬁteunkga%unn:;an IMTA 85,00
Daerah Kabupaten/Kota P y
Koordinasi dan Sinkronisasi
5.1 Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kab. Jumlah Perpanjangan IMTA yang 5
o Kerja dalam 1 (satu) Daerah Sumenep Lokasi Kerja
Kabupaten/Kota
v PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan 100.00
INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan '
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
V.1 Perjanjian Kerja Bersama untuk Jumlah peserta sosialisasi 29
) Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan PKB
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
V11 Pengesahan Peraturan Perusahaan Kab. Peraturan Perusahaan yang 2
T bagi Perusahaan Sumenep Terkait dengan Hubungan

Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online
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No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Kab Jumlah Perusahaan yang
IV.1.2 ] : Menyusun Perjanjian Kerja 5
bagi Perusahaan Sumenep
Bersama
Jumlah Data dan Informasi
Penyelenggaraan Pendataan dan Sarana HI (PP/PKB, Struktur
V.1.3 Informasi Sarana Hubungan Kab. Skala Upah, dan LKS Bipartit) 5.924
T Industrial dan Jaminan Sosial Sumenep dan Pekerja yang Terdaftar '
Tenaga Kerja serta Pengupahan sebagai Peserta Jamsostek serta
Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Presentase Penvelesaian
V.2 Mogok Kerja dan Penutupan . Y 88,22
) Perselisihan Perusahaan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
V.21 Penutupan Perusahaan yang Kab. Jumlah Perselisihan yang 5
e Berakibat/Berdampak pada Sumenep Dicegah
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja,
V.22 dan Penutupan Perusahaan yang Kab. Jumlah Perkara Perselisihan 5
e Berakibat/Berdampak pada Sumenep yang Terselesaikan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada .
L . Kab. Jumlah Asosiasi Pengusaha dan
IV.2.3 | Organisasi Pengusaha, Federasi dan . : S e 23
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Sumenep Serikat Pekerja yang Diverifikasi
Buruh serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kab
IV.2.4 | Kerjasama Tripartit Daerah Sum.ene Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 23
Kabupaten/Kota P
Pengembangan Pelaksanaan Terlgksananyg Program )
: A . Kab. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
IV.2.5 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sumene dan Fasilitas Kesejahteraan 3.450
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja P : 1
Pekerja
Persentase Transmigran yang
PROGRAM PEMBANGUNAN - .
\% Berhasil Meningkatkan Taraf 85,00
KAWASAN TRANSMIGRASI Ekonomi dan Sosialnya
Penataan Persebaran Penduduk Jumlah kunjungan kerjasama
V.1 yang Berasal dari 1 (satu) Daerah antar daerah penempatan 3
Kabupaten/Kota transmigrasi
Pemindahan dan Penempatan Kab Jumlah Transmiaran van
V.1.1 | Transmigran yang berasal dari 1 Sum.ene Dipindahkan dar? Diten)wl atglian 6
(satu) Daerah Kabupaten/Kota P P P
. . Kab. Jumlah Calon Transmigran
V.1.2 | Penyuluhan Transmigrasi Sumenep yang Mendapatkan Penyuluhan s
Kab Jumlah Calon Transmigran
V.1.3 | Pelatihan Transmigrasi Sumenep dan/atau Transmigran yang 3

Mendapatkan Pelatihan
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan
Kebijakan Nasional dan Provinsi

RKP Nasional pada 2024 mempunyai arah kebijakan yang diusung dengan
tema adalah “ Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang Adil
Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang
Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong “
dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,3-5,7 persen secara year on
year, dengan Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan
kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan
dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan
pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024 dimana Salah satu
sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah
investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri
manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam
pertumbuhan ekonomi, sementara untuk tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan
di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7
persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran
73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105
hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan,
sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan
dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami
akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan
tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD
adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
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3.2.

berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima
adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum,
ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang salah satu temanya
sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan Tenaga Kerja adalah “ Peningkatan
Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan
serta Pengentasan Kemiskinan ” dan “ Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum

dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur “

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan
strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan
diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap
sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan

sasaran berikut indikator keberhasilannya.
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Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan

dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Kualitas
Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)

Meningkatnya pasokan tenaga
kerja (Labor Supply)

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi penambahan
kapital/modal terhadap
hasil yang diperoleh

Incremental Capital Output
Ratio (ICOR)

Meningkatnya Iklim Investasi

Persentase Peningkatan
Realisasi Investasi

Meningkatnya layanan
urusan perizinan dan
ketenagakerjaan yang
inovatif berbasis e-
government

IKM layanan perizinan dan
ketenagakerjaan

Meningkatnya penerbitan
layanan yang lebih cepat dan
tepat

Persentase jenis layanan
yang diterbitkan lebih cepat
dan tepat

RENJA DPMPTSP 2024 g¥Q




RENJA DPHMPTSP 2024 gkl



Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel

penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu danTenaga Kerja

INDIKATOR Sasaran Indikator
NO PRIORITAS SASARAN DAERAH SASARAN Perangkat Sasaran PD
DAERAH Daerah (Outcome)
1 2 3 4 5 6
2. Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata Meningkatnya Incremental a. Meningkatnya Persentase
serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Capital Output Iklim Investasi Peningkatan
Kerakyatan Sektor Unggulan Ratio (ICOR) Realisasi
Investasi
3. Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap Meningkatnya Kualitas Tingkat a. Meningkatnya Tingkat
kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan Tenaga Kerja dan Pengangguran pasokan tenaga Partisipasi
muda partisipasi Perempuan Terbuka (TPT) kerja (Labor Angkatan
Terhadap Supply) Kerja (TPAK)
pembangunan Daerah
6. Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Meningkatnya Layanan Nilai IKM a.  Meningkatnya Persentase
Publik Yang Inovatif penerbitan jenis layanan
Berbasis E-government layanan yang yang
lebih cepat dan diterbitkan
tepat lebih cepat
dan tepat
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Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah, seperti

pada table berikut :

Tabel 3.2.3
Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

. . . Target Kinerja Tujuan PD
No Tujuan PD Indikator Tujuan PD
Tahun 2024
1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,66 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi
. . . 7,20%
2. penambahan kapital/modal terhadap | Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
hasil yang diperoleh
Meningkatnya layanan urusan
. . . . 87 %
3. perizinan dan ketenagakerjaan yang IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan
inovatif berbasis e-government
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Tabel 3.2.4

Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Target Kinerja Sasaran PD

No Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Tahun 2024
1, | Meningkatnya pasokan tenaga kerja | 1, 4 o b icinasi Angkatan Kerja (TPAK) 75,15 %
(labour supply)
2. Meningkatnya iklim investasi Persentase peningkatan realisasi investasi 3,73 %
3 Meningkatnya penerbitan layanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat unit Layanan 98 89 %
. ) ()

yang lebih cepat dan tepat

Perizinan dan Non Perizinan

RENJA DPHPTSP 2024 T




Tabel 3.2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Target Kinerja IKU Tahun

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja IKU B
1, | Meningkatnya pasokan tenaga kerja | . o\ i b vicinasi Angkatan Kerja (TPAK) 75,15 %
(labour supply)
2. Meningkatnya iklim investasi Persentase peningkatan realisasi investasi 3,73 %
3 Meningkatnya penerbitan layanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat unit Layanan 98 89 %
. ) ()

yang lebih cepat dan tepat

Perizinan dan Non Perizinan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen
perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan
indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun
2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana
program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber
pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK
Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan
prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
Renja DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 telah menggunakan pendekatan money
follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan
penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan arah kebijakan
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan
sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2024. Renja
DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat
program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPIJMD Kabupaten Sumenep Tahun
2021-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi

masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.
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4.1.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 merupakan hasil
rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan
- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up
Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan
indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD
Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu,
rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan
dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep,
DBHCHT dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat
lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal
RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun
2024 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan
dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten
Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan

prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C.33:
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Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Sumenep

Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode X . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN
8 BIDANG PENANAMAN MODAL 38.498.535.758 42.320.579.337
DAN KETENAGAKERJAAN
BELANJA RUTIN 15.621.819.615 17.156.501.578
1 PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya
3 1 URUSAN PEMERINTAHAN kebutuhan sarana dan prasarana 20,00 15.621.819.615 20,00 17.156.501.578
DAERAH KABUPATEN/KOTA kantor
Persentase pemenuhan sarana 20,00 20,00
dan prasarana perkantoran
Jumlah dokumen perencanaan,
1 Perencanaan, Penganggaran, enanggaran dan evaulasi
12 dan Evaluasi Kinerja Perangkat | PE"2n88 12 152.479.317 12 167.727.249
8 kinerja perangkat daerah yang
Daerah .
disusun
1 112 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen p(.erencanaan Kab. 3 26.620.000 | APBD 3 29.282.000
8 Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan Sumenep
1 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kab
3 112 Dokumen RKA—SKPI;)/ Laporan Hasil Koordinasi Sun;ene 4 13.310.000 | APBD 4 14.641.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD P
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . .. Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
I dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Kab
12 Laporan Capaian Kinerja dan s P ’ 4 6.069.317 | APBD 4 6.676.249
8 . . Koordinasi Penyusunan Laporan Sumenep
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X L .
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 112 Evaluasi Kinerja Perangkat Jlfmla.h Laporan Evaluasi Kab. 5 106.480.000 | APBD 4 117.128.000
8 Daerah Kinerja Perangkat Daerah Sumenep
1 Administrasi Keuangan Jumlah laporan administrasi
12 & keuangan perangkat daerah 12 12.329.206.411 12 13.562.127.053
8 Perangkat Daerah >
yang disusun
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Kab.
3 112 ASN Gaji dan Tunjangan ASN Sumenep 71 12.315.896.411 | APBD 71 13.547.486.053
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
1 Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan Kab
112 Laporan Keuangan ulanan / Koordinasi Penyusunan Laporan ’ 12 13.310.000 | APBD 12 14.461.000
8 h Sumenep
Triwulanan / Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 1] 2 Administrasi Kepegawaian Jumlah Jerjls Iayanan. ) 5 258.793.890 5 284.673.279
8 Perangkat Daerah kepegawaian yang disediakan
1 12 Pemngkatan. S'ar.ana dan ' Jumlah Unit Penl'n.gk'atan Saran.a Kab. 1 9.317.000 | APBD 1 10.248.700
8 Prasarana Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai Sumenep
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Kab.
8 112 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Sumenep 7 188.208.298 | APBD 71 207.029.128
Jumlah Dokumen Pendataan
a2 Pendataan dan Pengolahan dan Pengolahan Administrasi Kab. 3 19.965.000 | APBD 3 21.961.500
8 Administrasi Kepegawaian . Sumenep
Kepegawaian
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . . Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kab
1|2 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti ’ 6 27.993.592 | APBD 6 30.792.951
8 - - A Sumenep
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
_— . . Jumlah Orang yang Mengikuti
HERE: Bimbingan Teknis Implementasi | g\ Loo - eknis Implementasi | <Y 32 13.310.000 | APBD 32 14.461.000
8 Peraturan Perundang-Undangan Sumenep
Peraturan Perundang-Undangan
- . Jumlah peralatan dan
NEIE Administrasi Umum Perangkat | | o\ apan kantor yang 50 858.967.756 50 944.864.532
8 Daerah s
disediakan
. . Jumlah Paket Komponen
1 Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Kab
1(2 Listrik/Penerangan Bangunan & ’ 26 23.824.957 | APBD 26 26.207.453
8 Bangunan Kantor yang Sumenep
Kantor Lo
Disediakan
: Jumlah Paket Peralatan dan
HERE Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Kab. 12 116.532.523 | APBD 12 128.185.775
8 Perlengkapan Kantor - Sumenep
Disediakan
1 112 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket .Bahan Logistik Kab. 1 243.093.549 | APBD 12 267.402.903
8 Kantor Kantor yang Disediakan Sumenep
Jumlah item makanan dan Kab.
. L 3 3
minuman yang disediakan Sumenep
. Jumlah Paket Barang Cetakan
HERE: Penyediaan Barang Cetakandan | . /o0 ooandaan yang Kab. 5 25.550.203 | APBD 6 28.105.224
8 Penggandaan S Sumenep
Disediakan
. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
HERE Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang- Kab. 365 133.447.923 | APBD 365 146.792.716
8 Peraturan Perundang-undangan L Sumenep
Undangan yang Disediakan
1 Penvelengearaan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan | Dalam
1|2 v X g.g P . Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Luar 131 201.049.280 | APBD 131 221.154.208
8 Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD Daerah
1 Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan | Kab.
8 12 pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Sumenep 4 115.463.321 | APBD 4 127.016.253
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . S Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Pengadaan Barang Milik Daerah -
NEE Penunjang Urusan Pemerintah | 2umMIah Barang Milik Daerah 76 574.584.450 82 604.542.895
8 yang Diadakan
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
1 112 Pengad.aan Kendaraan Dinas Perorangan [?lnas atau Kab. 1 275.000.000 | APBD 1 275.000.000
8 Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Sumenep
Disediakan
HERE Pengadaan Mebel Jumiah Paket Mebel yang Kab. 67 183.779.806 | APBD 67 202.157.786
8 Disediakan Sumenep
1 112 Pe.ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit PeraIaFan dan Mesin Kab. 3 115.804.644 | APBD 3 127.385.109
8 Lainnya Lainnya yang Disediakan Sumenep
1 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa yang
8 112 Urusan Pemerintahan Daerah disediakan 3 759.266.628 3 835.193.289
HERE Penyediaan Jasa Surat Menyurat | “UM!ah  Laporan  Penyediaan | Kab. 4111 5.230.145 | APBD 4111 5.753.159
8 Jasa  Surat Menyurat Sumenep
. I Jumlah Laporan Penyediaan
A ERE Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Daya | <22 12 385.415.958 | APBD 12 423.957.553
8 Sumber Daya Air dan Listrik R . - Sumenep
Air dan Listrik yang Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan
HERE: Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. 12 368.620.525 | APBD 12 405.482.577
8 Umum Kantor s Sumenep
yang Disediakan
1 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah ienis barang van
12 Daerah Penunjang Urusan aman J B yang 4 534.018.936 3 587.420.831
8 . dipelihara
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
1 112 Blaya. Pemeliharaan, P?Jak, dan Dinas atau Ken{iaréan Dinas Kab. 37 158.556.174 | APBD 37 174.411.791
8 Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Sumenep
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajaknya
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . S Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
! 1|2 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kab. 87 36.583.034 | APBD 87 40.241.338
8 Sumenep
1 112 Pem.ellha.raan Peralatan dan Jumlah Peralatzjm .dan Mesin Kab. 64 42.778.872 | APBD 64 47.056.760
8 Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Sumenep
1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab
1(2 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya ’ 2 296.100.856 | APBD 2 325.710.942
8 . - . e Sumenep
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
. Jumlah Sarana dan Prasarana Kab.
Operasional UPTD Operasioanal yang ada di UPTD Sumenep 5 154.502.227 | APBD 6 169.952.450
URUSAN PENANAMAN MODAL - 2.308.878.036 19.526.314.969
REVIU
Persentase Pelaku Usaha yang
1|0 PROGRAM PENGEMBANGAN . .
3|2 IKLIM PENANAMAN MODAL m.et\dapatkan Fasilitas/Insentif 10,00 345.489.382 10,00 380.038.320
Dibidang Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
1l o Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah Pelaku Usaha yang
sl 2 2 Penanaman Modal yang mendapatkan Fasilitas/Insentif 7 133.100.000 7 146.410.000
Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Penetapan  Kebijakan Jumlah Peraturan
1|0 Daerah  Mengenai Pemberian Daerah/Provinsi dalam Kab.
8|2 2 Fasilitas/Insentif dan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Sumenep 1 66.550.000 | APBD 1 73.205.000
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
. Jumlah Kegiatan Usaha dari
1|0 Evaluasi Pelaksanaan Pelaku Usaha yang Memperoleh Kab
2 Pemberian Fasilitas/Insentif dan , yang emp : 6 66.550.000 | APBD 6 73.205.000
8|2 Insentif dan Kemudahan Sumenep
Kemudahan Penanaman Modal .
Berusaha di Daerah
1|0 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi dan
8|2 2 Investasi Kabupaten/Kota Peluang Usaha 3 212.389.382 4 233.628.320
Jumlah Peraturan Daerah
1|0 Penyusunan Rencana Umum (Perda) Rencana Umum Kab
2 Penanaman Modal Daerah ’ 2 66.550.000 | APBD 2 73.205.000
8|2 Kabupaten/Kota Penanaman Modal Sumenep
P Daerah Kabupaten/Kota
. . Jumlah Peta Potensi Investasi
Lo, Penyediaan Peta Potensi dan dan Peluang Usaha Kab. 1 145.839.382 | APBD 1 160.423.320
8|2 Peluang Usaha Kabupaten/Kota Sumenep
Kabupaten/Kota
1|0 PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan Jumlah
3|3 PENANAMAN MODAL Investor 3,67 240.482.817 3,73 264.531.099
Penyelenggaraan Promosi
1|0 2 Penanaman Modal yang menjadi | Jumlah Media Promosi 6 240.482.817 5 264.531.099
8|3 Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan Daerah
10 Penyusunan Strategi Promosi yang Mengatur Kab.
8|3 2 Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal | Sumenep ! 74.115.670 | APBD ! 81.527.237
Kewenangan Kabupaten/Kota
1l o Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kab
gl 3 2 Penanaman Modal Daerah Kegiatan Promosi Penanaman Sum.ene 5 166.367.147 | APBD 5 183.003.862
Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota P
Persentase Peningkatan
1|0 PROGRAM PELAYANAN .
sl a PENANAMAN MODAL Penerbitan Nomor Induk 3,67 1.312.255.509 3,73 1.443.481.060
Berusaha (NIB)
REN/A DPMPTSP 2024 WPk}




Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
1|0 Pintu dibidang Penanaman Jumlah Nomor Induk Berusaha
sl|a 2 Modal yang menjadi (NIB) yang diterbitkan 6.400 1.312.255.509 6.639 1.443.481.060
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang
.. .. Mendapatkan Pelayanan Terpadu
1|0 0 Perizinan dan Nonperizinan Perizinan dan Non Perizinan Kab
2 berbasis Sistem Pelayanan e : 6.400 1.210.000.000 | APBD 6.639 1.331.000.000
8| 4 1 . . . Berbasis Sistem Pelayanan Sumenep
Perizinan Berusaha Terintegrasi .. . .
) Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik N
Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha dari
1o o | Pemantauan Pemenuban remantasan pemenanan - | kab
2 Komitmen Perizinan dan Non . . ’ 27 60.534.848 | APBD 27 66.588.333
8|4 2 .. Komitmen Perizinan Berusaha Sumenep
Perizinan Penanaman Modal -
dan Non Perizinan Penanaman
Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi Jumlah Orang yang Memperoleh
1l o 0 dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi dan Kab
sl a 2 3 Masyarakat terhadap Pelayanan Terkelolanya Pengaduan Sun;ene 12 8.445.661 | APBD 12 9.290.227
Terpadu Perizinan dan Non Masyarakat Terhadap P
Perizinan Pelayanan Terpadu
. Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan
1|0 0 | Sinkronisasi Penetapan Pelaku Usaha yang Melakukan Kab
2 R " . Koordinasi dan Sinkronisasi ’ 6 33.275.000 | APBD 6 36.602.500
8| 4 4 | pemberian Fasilitas/Insentif . Sumenep
Daerah Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
1l o PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Jumlah Pelaku Usaha
PELAKSANAAN PENANAMAN Berizin Yang Beroperasi sesuai 6.400 378.524.021 93 416.376.424
8|5 X
MODAL I1zin Usahanya
1l o ::gf\z(:::rl:n':il:rsg:aan:en'adi Jumlah Pelaku Usaha Berizin
2 yang menj Yang Beroperasi Sesuai Dengan 6.400 378.524.021 6.639 416.376.424
8|5 Kewenangan Daerah . . .
I1zin Yang Diterbitkan
Kabupaten/Kota
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X Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2024 Tahun 12025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegintan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Jumlah Kegiatan Usaha dari
1l o Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaku_ Usz:)ha yar.1g Mel.aku.kan Kab. DAK Non
2 2 Pemantauan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 9 74.115.670 . 9 81.527.237
8|5 Sumenep Fisik
Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1] 0 Koordhlna5| dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Us.aha yang Kab. DAK Non
2 2 Pembinaan Pelaksanaan Mendapatkan Pembinaan 287 166.367.147 . 287 183.003.862
5 Sumenep Fisik
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal
R . - Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan Sinkronisasi
21191, Pengawasan Pelaksanaan Pelaku Usaha yang Melakukan Kab. 17 138.041.204 | DAKNon 17 151.845.325
5 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumenep Fisik
Penanaman Modal
Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA . .
2 ; 2 DAN SISTEM INFORMASI ﬁiﬁ'ﬁ::fiteangigifmo dal 90,00 32.126.307 91,00 35.338.938
PENANAMAN MODAL
e prgellan Dt o | pegelan ata et
2 2 . . . Penerbitan Perizinan dan Non 100,00 32.126.307 100,00 35.338.938
8|6 yang Terintegrasi pada Tingkat Perizinan Tepat Waktu
Daerah Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
1|0 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Kab.
2 8|6 2 Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sumenep > 32.126307 | APBD > 35.338.938
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,
secara Elektronik Dikaji dan Dimanfaatkan
::‘ZZAN KETENAGAKERIAAN - 20.555.738.107 22.419.681.547
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan . . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Persentase penggunaan
o0 PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga Kerja
7|2 TENAGA KERJA dalam perencanaan program / 85,00 199.650.000 87,50 219.615.000
kegiatan / sub kegiatan
o0 0 Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana Tenaga
7121201 Kerja (RTK) Kerja (RTK) 2 199.650.000 2 219.615.000
0|0 0 | 0 | Penyusunan Rencana Tenaga Jumlah Dokumen Rencana Kab.
712 2 1| 1| Kerja Makro Tenaga Kerja Makro Sumenep ! 133.100.000 | APBD 1 146.410.000
0|0 0 | 0 | Penyusunan Rencana Tenaga Jumlah Perusahaan yang Kab.
712 2 1| 2 | Kerja Mikro Menyusun RTK Mikro Sumenep 1 66.550.000 | APBD 1 73.205.000
00 PROGRAM PELATIHAN KERIA Peningkatan Produktivitas
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA B . 4,71 1.378.482.902 4,94 1.516.331.193
7|3 Tenaga Kerja
KERJA
0|0 0 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang dilatih dan
7|3 2 1 berdasarkan Unit Kompetensi mendapatkan sertifikat 89 1.085.590.603 93 1.194.149.664
Proses Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja yang
0101, |0} 0| danPelatihan Keterampilan bagi | \\ 1\ ot pelatihan Berbasis Kab. 93 925.870.603 | APBD 93 1.018.457.664
713 1 | 1 | PencariKerja berdasarkan Klaster . Sumenep
; Kompetensi pada Tahun n-1
Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Jumlah Kesepakatan/Koordinasi
Kerja Sama dengan Sektor dalam rangka Optimalisasi
0|0 0 | 0 | Swasta untuk Penyediaan Kapasitas Instruktur dan Kab.
713 2 1| 2 | Instruktur serta Sarana dan Peningkatan Sarana Prasarana Sumenep 2 26.620.000 | APBD 2 29.282.000
Prasarana Lembaga Pelatihan Pelatihan Vokasi dan
Kerja Produktivitas pada Tahun n
. Jumlah Pengadaan dan
0|01, | 0] 0] Pengadaan Sarana Pelatihan Pemeliharaan Sarana Kab. 6 133.100.000 | APBD 6 146.410.000
713 1| 3 | Kerja Kabupaten/Kota X . Sumenep
Pelatihan Kerja
0|0 2 0 Pen'1b|naan Lembaga Pelatihan Pro'sentase Lemba.g? Pe.Iatlhan 90,00 79.895.759 95,00 87.885.335
7|3 2 Kerja Swasta Kerja yang bersertifikasi
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
0|0 2 Pemblnaan Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pel.at.lhan Kab. a4 79.895.759 | APBD a4 87.885.335
7|3 Kerja Swasta Kerja Swasta yang Dibina Sumenep
.. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
0|0 2 Perizinan dan I?endafta‘ran yang difasilitasi dalam proses 44 66.550.000 46 73.205.000
7|3 Lembaga Pelatihan Kerja
pendaftaran
olo Penyediaan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Kab
2 Perizinan Lembaga Pelatihan Perizinan Lembaga Pelatihan ’ 90 66.550.000 | APBD 90 73.205.000
713 . A . . . X Sumenep
Kerja secara Terintegrasi Kerja Secara Terintegrasi
0|0 Konsultansi Produktivitas pada Prosentase Peningkatan
7|3 2 Perusahaan Kecil Produktivitas Perusahaan Kecil 4,00 79.896.540 4,50 87.886.194
olo Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Konsultasi pelaku usaha Kab
2 Produktivitas kepada Perusahaan | kecil dan menengah yang ’ 84 79.896.540 | APBD 84 87.886.194
713 . K Sumenep
Kecil dilaksanakan
00 Pengukuran Produktivitas Persentase peningkatan skor
2 ) & Produktivitas Tingkat Daerah 2,50 66.550.000 2,50 73.205.000
7|3 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten
Jumlah Dokumen Hasil
0|0 Pengukuran Kompetensi dan Pengukuran Produktivitas dan Kab.
713 2 Produktivitas Tenaga Kerja Daya Saing Tenaga Kerja di Sumenep > 66.550.000 | APBD >,00 73.205.000
Tingkat Daerah
o0 PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja yang
71 a TENAGA KERJA ditempatkan 76,11 18.327.999.007 75,51 20.160.798.908
0|0 2 Pelayanan Antarkerja di Daerah Per'sentase partisipasi angkatan 41,86 17.766.068.210 41,26 19.542.675.031
7|4 Kabupaten/Kota kerja
0|0 2 Penyediaan Sumber.Daya Peningkatan kualitas sarana . Kab. 20 14.368.211.550 | APBD 20 15.805.032.705
7|4 Pelayanan antar Kerja prasarana pelayanan antar kerja Sumenep
RENJA DPMPTSP 2024 vy




Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
0 Jumlah Tenaga Kerja yang Kab
4 2 Pelayanan antar Kerja Ditempatkan Melalui Layanan Sun';ene 60 13.310.000 | APBD 60 14.641.000
AKAD dan AKL P
0 Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah Pencari Kerja yang Kab
2 A . . g Mendapatkan Penyuluhan dan ’ 48 26.620.000 | APBD 48 29.282.000
4 Jabatan bagi Pencari Kerja - Sumenep
Bimbingan Jabatan
. Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas
01, Penyelenggaraan Unit Layanan | o\ 1o niacatkan Fasilitasi Kab. 12 26.620.000 | APBD 12 29.282.000
4 Disabilitas Ketenagakerjaan Sumenep
Layanan ULD
0 Jumlah Tenaga Kerja yang Kab
2 Perluasan Kesempatan Kerja Diberdayakan Melalui program ’ 908 3.331.306.660 | APBD 908 3.664.437.326
4 . Sumenep
Perluasan Kesempatan Kerja
0 ::::::It:t::‘z!:e:‘eamab;i:.a Peningkatan Penerbitan Izin
2 P ga fer) Lembaga Penempatan Tenaga 1,80 79.860.000 1,20 87.846.000
4 Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kerja Swasta (LPTKS)
Daerah Kabupaten/Kota )
Penyediaan Sumber Daya -
o, Perizinan LPTKS secara Jumlah Perizinan LPTKS yang Kab. 7,00 66.550.000 | APBD 7,00 73.205.000
4 X . Terintegras Sumenep
Terintegrasi
Jumlah LPTKS yang Dilakukan
0 ) Pengawasan dan Pengendalian Penga.wasan dan Pengendalian Kab. 7 13.310.000 | APBD 7 14.641.000
4 LPTKS Sesuai dengan Aturan yang Sumenep
Berlaku
0 2 Pen.gelolaan Informasi Pasar Prosenta.se kualltas.PengeIoIaan 81,20 334.413.646 82,60 367.855.011
4 Kerja Informasi Pasar Kerja
0 Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Data dan Informasi yang Kab
2 Aplikasi Informasi Pasar Kerja Dihasilkan Aplikasi Informasi ’ 4 53.240.000 | APBD 4 58.564.000
4 . . X Sumenep
Online Pasar Kerja Online
Jumlah Pencari dan Pemberi
0 Pelayanan dan Penyediaan Kerja yang Terdaftar dalam Pasar | Kab.
4 2 Informasi Pasar Kerja Online Kerja Melalui Sistem Online (Karir | Sumenep 868 114.798.646 | APBD 868 126.278.511
Hub)
0 Jumlah Pencari Kerja yang Kab
2 Job Fair/Bursa Kerja Mendapatkan Pekerjaan Melalui ’ 61 166.375.000 | APBD 61 183.012.500
4 K X Sumenep
Job Fair/Bursa Kerja
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
0 Pelindungan PMI (Pra dan Purna
a 2 Penempatan) di Daerah Persentase PMI yang dilayani 90,00 147.657.151 85,00 122.030.703
Kabupaten/Kota
0 Competenst calon peeris | Jumiah CPM/PMI yang (ab
2 R P X ! . Dilindungi dan Ditingkatkan ' 69 54.487.151 | APBD 69 59.935.866
4 Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Kompetensinva Sumenep
Migran Indonesia (PMI) P ¥
. Jumlah CPMI yang Terlayani
o, Penyediaan Layanan Terpady sesuai Prosedur dalam LTSA dan | <22 20 66.550.000 | APBD 20,00 73.205.000
4 pada Calon Pekerja Migran . Sumenep
PMI Bermasalah yang Ditangan
0 2 Pemberfiayaan Pekerja Migran Ju.mlah PMI Purna yang Kab. 24 26.620.000 | APBD 2 29.282.000
4 Indonesia Purna Penempatan Diberdayakan Sumenep
Penerbitan Perpanjangan IMTA
2 2 yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) :::::Tta:rir"’f:lfag::a:" IMTA 85,00 12.100.000 82,50 13.000.000
Daerah Kabupaten/Kota P Y
Koordinasi dan Sinkronisasi
0 2 Per!oanjangan IMTA yang Lokasi Jumla'h Perpanjangan IMTA yang Kab. 5 12.100.000 | APBD 5 13.000.000
4 Kerja dalam 1 (satu) Daerah Lokasi Kerja Sumenep
Kabupaten/Kota
0 PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan
5 INDUSTRIAL peraturan Perusahaan 100,00 475.396.769 100,00 522.936.446
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
0 Perjanjian Kerja Bersama untuk Jumlah peserta sosialisasi
5 2 Perusahaan yang hanya pembuatan PP dan PKB 29 174.139.419 24 191.553.360
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
0 2 Pengesahan Per.aturan Peratl'Jran Perusahaan yang Kab. 2 73.985.511 | APBD 24 81.384.062
5 Perusahaan bagi Perusahaan Terkait dengan Hubungan Sumenep
Industrial dan Terdaftar di WLKP
Online
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
I Jumlah Perusahaan yang
01, Pendaftaran Perjanjian Menyusun Perjanjian Kerja Kab. 5 26.620.000 | APBD 5 29.282.000
5 Kerjasama bagi Perusahaan Sumenep
Bersama
Jumlah Data dan Informasi
Penyelenggaraan Pendataan dan Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala
0 2 Informa.15| Sarana Hubungar\ Upah,.dan LKS Bipartit) dan . Kab. 5994 73.533.908 | APBD 5994 30.887.298
5 Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja yang Terdaftar sebagai Sumenep
Tenaga Kerja serta Pengupahan Peserta Jamsostek serta
Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
0 Perselisihan Hubungan Presentase Penyelesaian
2 Industrial, Mogok Kerja dan .. M 88,20 301.257.350 84,00 331.383.086
5 . Perselisihan Perusahaan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
0 Kerja, dan Penutupan Kab
2 Perusahaan yang Jumlah Perselisihan yang Dicegah ' 5 74.025.001 | APBD 5 81.427.502
5 . Sumenep
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan ..
g 2 Perusahaan yang JT‘LEEIZSF;‘TI:';“ Perselisihan yang Ejr:'ene 5 26.620.000 | APBD 5 29.282.000
Berakibat/Berdampak pada P
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
0 Organisasi Pengusaha, Federasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Kab.
5 2 dan Konfederasi Serikat Serikat Pekerja yang Diverifikasi Sumenep 23 26.620.000 | APBD 22 29.282.000
Pekerja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi
0 Pelaksanaan Operasional Kab
2 Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang Dibina ' 23 147.372.349 | APBD 23 162.109.584
5 Sumenep
Daerah Kabupaten/Kota
0 Pengembangan Pelaksanaan Terlaksananya Program Jaminan Kab
2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas ’ 3.450 26.620.000 | APBD 3.450 29.282.000
5 ™ . . . . Sumenep
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kesejahteraan Pekerja
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Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

. . o Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program Catatan
Kode . . . Target Kebutuhan . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub / Kegiatan / Sub Kegiatan ., . Sumber | Penting :
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Persentase Transmigran yang
0 PROGRAM PEMBANGUNAN X .
3 KAWASAN TRANSMIGRASI Berhasﬂ.Menlngk‘atkan Taraf 85,00 174.209.429 82,50 191.630.371
Ekonomi dan Sosialnya
0 Penataan Persebaran Penduduk | Jumlah kunjungan kerjasama
3 2 yang Berasal dari 1 (satu) antar daerah penempatan 3 174.209.429 3 191.630.371
Daerah Kabupaten/Kota transmigrasi
0 0 Pemindahan dan Penempatan Jumlah calon transmigran yan Kab
2|2 4 | Transmigran yang berasaldari1 | <" 1R O8 gran yang Somene 6 81.039.429 | APBD 6 89.143.371
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 P
o1, 91 penyuluhan Transmigrasi Jumiah KK yang mendapatkan Kab. 3 26.620.000 | APBD 3 29.282.000
3 5 Penyuluhan Transmigrasi Sumenep
o1, 91 pelatihan Transmigrasi Jumiah KK yang mendapatkan Kab. 3 66.550.000 | APBD 3 73.205.000
3 6 Pelatihan Transmigrasi Sumenep
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4.2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap Visi
dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan

dijabarkan dalam Sasaran Renstra OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022
TAHUN 2022
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISAS| | CAPAIAN
KINERJA KINERJA KINERJA
@) @ 3 4) ®) (6) (1)
1 Meningkatnya pasokan Tingkat partisipasi % 75,05 75,12 100,09
tenaga kerja (Labor angkatan kerja
Supply)
2 Meningkatnya iklim Persentase peningkatan % 82,82 55,95 67,55
investasi realisasi investasi
3 Meningkatnya penerbitan | Persentase jenis layanan % 82,81 86,25 104,15
layanan yang lebih cepat | yang diterbitkan lebih
dan tepat cepat dan tepat
Hasil survey kepuasan % 82,81 86,25 104,15
masyarakat unit layanan
perizinan dan
nonperizinan

4.3. Prioritas Pembangunan
Keterkaitan Prioritas Pembangunan sesuai dengan pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap
program/kegiatan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :
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Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024

Prioritas Uraian Sub Kegiatan Sumber L
. Lokus ot Target Prioritas Daerah
OPD Kegiatan Prioritas Dana
1 2 3 4 5 6 7
Urusan Bidang Ketenagakerjaan
Proses Pelaksanaan Penguatan Kompetensi
Pendidikan dan 9 - P
Pelaksanaan . tenaga kerja dan akses
: Pelatihan DAU APBD
Pelatihan Kabupaten . . terhadap kesempatan
P1 . Keterampilan bagi 99 orang dan . .
berdasarkan Unit Sumenep . - kerja serta peningkatan
. Pencari Kerja DBHCHT -
Kompetensi keterampilan
berdasarkan Klaster h
; Wirausahawan muda
Kompetensi
Penguatan Kompetensi
Pembinaan Pembinaan tenaga kerja dan akses
P2 Lempaga _ Kabupaten Lembaga Pelatihan 46 DAU PMK terhadap keser_npatan
Pelatihan Kerja Sumenep ; Lembaga kerja serta peningkatan
Kerja Swasta .
Swasta keterampilan
Wirausahawan muda
Pencegahan dan
Penyelesaian Pengembanaan
Perselisihan 9 9 Penguatan Kompetensi
Pelaksanaan -
Hubungan ) . tenaga kerja dan akses
Industrial, Mogok Kabupaten Jaminan SO.S'aI 3500 terhadap kesempatan
P3 - ! Tenaga Kerja dan DAU APBD . .
Kerja dan Sumenep Fasilitas orang kerja serta peningkatan
Penutupan . keterampilan
. Kesejahteraan )
Perusahaan di Pekeria Wirausahawan muda
Daerah !
Kabupaten/Kota
Urusan Bidang Penanaman Modal
Pelayanan
Perizinan dan Non Penyediaan
Perizinan secara Pelayanan Terpadu
Terpadu Satu Perizinan dan Peningkatkan Tata
Pintu dibidang Kabupaten Nonperizinan 6639 Kelola Pemerintahan
P1 Penanaman SumZne Berbasis pelaku DAU APBD | yang lebih baik menuju
Modal yang P | sistem Pelayanan usaha birokrasi yang adaptif,
menjadi Perizinan Berusaha lincah, dan dinamis
Kewenangan Terintegrasi Secara
Daerah Elektronik
Kabupaten/ Kota
Efg%gseinggaraan Penguatan Kualitas
P Pelaksanaan Produksi Komoditas
enanaman . .
Modal yang Kabupaten Kegiatan Promosi 19 Unggglan dan
P1 meniadi Sumene Penanaman Modal kegiatan DAU APBD | Pariwisata serta
Kewje hangan P | Daerah usaha PenguatanPerdagangan
9 Kabupaten/Kota dan UMKM Berbasis
Daerah Ekonomi Kerakyatan
Kabupaten/Kota Y
Pengendalian
Pelaksanaan Koordinasi dan Peningkatkan Tata
Penanaman Sinkronisasi Kelola Pemerintahan
Modal yang Kabupaten 5 kegiatan DAK Non ) . .
P2 N Pengawasan . s yang lebih baik menuju
menjadi Sumenep Promosi Fisik - . -
Pelaksanaan birokrasi yang adaptif,
Kewenangan Penanaman Modal lincah, dan dinamis
Daerah )
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyediaan Peningkatkan Tata
P3 Per!z!nan dan Non | Kabupaten | Layanan Konsultasi 13 orang DAU APBD Kelola Pgmer_lntahan_
Perizinan secara Sumenep dan Pengelolaan yang lebih baik menuju
Terpadu Satu Pengaduan birokrasi yang adaptif,
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Pintu dibidang Masyarakat lincah, dan dinamis
Penanaman Terhadap

Modal yang Pelayanan Terpadu

menjadi Perizinan dan Non

Kewenangan Perizinan

Daerah

Kabupaten/ Kota

4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan
olen pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah
jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari
pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang
dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan
pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan urusan Bidang
Ketenagakerjaan dan Bidang Penanaman Modal. Penerapan SPM memiliki nilai yang
sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai
konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu
pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan
menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Sebagai tolak ukur SPM di Kabupaten

Sumenep disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja L Interpretasi Capaian
No Utama Daerah Satuan Target Realisasi KU
1 2 3 4 5 6
B ASPEK PELAYANAN
UMUM
Fokus Urusan Wajib
2 Bukan Pelayanan
Dasar
2.07 | Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
menunjukkan suatu
207.1 Tingkat Partls!pa3| % 75.05 7512 indikator .

Angkatan Kerja ketenagakerjaan  yang
memberikan gambaran
tentang penduduk yang
bekerja, sementara tidak
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No

Indikator Kinerja
Utama Daerah

Satuan

Target

Realisasi

Interpretasi Capaian
IKU

2

3

5

6

bekerja, ataupun yang
menganggur. TPAK
Sumenep pada tahun
2022 dilihat dari target
sudah mencapai target
yang ditetapkan dalam
Renstra, akan tetapi
kalau dilihat dari
Realisasi Tahun 2021
mengalami  penurunan
dari 75,63 persen pada
tahun 2021 menjadi
75,12 persen di tahun
2022.

2.18

Penanaman Modal

2.18.1

Jumlah Investor

Investor

5.958

6.440

Capaian Target Kinerja
Jumlah Investor dapat
terpenuhi dari target
yang akan dicapai,
dengan realisasi Tahun
2022 sebanyak 6.440
investor sehingga dapat
dimaknai adanya tingkat
kepercayaan yang tinggi
dari investor untuk
melakukan penanaman
modalnya di Kabupaten
Sumenep

2.18.2

Jumlah Nilai Investasi

Rp

1.139.512.157.409

1.777.132.906.076

Jumlah Nilai Investasi
yang meningkat
menunjukkan bahwa
potensi investasi /
peluang investasi /
proyek investasi yang
ada di Kabupaten
Sumenep dapat
memberikan keuntungan
yang besar bagi
penanam modal

2.18.3

Persentase
Peningkatan Nilai
Investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri

%

82,82

86,25

Capaian Target Kinerja
Persentase Peningkatan
Nilai Investasi
Penanaman Modal
Dalam Negeri belum
terpenuhi, namun
dibandingkan dengan
Tahun 2021 ada
peningkatan sebesar
3,43% sehingga dapat
dimaknai bahwa potensi
investasi / peluang
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Indikator Kinerja

Interpretasi Capaian

No e Satuan Target Realisasi IKU
1 2 3 4 5 6
investasi / proyek
investasi yang ada bisa
dimanfaatkan dengan
baik oleh penanaman
modal dalam negeri.
C ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Fokus Iklim
3. : .
Berinvestasi
Capaian Target Kinerja
Persentase Penerbitan
Izin Tepat Waktu
. terpenuhi, sehingga bisa
3.3. Persentase Penerbitan % 100 100 dimaknai bahwa tingkat

Izin Tepat Waktu

profesionalisme dari
petugas front/back office
dan Tim Teknis semakin
meningkat.

4.5. Pecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah ditentukan Sasaran dan

Indikator Sasaranya, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

yaitu:

1. Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply) dengan indikator Tingkat

partisipasi angkatan kerja.

2.  Meningkatnya Iklim Investasi dengan indikator Persentase peningkatan realisasi

investasi.

3. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat dengan indikator

Hasil SKM Perizinan dan Non Perizinan.

Capaian Kinerja sebagaimana table berikut :
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Tabel 4.5.

Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Rumus Perhitungan

Satuan

Target

Realisasi

Interpretasi
Capaian IKU

2

7

Tingkat
partisipasi
angkatan kerja

TPAK = PK/PUK x 100%

%

75,05

75,12

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
menunjukkan
suatu indikator
ketenagakerjaan
yang memberikan
gambaran tentang
penduduk  yang
bekerja,
sementara  tidak
bekerja, ataupun
yang menganggur.
TPAK  Sumenep
pada tahun 2022
dilihat dari target
sudah mencapai

target yang
ditetapkan dalam
Renstra, akan
tetapi kalau dilihat
dari Realisasi
Tahun 2021
mengalami

penurunan dari
75,63 persen pada
tahun 2021
menjadi 75,12
persen di tahun
2022.
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No

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Rumus Perhitungan

Satuan

Target

Realisasi

Interpretasi
Capaian IKU

Persentase
peningkatan
Realisasi
Investasi

(RIT) - (RIT-1) / (RIT-1) x
100%

%

3,61

55,95

Capaian
Kinerja
Persentase
Peningkatan
Realisasi Investasi
terpenuhi, namun
dibandingkan
dengan Tahun
2021 ada
peningkatan
sehingga
dimaknai
potensi
investasi/peluang
investasi/proyek
investasi yang ada
di Kabupaten
Sumenep masih
dapat memberikan
keuntungan yang
besar bagi
penanam modal

Target

dapat
bahwa

Hasil survey
kepuasan
masyarakat
Perizinan dan
Non Perizinan

(Total nilai persepsi per
pertanyaan/Total unsur yang
terisi) x Nilai Penimbang

%

82,81

86,25

Capaian
Kinerja
Persentase
layanan
diterbitkan  lebih
cepat dan tepat
dapat terpenuhi,
diukur dengan
tingkat indeks
kepuasan
masyarakat  dari
target 82,81
persen Tahun
2022  terealisasi
86,25 persen.

Target

jenis
yang

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Skor

Katagori

BB

Indeks Reformasi
Birokrasi pada
katagori A atau
MEMUASKAN

dapat  dipahami
bahwa DPMPTSP
telah melakukan 6

(enam) unsur
Reformasi
Birokrasi dengan
baik
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Hasil perumusan program dan

format sebagai berikut :

kegiatan disajikan dalam tabel dengan

Tabel 4.5.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan
1. | Meningkatnya pasokan tenaga Kkerja | Program :
(labour supply) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan :
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
Sub Kegiatan :
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
Kegiatan :
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sub Kegiatan :
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Program :
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan :
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon
Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

2. | Meningkatnya Iklim Investasi Program :
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Kegiatan :
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

Penetapan Kebijakan Daerah
Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
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Program :
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya penerbitan layanan yang
lebih cepat dan tepat

Program :

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan  berbasis  Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Program :
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Kegiatan :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
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Tabel 4.5.2.

Rekapitulasi Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Nama Program/

Pagu Indikatif

kerja serta peningkatan
keterampilan
wirausahawan muda

PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

Kegiatan :

Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan :

Proses
Pendidikan
Keterampilan
Kerja

Pelaksanaan
dan Pelatihan
bagi Pencari
berdasarkan Klaster

1.351.400.918,-

1.351.400.918,-

No | Prioritas Pembangunan Kegiatan/Sub Kegiatan R Keterangan
prioritas (Rp.)
2. | Penguatan Kualitas | Program :
Produksi Komoditas | PROGRAM 60.500.000,-
Unggulan dan Pariwisata | PENGEMBANGAN IKLIM
serta PENANAMAN MODAL
PenguatanPerdagangan Kegiatan : 60.500.000,-
dan UMKM Berbasis | Penetapan Pemberian
Ekonomi Kerakyatan Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman  Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 60.500.000,-
Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian  Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal
Program :
PROGRAM PROMOSI 132.581.256,-
PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 132.581.256,-
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 132.581.256,-
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
3. | Penguatan Kompetensi | Program :
tenaga kerja dan akses | PROGRAM PELATIHAN | 1.430.786.449,-
terhadap kesempatan | KERJA DAN
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No

Prioritas Pembangunan

Nama Program/
Kegiatan/Sub Kegiatan
prioritas

Pagu Indikatif

Keterangan
(Rp.) J

Kompetensi

Kegiatan :

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan :

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Program :

PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Kegiatan :

Pelindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia
(PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

79.385.531,-

79.385.531,-

54.139.187,-

54.139.187,-

54.139.187,-

Peningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang
harmoni dan adaptif

Program :

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
Kegiatan :

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang
Penanaman  Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Program :

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Kegiatan :

Pengendalian  Pelaksanaan
Penanaman  Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

808.230.921,-

808.230.921,-

808.230.921,-

276.734.865,-

276.734.865,-

151.242.861,-
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Nama Program/

Pagu Indikatif

No | Prioritas Pembangunan Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp) Keterangan
prioritas P
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Sub Kegiatan : 125.492.004,-

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
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Tabel 4.5.3
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN 'NT[:JﬁIS s SASARAN '22;';?&?5 KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (ouTpUT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
11.780.292 12.958.321 14.226.654 | 15.621.819. 17.156.501 18.844.651
BELANJA RUTIN 724 .996 .196 616 577 .735
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan |, ;0559 | 12.958.321 | 14.226.654 | 15.621.819. | 17.156.501 | 18.844.651
URUSAN PEMERINTAHAN sarana dan prasarana 724 996 196 616 577 735
DAERAH KABUPATEN/KOTA perkantoran ' ' : ' :
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, | dokumen perencanaan, | ., oo 96 | 126.015.96 | 138.617.56 | 152.479.31 | 167.727.24 | 184.499.97
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | penanggaran dan
- 8 5 1 7 9 4
Daerah evaulasi kinerka
perangkat daerah
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen perencanaan yang 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Perencanaan Perangkat Daerah | disusun sesuai
ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA
4 yang disusun sesuai 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
Dokumen RKA-SKPD
ketentuan
Koordinasi dan Penyusunan ijir:lii:tlizt::aeglli(s:sei”a
Laporan Capaian Kinerja dan L . 4.559.968 5.015.965 5.517.561 6.069.317 6.676.249 7.343.874
X L kinerja yang disusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .
sesuai ketentuan
- Jumlah pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi kinerja 80.000.000 | 88.000.000 | 96.800.000 106.480.00 | 117.128.00 | 128.840.80
Daerah 0 0 0
perangkat daerah
Administrasi Keuangan jal:lr:‘lliar\ri‘sltar’axs)ir;;luan o 9.263.115. | 10.189.426 | 11.208.369 | 12.329.206. | 13.562.127 | 14.918.339
Perangkat Daerah 6 260 .786 .465 411 .053 .758
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah ASN yang diberi 9.253.115.2 | 10.178.426. | 11.196.269. | 12.315.896. | 13.547.486. | 14.902.234.
ASN gaji dan tunjangan 60 786 465 411 053 658
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah laporan
Laporan Keuangan ulanan / . 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
X keuangan yang disusun
Triwulanan / Semesteran SKPD
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PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT?J:(l?;s B SASARAN ";AD;';?{;?“R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (outpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Administrasi Kepegawaian Jumlah pemenuhan 194.435.68 | 213.879.24 | 235.267.17 | 258.793.89 | 284.673.27 | 313.140.60
administrasi
Perangkat Daerah . 0 8 3 0 9 7
kepegawaian daerah
Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan
& - . prasarana disiplin 7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 10.248.700 11.273.570
Prasarana Disiplin Pegawai . L
pegawai yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas .
. jumlah pengadaan 141.403.68 155.544.04 171.098.45 188.208.29 207.029.12 227.732.04
Beserta Atribut R R
pakaian dinas ASN 0 8 3 8 8 1
Kelengkapannya
Jumlah jenis
Pendataan dan Pengolahan pengelolaan 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 24.157.650
Administrasi Kepegawaian kepegawaian tepat
waktu
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pelatihan 21.032.000 | 23.135.200 | 25.448.720 | 27.993.592 | 30.792.951 | 33.872.246
dan Fungsi sesuai tugas dan fungsi
Bimbingan Teknis Junmlah peserta
Implementasi Peraturan Lo P R 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
bimbingan teknis
Perundang-Undangan
Jumlah pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat | penyediaan 645.355.18 | 709.890.70 | 780.879.77 | 858.967.75 | 944.864.53 1.039.350.
Daerah administrasi umum 9 8 9 7 2 985
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Jumlah jenis/item
Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi 17.900.043 19.690.047 | 21.659.052 23.824.957 | 26.207.453 | 28.828.198
Bangunan Kantor listrik yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumiah Peralatan dan 105.938.65 | 116.532.52 | 128.185.77 | 141.004.35
4 Perlengkapan Kantor 87.552.609 | 96.307.870 D A T U
Perlengkapan Kantor o 7 3 5 2
yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik jumlah jenis ATK yang 182.639.78 200.903.75 220.994.13 243.093.54 | 267.402.90 | 294.143.19
Kantor disediakan 1 9 5 9 3 4
jumlah makan dan
minum yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan jumlah barang cetak dan | g 196546 | 21115871 | 23.227.458 | 25.550.203 | 28.105.224 | 30.915.746
dan Penggandaan penggandaan yang
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disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan
v dan Perketentuan 100.261.40 110.287.54 121.316.29 133.447.92 146.792.71 161.471.98
Peraturan Perundang-
Perundang-undangan 0 0 4 3 6 7
undangan LT
yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat g‘;?';gnlauﬁ?;'i‘ozad'"as' 151.051.30 | 166.156.43 | 182.772.07 | 201.049.28 | 221.154.20 | 243.269.62
Koordinasi dan Konsultasi SKPD X yang 0 0 3 0 8 9
dilaksanakan
Penatausahaan Arsip Dinamis jumlah arsip yang 104.972.11 115.469.32 127.016.25 139.717.87
pada SKPD dikelola 86.753.810 95:429.191 0 1 3 9
Pengadaan Barang Milik Jumlah jenis barang 475.082.23 | 522.590.45 | 547.349.50 | 574.584.45 | 604.542.89 | 637.497.18
Daerah Penunjang Urusan ane diadakan 1 a 0 0 5 4
Pemerintah Daerah yang
Pengadaan Kendaraan Dinas | JuMiah unitkendaraan —q) 15 50 | 975,000.00 | 275.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00 | 275.000.00
. dinas/operasional yang
Operasional atau Lapangan L 0 0 0 0 0 0
disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 138.076.48 151.884.13 167.072.55 183.779.80 202.157.78 222.373.56
& diadakan 8 7 0 6 6 5
jumlah peralatan dan
Pengada?n Peralatan dan mesin lainnya yang 37.005.743 95.706.318 105.276.94 115.804.64 127.385.10 140.123.61
Mesin Lainnya X 9 4 9 9
diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang J‘::Lan'f ;:"'s ;isa 570.448.25 | 627.493.08 | 690.242.38 | 759.266.62 | 835.193.28 | 918.712.61
Urusan Pemerintahan Daerah p. lang yang 4 0 8 7 9 8
diadakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah jasa pengantar
3.929.485 4.322.434 4.754.677 5.230.145 5.753.159 6.328.475
Menyurat surat
. - Jumlah Tagihan Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, K 289.568.71 318.525.58 350.378.14 385.415.95 423.957.55 466.353.30
. . Air, Telepon dan
Sumber Daya Air dan Listrik 3 5 3 8 3 9
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah tenaga 276.950.05 | 304.645.06 | 335.109.56 | 368.620.52 | 405.482.57 | 446.030.83
outsorching yang
Umum Kantor . 6 2 8 5 7 5
disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang 401.216.33 | 441.337.96 | 485.471.76 | 534.018.93 | 587.420.83 | 646.162.91
Daerah Penunjang Urusan ang dipelihara 1 a 1 7 0 3
Pemerintahan Daerah yang dip
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak, 119.125.60 131.038.16 144.141.97 158.556.17 174.411.79 191.852.97
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan 0 0 6 4 1 0
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel 27.485.375 30.233.913 33.257.304 36.583.034 40.241.338 44.265.471
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan
R . mesin lainnya yang 32.140.400 35.354.440 38.889.884 42.778.872 47.056.760 51.762.436
Mesin Lainnya L
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah gedung kantor 222.464.95 | 244.711.45 | 269.182.59 | 296.100.85 | 325.710.94 | 358.282.03
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
. Lo 6 2 7 6 2 6
Lainnya yang dipelihara
Jumlah Sarana dan
. . 116.079.81 127.687.79 140.456.57 154.502.22 169.952.45 186.947.69
Operasional UPTD Prasarana Operasioanal 0 1 0 7 0 5
yang ada di UPTD
URUSAN PENANAMAN MODAL 1.436.742. 1.908.163. 2.098.980. | 2.308.878.0 2.539.765. 2.793.742.
- REVIU 027 667 034 37 841 425
Meningkatnya | Indeks Persentase Pelaku
Meningkatkan Persentase kulitas Kepuasan Usaha yang
dava tarik peningkatan elayanan clayanan PROGRAM PENGEMBANGAN mendapatkan 259.571.28 285.528.41 314.081.25 345.489.38 380.038.32 418.042.15
va tarix realisasi pelay pelay IKLIM PENANAMAN MODAL | Fasilitas/Insentif 6 5 6 2 0 2
Investaasi . . penanaman penanaman .
investasi Dibidang Penanaman
modal modal
Modal
Penetapan Pemberian Jumlah Pelaku Usaha
Fasilitas/Insentif Dibidang yang mendapatkan 100.000.00 | 110.000.00 | 121.000.00 | 133.100.00 | 146.410.00 | 161.051.00
Penanaman Modal yang Fasilitas/Insentif 0 0 0 0 0 0
Menjadi Kewenangan Daerah | Dibidang Penanaman
Kabupaten/Kota Modal
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Penetapan  Kebijakan Jumlah PERKADA
Daerah  Mengenai Pemberian
Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
dan Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Modal Modal
Jumlah Pelaku Usaha
Evaluasi Pelaksanaan yang Memanfaatkan
Pemberian Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
dan Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Modal Modal sesuai dengan
peruntukannya
Pembuatan Peta Potensi Jumlah Obyek Potensi 159.571.28 | 175.528.41 | 193.081.25 | 212.389.38 | 233.628.32 | 256.991.15
Investasi Kabupaten/Kota dan Peluang Usaha 6 5 6 2 0 2
Penyusunan Rencana Umum .
Penanaman Modal Daerah ;Er;;‘fl')a"ya PERKADA 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensidan | Tersedianya Peta 109.571.28 | 120.528.41 | 132.581.25 | 145.839.38 | 160.423.32 | 176.465.65
Peluang Usaha Potensi dan Peluang
K 6 5 6 2 0 2
Kabupaten/Kota Investasi
PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan 180.678.30 198.746.13 218.620.74 240.482.81 264.531.09 290.984.20
PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 0 0 3 7 9 9
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Jumlah Media Promosi 180.678.30 | 198.746.13 | 218.620.74 | 240.482.81 | 264.531.09 | 290.984.20
menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal 0 0 3 7 9 9
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyusunan Strategi Promosi Rumusan Strategi
R 55.684.200 61.252.620 67.377.882 74.115.670 81.527.237 89.679.961
Penanaman Modal Promosi
Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah kegiatan promosi
124.994.10 137.493.51 151.242.86 166.367.14 183.003.86 201.304.24
Penanaman Modal Daerah penanaman modal yang 0 0 1 7 5 3
Kabupaten/Kota dilakukan
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PROGRAM PELAYANAN ::::':i:: :Z'::Likata" 687.964.77 | 1.084.508. | 1.192.959. | 1.312.255.5 | 1.443.481. | 1.587.829.
PENANAMAN MODAL Induk Berusaha (NIB) 1 685 554 09 060 166
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Jumlah Nomor Induk
Pintu dibidang Penanaman Berusaha (NIB) yan 687.964.77 1.084.508. 1.192.959. | 1.312.255.5 1.443.481. 1.587.829.
Modal yang menjadi erisa yang 1 685 554 09 060 166
diterbitkan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan Jumlah Nomor Induk
e 611.138.69 | 1.000.000.0 | 1.100.000.0 | 1.210.000.0 | 1.331.000.0 | 1.464.100.0
berbasis Sistem Pelayanan Berusaha (NIB) yang
.. . 3 00 00 00 00 00
Perizinan Berusaha berlaku efektif
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pelaku Usaha
Komitmen Perizinan dan Non Yang Memenubhi 45.480.728 50.028.800 | 55.031.680 60.534.848 66.588.333 73.247.167
Perizinan Penanaman Modal Komitmen Izin Usaha
Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pengaduan Yan
Masyarakat terhadap . 'g L J 6.345.350 6.979.885 7.677.874 8.445.661 9.290.227 10.219.250
. Selesai Ditindaklanjuti
Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Rekomendasi Hasil
Sinkronisasi Penetapan Koordinasi dan 25.000.000 | 27.500.000 | 30.250.000 | 33.275.000 | 36.602.500 | 40.262.750
pemberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi
Daerah Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN .Ilsl.Jer::I:i)r:l;’aerl'lakll?'.lelrjcs)aleu:aSi 284.390.73 312.829.7; 344.112.73 378.524.0; 416.376.42 458.014.02
MODAL g Berop
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha
Penanaman Modal yang Berizin Yang Beroperasi 284.390.70 | 312.829.77 | 344.112.74 | 378.524.02 | 416.376.42 | 458.014.06
menjadi Kewenangan Daerah Sesuai Dengan lzin 0 0 7 2 4 6
Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan
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Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Profil
Pemantauan Pelaksanaan Pelaku Usaha Yang 55.684.200 | 61.252.620 | 67.377.882 | 74.115.670 | 81.527.237 | 89.679.961
Penanaman Modal Dipantau
Jumlah Pelaku Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi yang Menjadi Peserta 124.994.10 | 137.49351 | 151.242.86 | 166.367.14 | 183.003.86 | 201.304.24
Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan/Sosialisasi
0 0 1 7 2 8
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Berita
Acara Hasil Pengawasan 103.712.40 | 114.083.64 | 125.492.00 | 138.041.20 | 151.845.32 | 167.029.85
Pengawasan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penanaman 0 0 4 4 5 7
Penanaman Modal
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN Kualitas Data dan
DATA DAN SISTEM INFORMASI | Sistem Informasi 24.136.970 26.550.667 29.205.734 32.126.307 35.338.938 38.872.832
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal
Pengelolz.!an [_)a_ta dan Pengelolaan Data
Informasi Perizinan dan Non Realisasi Penerbitan
Perizinan yang Terintegrasi L 24.136.970 | 26.550.667 | 29.205.734 | 32.126.307 | 35.338.938 | 38.872.832
X Perizinan dan Non
pada Tingkat Daerah Perizinan Tepat Waktu
Kabupaten/Kota P
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan
Pemanfaatan Data dan R
Informasi Perizinan dan Non Informasi Perizinan dan
. . Non Perizinan yang 24.136.970 | 26.550.667 | 29.205.734 | 32.126.307 | 35.338.938 | 38.872.832
Perizinan Berbasis Sistem .
. Dimanfaatkan oleh
Pelayanan Perizinan Berusaha Pemaneku Kepentingan
Terintegrasi secara Elektronik e P &
URUSAN KETENAGAKERJAAN - 15.403.830 | 16.944.213 | 18.638.634 | 20.502.498. | 22.552.747 | 24.808.022
REVIU .283 311 .642 106 917 .708
Meningkatkan Meningkatnya Persentase penggunaan
Kualitas dan | Tingkat Perluasan Meningkatnya | oo cRAM PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 100.000.00 | 110.000.00 | 121.000.00 | 133.100.00 | 146.410.00 | 161.051.00
Produktifitas Pengangguran Lapangan Kesempatan TENAGA KERJA Kerja dalam 0 0 0 0 0 0
Ketenaga Terbuka (TPT) Kerja dan Berusaha perencanaan program /
Kerjaan Ketenaga kegiatan / sub kegiatan
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Kerjaan
Penyusunan Rencana Tenaga Tersedianya Rencana 100.000.00 110.000.00 121.000.00 133.100.00 146.410.00 161.051.00
Kerja (RTK) Tenaga Kerja (RTK) 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Tenaga | Tersedianya Rencana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kerja Makro Tenaga Kerja Makro
Penyusunan Rencana Tenaga | Tersedianya Rencana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Kerja Mikro Tenaga Kerja Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERJA | Peningkatan 1.035.674. | 1.139.242. | 1.253.166. | 1.378.482.9 | 1.516.331. | 1.667.964.
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Produktivitas Tenaga
. 607 068 275 02 192 311
KERJA Kerja
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang 815.620.28 | 897.182.31 | 986.900.54 | 1.085.590.6 | 1.194.149. | 1.313.564.
berdasarkan Unit Kompetensi dilatih dan 8 7 9 03 664 630
P mendapatkan sertifikat
Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang 695.620.28 | 765.182.31 | 841.700.54 | 925.870.60 | 1.018.457.6 | 1.120.303.4
bagi Pencari Kerja berdasarkan dilatih 8 7 9 3 64 30
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan | Jumlah MOU dengan
Kerja Sama dengan Sektor Sektor Swasta
Swasta untuk Penyediaan Penyediaan Instruktur
20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200
Instruktur serta Sarana dan serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Prasarana Lembaga
Kerja Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Jumlah unit/paket 100.000.00 | 110.000.00 | 121.000.00 133.100.00 | 146.410.00 | 161.051.00
Kerja Kabupaten/Kota sarana yang disediakan 0 0 0 0 0 0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Prosentase Lembaga
. & Pelatihan Kerja yang 60.026.866 66.029.553 72.632.508 79.895.759 87.885.335 96.673.868
Kerja Swasta P
bersertifikasi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah pembinaan
. & lembaga pelatihan kerja 60.026.866 66.029.553 72.632.508 79.895.759 87.885.335 96.673.868
Kerja Swasta
swasta
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Jumlah Lembaga
Perizinan dan Pendaftaran Pelatihan Kerja yang 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Lembaga Pelatihan Kerja difasilitasi dalam proses
pendaftaran
Penyediaan Sumber Daya :::::gka:taasr;gunaahtas
Perizinan Lembaga Pelatihan . P 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
. R R perizinan Lembaga
Kerja secara Terintegrasi . .
Pelatihan Kerja
Konsultansi Produktivitas Prosentase Peningkatan
. Produktivitas 60.027.453 66.030.198 72.633.218 79.896.540 87.886.194 96.674.813
pada Perusahaan Kecil .
Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Konsultas.l
o pelaku usaha kecil dan
Produktivitas kepada 60.027.453 66.030.198 72.633.218 79.896.540 87.886.194 96.674.813
h menengah yang
Perusahaan Kecil X
dilaksanakan
.. Persentase peningkatan
Pengukuran Produktivitas skor Produktivitas
Tingkat Daerah . 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
Kabupaten
Pengukuran Kompetensi dan skor Kompetensi dan
& L P . Produktivitas Tenaga 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Produktivitas Tenaga Kerja .
Kerja
PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari 13.780.096 15.158.106 16.673.917 | 18.341.309. 20.175.439 22.192.983
TENAGA KERJA kerja yang ditempatkan .925 .617 .279 007 .908 .899
Pelayanan Antarkerja di Persentase partisipasi 13.347.910 14.682.701 16.150.971 | 17.766.068. 19.542.675 | 21.496.942
Daerah Kabupaten/Kota angkatan kerja .000 .000 .100 210 .031 .534
Penyediaan Sumber Daya ::g':agkigasgg“na:tas 10.795.050. | 11.874.555. | 13.062.010. | 14.368.211. | 15.805.032. | 17.385.535.
Pelayanan antar Kerja P . 000 000 500 550 705 976
pelayanan antar kerja
Pelayanan antar Kerja Persentase tingkat 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
kesempatan kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah peserta
M . . g Penyuluhan dan 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200
Jabatan bagi Pencari Kerja -
Bimbingan Jabatan
Penyelenggaraan Unit Layanan | Jumlah tenaga kerjia 1 54 505 600 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Disabilitas Ketenagakerjaan disabilitas yang terlayani
Perluasan Kesempatan Keria Jumlah pencari kerja 2.502.860.0 | 2.753.146.0 | 3.028.460.6 | 3.331.306.6 | 3.664.437.3 | 4.030.881.0
P ! yang mendaftar 00 00 00 60 26 59
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Penerbitan Izin Lembaga Peningkatan Penerbitan
Penempatan Tenaga Kerja I1zin Lembaga
Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Penempatan Tenaga 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000 87.846.000 96.630.600
Daerah Kabupaten/Kota Kerja Swasta (LPTKS)
Penyediaan Sumber Daya Peningkatan kualitas
Perizinan LPTKS secara sarana prasarana 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500
Terintegrasi perizinan LPTKS
Jumlah dokumen Berita
Pengawasan dan Pengendalian | Acara Pemeriksaan 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100
LPTKS Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS
Pengelolaan Informasi Pasar | Frosentasekualitas - | 0 50 05 | 276.374.91 | 304.012.40 | 334.413.64 | 367.855.01 | 404.640.51
. Pengelolaan Informasi
Kerja . 2 4 5 6 1 2
Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional L
- R . Updating sistem
Aplikasi Informasi Pasar Kerja . . . 40.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 58.564.000 64.420.400
. informasi Pasar Kerja
Online
. Jumlah pencari kerja
Pelayana‘n dan Penyedlaa.n yang terdaftar secara 86.249.922 | 94.874.914 104.362.40 114.798.64 | 126.278.51 138.906.36
Informasi Pasar Kerja Online . 5 6 1 2
online
. . Jumlah perusahaan 125.000.00 137.500.00 151.250.00 166.375.00 183.012.50 201.313.75
Job Fair/Bursa Kerja . R
peserta job fair 0 0 0 0 0 0
Pelindungan PMI (Pra dan Persentase PMI yang 110.937.00 | 122.030.70 | 134.233.77 | 147.657.15 | 162.422.86 | 178.665.15
Purna Penempatan) di Daerah dilavani 3 3 a 1 6 3
Kabupaten/Kota v
Penlngkatarf Pellndungar.1 dan Jumiah Pekerja Migran
Kompetensi Calon Pekerja Indonesia (PMI) ilegal
Migran Indonesia . € 40.937.003 45.030.703 49.533.774 54.487.151 59.935.866 65.929.453
o yang dapat di
(PMI)/Pekerja Migran minimalisir
Indonesia (PMI)
Peningkatan kualitas
Penyediaan Layanan Terpadu | sarana dan prasarana 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
pada Calon Pekerja Migran Layanan Terpadu pada
Calon Pekerja Migran
Jumlah Pekerja Migran
Pemberdayaan Pekerja Migran | Indonesia Purna 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Indonesia Purna Penempatan Penempatan yang
bekerja kembali
REN/A DPMPTSP 2024 k%]




PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT?Jﬁ\;s B SASARAN ";AD;':{;?“R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (outpuT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Penerbitan Perpanjangan
IMTA yang Lokasi Kerja dalam Persentase penggunaan
1 (satu) Daerah IMTA sesuai 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
Kabupaten/Kota peruntukannya
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perpanjangan IMTA yang Jumlah Perpanjangan
Lokasi Kerja dalam 1 (satu) IMTA yang Lokasi Kerja 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN Presentase Pengesahan 357.172.62 392.889.89 432.178.88 475.396.76 522.936.44 575.230.09
INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan 9 1 1 9 5 0
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran Jumlah peserta
Perjanjian Kerja Bersama . p' 130.833.52 143.916.87 158.308.56 174.139.41 191.553.36 210.708.69

sosialisasi pembuatan
untuk Perusahaan yang hanya 2 5 2 8 0 6

. PP dan PKB
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan yang | ;¢ ca6 409 | 61145050 | 67.259.555 | 73.985.511 | 81.384.062 | 89.522.468
Perusahaan bagi Perusahaan membentuk LKS Bipartit
Pendaftaran Perjanjian Jumlah perjanjiankerja | 54 506 000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Kerjasama bagi Perusahaan sama yang dicatat
Penyelenggar.aan Pendataan Jumlah pekerja/buruh
dan Informasi Sarana ang meniadi peserta
Hubungan Industrial dan yang Jacl p 55.247.113 60.771.825 66.849.007 73.533.908 80.887.298 88.976.028
. . . program BPIJS Ketenaga

Jaminan Sosial Tenaga Kerja )

Kerjaan
serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Presentase 226.339.10 | 248.973.01 | 273.870.31 | 301.257.35 | 331.383.08 | 364.521.39
Industrial, Mogok Kerja dan Penyelesaian 6 7 3 0 5 a
Penutupan Perusahaan di Perselisihan Perusahaan
Daerah Kabupaten/Kota
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PROGRAM / KEGIATAN / SUB

INDIKATOR OUTCOM /

PAGU INDIKATIF (Rp.)

TUJUAN INT?J:(l?;s B SASARAN ";AD;';Q;?“R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (ouTpUT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Jumlah mediasi
Perusahaan yang penyelesaian 55.616.079 61.177.687 67.295.456 74.025.001 81.427.502 89.570.252
Berakibat/Berdampak pada perselisihan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
. Persentase penurunan
Kerja, dan Penutupan .
perselisihan hubungan
Perusahaan yang A 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
X Industrial yang masuk ke
Berakibat/Berdampak pada Pengadilan HI
Kepentingan di 1 (satu) Daerah &
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
8 gusana, keanggotaan SP/SB yang 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
dan Konfederasi Serikat terverifikasi
Pekerja/Serikat Buruh serta
Non Afiliasi
Pelaksanaan .OperaSIOrTaI . Jumlah ketenagan 110.723.02 121.795.33 133.974.86 147.372.34 162.109.58 178.320.54
Lembaga Kerjasama Tripartit bekeria 7 0 3 9 4 )
Daerah Kabupaten/Kota )
i nag ) buruh peserta program 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
dan Fasilitas Kesejahteraan -
. BPIJS Ketanaga Kerjaan
Pekerja
Persentase Transmigran
PROGRAM PEMBANGUNAN yang Berhasil 130.886.12 | 143.974.73 | 158.372.20 | 174.209.42 | 191.630.37 | 210.793.40
KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatkan Taraf 2 4 8 9 1 9
Ekonomi dan Sosialnya
Penataan Persebaran Jumlah kunjungan
. kerjasama antar daerah 130.886.12 | 143.974.73 | 158.372.20 | 174.209.42 | 191.630.37 | 210.793.40
Penduduk yang Berasal dari 1 enempatan 2 4 3 9 1 9
(satu) Daerah Kabupaten/Kota p p .
transmigrasi
RENJA DPMPTSP 2024 &3




PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR OUTCOM / PAGU INDIKATIF (Rp.)
TUJUAN INT[:::(lﬂz B SASARAN ";AD;';’;;?“R KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2019) (ouTpUT) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pemindahan dan Penempatan
Transmigran yang berasal dari Jumlah calon
1 (satu) gDaer:h J transmigran yang 60.886.122 66.974.734 73.672.208 81.039.429 89.143.371 98.057.709
Kabupaten/Kota diberangkatkan
Jumlah KK yang
Penyuluhan Transmigrasi P’";%TEE:?" 20.000.000 | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200
Transmigrasi
Jumlah KK yang
Pelatihan Transmigrasi mendapatkan Pelatihan 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 73.205.000 | 80.525.500
Transmigrasi
JUMLAH 28.620.865. | 31.810.698. | 34.964.268. | 38.433.195. | 42.249.015. | 46.446.416.
033 974 872 759 335 868
RENJA DPMPTSP 2024 LS




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable
development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu
strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta
menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi
dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024, juga
berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala
dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi
pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan
pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen aktion plan memuat prioritas
program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta
mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022.
Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai

dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

RENJA DPMPTSP 2024 &Y



2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan
penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

3. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing
SKPD.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Agar Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat ditetapkan tepat
waktu,  berikut ini jadwal penyelesaian dan penyempurnaan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2024 :

No Kegiatan Jadwal Keterangan

1. | Rancangan Awal Renja PD Minggu IV Desember 2022 Bappeda

2. | Verifikasi Akhir Renja PD | Mingu I-1l Juli 2023 Bappeda
oleh Bidang Sektoral
Bappeda
3. | Reviu APIP Minggu -1l Juli 2023 Inspektorat
4. | Penetapan Renja PD Minggu | Agustus 2023 Bagian Hukum Setda
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Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam
penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Matrik
rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan masukan

penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

W‘ SENANAMAN MODAL \
ANAN TERPADU ATy PINTU

DANTE! \»‘«GF\'\ERJR
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RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
JI. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 — Fax. (0328) 666923 - SUMENEP



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya rencana kerja tahunan adalah satu kesatuan system
perencanaan nasional dengan tujuan tercapainya tujuan memajukan
kesejahteraan masyarakat dengan menjamin konsistensi dan sinergitas antar
dokumen perencanaan, penganggaran sampai dengan pengendalian
perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah dimana dalam proses penyusunan Renja OPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karemnanya Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja
OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra
OPD.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana
kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja
yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
disusun mengacu pada arget kinerja rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, Rencana Strategis Bappeda 2022-

2026 serta Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2,

LANDASAN HUKUM

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah untuk merumuskan rencana
kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep
untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan
- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB. 1 : PENDAHULAUN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. 1II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024

BAB. III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV : PENUTUP
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumenep (RENJA PERUBAHAN) adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis BAPPEDA. Keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan
(Renja Perubahan) BAPPEDA Kabupaten Sumenep menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang
telah dicapai pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Secara umum pada tahun 2024, BAPPEDA pelaksanaan Rencana Kerja
merupakan hasil capaian pelaksanaan hingga triwulan II program kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten
Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja BAPPEDA tahun 2024
dapat dilihat pada table dibawah ini.

Pelaksanaan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dilakukan
kedalam 3 Program dan 13 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,

sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENJA PERUBAHAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

Indikator Realisasi Kinerja dan Tingkat Unit
: Kinerja oaqi : Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Urusan/Bidan Program Target Renstra Re_allsa}ﬂ Capaian Target Kinerja dan N . Capaian Anggaran Renstra Kinerja dan Peran
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra : F Capaian o Perangkat Daerah s/d AN gkat
N P intah (outcome) d hun 202 I h Anggaran Renja ineria d Kinerja dan hun 202 Realisasi
Sasaran emerintal dan pada Tahun 2021- Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun 2024 Anggaran Daera
o Daerah/Progr Kegiatan 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berjalan yan Renja Perangkat Angoaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s (out gut) Jsub Renstra Perangkat Perangkat Daerah dievaluagi (202):1) 9 " n v Daerah yang dievaluasi Rgegn'a Pelaksanaan Renja Perangkat Penan
ub kegiatan P Daerah) Tahun Lalu (2024) J Perangkat Daerah Tahun 9 ggung
kegiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
6 7 8 10 1 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 16 ;)éf/{f X 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan Jumlah 147.180.780 45.458.100 11.743.800 1.285.000 1.285.000 35,71 10,94 46.743.100 31,76
Perencanaan, Dokumen
Penganggaran | Perencanaa
, dan Evaluasi n dan
Kinerja Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah yang

Disusun
Penyusunan Jumlah 3 5.615.300 3 2.569.400 - 0 640.000 - - 0 640.000 0,00 24,91 3 6.255.300 #DI #DIV/
Dokumen dokumen VI0 o!
Perencanaan perencanaan !
Perangkat perangkat
Daerah daerah

disusun tepat

waktu
Koordinasi dan Jumlah 1 4.469.400 1 1.057.200 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 1 4.469.400 #DI #DIV/
Penyusunan dokumen A} o!
Dokumen RKA !
RKA-SKPD disusun tepat

waktu
Koordinasi dan Jumlah 1 3.944.500 1 925.400 - 0 - - - 0 - 0,00 0,00 1 3.944.500 #DI #DIV/
Penyusunan dokumen VI0 o!
Dokumen RKA !
Perubahan Perubahan
RKA-SKPD disusun tepat

waktu
Koordinasi dan Jumlah 1 3.521.500 1 925.400 - 0 325.000 - - 0 325.000 0,00 35,12 1 3.846.500 #DI #DIV/
Penyusunan dokumen V/I0 o!
DPA-SKPD DPA !

disusun tepat

waktu
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
intah (outcome) ada Tahun 2021- Perangkat Daerah Anggaran Renja Kinerja dan Anggaran Kinerja dg-m Tahun 2024 Realisasi Daera
Sasaran Pemerinta dan P . N ng . Perangkat Daerah Ja 99 Realisasi N Anggaran
0 Daerah/Progr Kegiat 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s egia 7” b Renstra Perangkat Perangkat Daerah dieval Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 992l Pelaksanaan Renja K Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Jumlah 1 4.435.500 1 925.400 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 4.435.500 #DI #DIV/
Penyusunan dokumen VI0 0!
Perubahan DPA !
DPA-SKPD Perubahan
disusun tepat
waktu
Koordinasi dan | Jumlah 3 12.927.000 3 1.635.300 3 - 0 - 0 - 0 - 3 - 100 0,00 | 6 12.927.000 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VIo 0!
Laporan Kinerja !
Capaian Perangkat
Kinerja dan Daerah
Ikhtisar disusun tepat
Realisasi waktu
Kinerja SKPD
Evaluasi Jumlah 4 10.544.900 4 3.705.700 1 - 1 320.000 0 - 0 - 2 320.000 50 8,64 6 10.864.900 #DI #DIV/
Kinerja Laporan VIo 0!
Perangkat Evaluasi !
Daerah Internal
Perangkat
Daerah
disusun tepat
waktu
Kegiatan Jumlah 3 | 25.399.902.843 3 12.328.758.985 4 | 4.992.098.387 2 | 697.595.256 2 | 1.807.612.980 0 - 0 - 4 2.505.208.236 100 50,18 | 7 14.833.967.221 233 58,40
Administrasi Laporan
Keuangan Keuangan
Perangkat (Neraca,
Daerah LRA, dan
LO) yang
Disusun
Penyediaan Jumlah Gaji 54 12.300.081.745 37 | 4.979.523.987 37 | 697.595.256 | 37 | 1.803.304.980 0 - 0 - 74 2.500.900.236 200 50,22 128 14.800.981.981 #DI #DIV/
Gaji dan dan A} o!
Tunjangan Tunjangan !
ASN ASN yang
dibayar
Koordinasi dan Jumlah 1 9.294.320 1 1.721.700 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 100 0,00 2 9.294.320 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan A} 0!
Laporan Akhir Tahun !
Keuangan disusun tepat
Akhir Tahun waktu
SKPD
Koordinasi dan | Jumlah 2 19.382.920 2 10.852.700 0 - 1 4.308.000 0 - 0 - 1 4.308.000 50,00 39,70 3 23.690.920 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VIo 0!
Laporan Keuangan !
Keuangan Semesteran
Bulanan/Triwu disusun tepat
lanan/ waktu
Semesteran
SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'"‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g UrL!san (outcome) Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Real Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah s/d Realisasi gkat
N S Pemerintah d pada Tahun 2021- Perangkat Daerah peranakat Daerah Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun 2024 Anqoaran Daera
0 asaran Daerah/Progr K an 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat}’:ln b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enstll’(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
6 7 8 9 10 11 12 13= = = 16 = 15/6 x
= (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Jumlah 50 79.062.366 54 364.747.850 54 30.000.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 54 364.747.850 108 | 461,34
Administrasi ASN yang
Kepegawaian Disiplin
Perangkat
Daerah
Pengadaan Jumlah 80 198.747.850 1 - - - - - 0 - 0,00 #DIV/0 80 198.747.850 #DI #DIV/
Pakaian Dinas Pengadaan ! V/0 0!
Beserta Atribut Pakaian !
Kelengkapanny Dinas Batik
a Lapanganya
ng
disediakan
Pendidikan dan | Jumlah 0 166.000.000 1 30.000.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 0 166.000.000 #DI #DIV/
Pelatihan pegawai V/0 0!
Pegawai yang !
Berdasarkan mengikuti
Tugas dan diklat/pelatih
Fungsi an/bimtek
Kegiatan Jumlah 5 2.373.553.534 5 1.583.617.100 6 959.190.087 98.087.846 178.848.802 - - 4 276.936.648 66,67 28,87 9 1.860.553.748 180 78,39
Administrasi kebutuhan
Umum Pelayanan
Perangkat administras
Daerah i umum
Aparatur
Penyediaan Jumlah 4 35.350.676 1 16.371.945 5.438.000 3.945.000 - - 1 9.383.000 100,0 57,31 5 44.733.676 #DI #DIV/
Komponen komponen 0 VIo 0!
Instalasi listrik/penera !
Listrik/Peneran ngan yang
gan Bangunan disediakan
Kantor
Penyediaan Jumlah 4 120.332.190 9 58.948.016 7.336.000 10.032.000 - - 4 17.368.000 44,44 29,46 8 137.700.190 #DI #DIV/
Peralatan dan Peralatan V/I0 o!
Perlengkapan dan 1
Kantor Perlengkapa
n Kantor
yang dibeli
Penyediaan Jumlah 22 502.626.288 7 146.976.918 12.684.000 41.965.500 - - 3 54.649.500 42,86 37,18 25 557.275.788 #DI #DIV/
Bahan Logistik logistik V/I0 o!
Kantor kantor yang !
disediakan
Penyediaan Jumlah cetak 77 33.427.094 4 15.650.340 1.075.000 9.675.000 - - 2 10.750.000 50,00 68,69 79 44.177.094 #DI #DIV/
Barang dan VIo 0!
Cetakan dan penggandaan 1
Penggandaan yang
disediaakan
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator

Tingkat

P . . . Realisasi Kinerja dan N Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Rerjlstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g UrL!san (outcome) Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Real Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah s/d Realisasi gkat
N S Pemerintah d pada Tahun 2021- Perangkat Daerah peranakat Daerah Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun 2024 Anqoaran Daera
0 asaran Daerah/Progr K an 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat}’:ln b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enstll’(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
6 7 8 9 10 11 12 13= = = 16 = 15/6 x
= (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jumlah 15 437.884.970 15 322.854.400 5.100.000 23.900.000 - - 7 29.000.000 46,67 8,98 22 466.884.970 #DI #DIV/
Bahan Bacaan bahan A\ o!
dan Peraturan bacaan dan !
Perundang publikasi
undangan yang
disediakan
Penyelenggara Jumlah 120 294.879.788 30 185.494.000 60.454.846 7 85.331.302 - - 14 145.786.148 46,67 78,59 134 440.665.936 #DI #DIV/
an Rapat kegiatan V/0 0!
Koordinasi dan rapat !
Konsultasi koordinasi
SKPD dan
konsultasi
yang
dihadiri
Penatausahaan Jumlah arsip 180 159.116.094 1 212.894.468 6.000.000 0 4.000.000 - - 0 10.000.000 0,00 4,70 180 169.116.094 #DI #DIV/
Arsip Dinamis yang v/ 0!
pada SKPD dikelola !
Kegiatan Jumlah 2 1.419.394.615 2 34.100.000 5 75.679.270 35.846.896 3 38.510.000 - - 4 74.356.896 80,00 98,25 6 108.456.896 300 7,64
Pengadaan Jenis
Barang Milik Pengadaan
Daerah yang dibeli
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah 1 46.055.187 0 - - 0 - - - 0 - #DIV/ #DIV/O 1 46.055.187 #DI #DIV/
Kendaraan Pengadaan o! ! V/I0 o!
Dinas Kendaraan !
Operasional Dinas
atau Lapangan Operasional
yang
disediakan
Pengadaan Jumlah 0 0 - - 0 - - - 0 - #DIV/ #DIV/O 0 #DI #DIV/
Mebel mebel yang 0! ! VIo 0!
dibeli !
Pengadaan Jumlah Unit 34 34.100.000 5 75.679.270 35.846.896 3 38.510.000 - - 5 74.356.896 100,0 98,25 39 108.456.896 #DI #DIV/
Peralatan dan Peralatan 0 V/I0 o!
Mesin Lainnya dan Mesin !
Lainnya
yang
Disediakan
Kegiatan Jumlah jasa 8] 925.603.409 4 408.621.999 4 232.304.550 51.703.997 1 52.154.382 - - 2 103.858.379 50,00 44,71 6 512.480.378 200 55,37
Penyediaan penunjang
Jasa yang
Penunjang disediakan
Urusan
Pemerintahan
Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENGCGANA KERJA (RENJA) TAHIUN 2023

Ir&gikaﬁor . . Tingkat Realisasi Kinerja dan ginglfat Unit
Urusan/Bidan Prlongergre:l Target Renstra Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Celir;;%i:n Anggaran Renstra Kini?j‘i;?an Peran
g Urusan (outcome) Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah s/d Realisasi gkat
N S Pemerintah pada Tahun 2021- Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran A Tahun 2024 Daera
asaran dan . : . : Perangkat Daerah . Realisasi . Anggaran
0 Daerah/Progr Kegiatan 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s g Renstra Perangkat Perangkat Daerah . Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 99al Pelaksanaan Renja Penan
ub kegiatan (outputy/sub Daerah) Tahun Lalu (2024) dievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
kegiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
6 7 8 9 10 1 12 13= = = 16= 15/6 x
=(9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jumlah 16 408.621.999 4 232.304.550 1 51.703.997 52.154.382 - - 2 103.858.379 50,00 44,71 18 512.480.378 #DI #DIV/
Jasa Tagihan A\ o!
Komunikasi, Komunikasi, !
Sumber Daya Sumber
Air dan Listrik Daya Air
dan Listrik
yang dibayar
Kegiatan Jumlah 1 970.136.532 1 799.450.896 4 475.714.363 1 37.050.258 1 45.607.784 0 = = 2 82.658.042 50,00 17,38 3 882.108.938 300 90,93
Pemeliharaan barang
Barang Milik milik
Daerah daerah
Penunjang yang
Urusan dipelihara
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jumlah 34 389.014.281 16 292.847.768 4 24.300.258 4 28.112.784 0 - - 8 52.413.042 50,00 17,90 42 441.427.323 #DI #DIV/
Jasa Kendaraan VI0 o!
Pemeliharaan, Dinas !
Biaya Operasional
Pemeliharaan atau
dan Pajak Lapangan
Kendaraan yang
Perorangan Dipelihara
Dinas atau dan
Kendaraan dibayarkan
Dinas Jabatan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Jumlah 46 104.323.487 78 49.258.894 19 6.750.000 19 13.495.000 0 - - 38 20.245.000 48,72 41,10 84 124.568.487 #DI #DIV/
Peralatan dan Peralatan V/I0 o!
Mesin Lainnya dan Mesin !
Lainnya
yang
Dipelihara
Pemeliharaan/ Jumlah 1 306.113.128 1 133.607.701 0 6.000.000 0 4.000.000 0 - - 0 10.000.000 0,00 7,48 1 316.113.128 #DI #DIV/
Rehabilitasi Gedung V/I0 o!
Gedung Kantor Kantor dan !
dan Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya
yang
Dipelihara/
Direhabilitas
1




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
Sasaran Pemerintah dan pada Tahlun 2921- Perangkat DaerahA peranakat Daerah Kmerjf} dan Anggaran Realisasi Tahyn 2024 Anqoaran Daera
0 Daerah/Progr Keai 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat7n b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enstll’(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Jumlah 4 5.959.658.722 4 893.883.448 4 816.683.210 1 9.366.500 1 238.801.567 0 - 0 - 2 248.168.067 50,00 30,39 6 1.164.057.565 150 19,53
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perencanaa
dan n sesuai
Pendanaan dengan
ketentuan
Analisis Jumlah 0 - 1 285.645.050 0 - 0 3.564.000 0 - 0 - 0 3.564.000 0,00 1,25 0 3.564.000 #DI #DIV/
Kondisi Dokumen V/I0 o!
Daerah, Rancangan !
Permasalahan, Awal
dan Isu RPJMD/RK
Strategis PD (Sesuai
Pembangunan Kebutuhan
Daerah Jika RPIMD
Maka
Rancangan
Teknokratik)
Pelaksanaan Jumlah 1 22.006.050 1 11.258.800 1 - 0 3.817.000 0 - 0 - 1 3.817.000 100,0 33,90 2 25.823.050 #DI #DIV/
Konsultasi Berita Acara 0 V/0 0!
Publik Konsultasi !
Publik
Koordinasi Jumlah 1 15.121.150 1 7.203.300 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 100,0 0,00 2 15.121.150 #DI #DIV/
Pelaksanaan Berita Acara 0 V/I0 o!
Forum Forum !
Perangkat Perangkat
Daerah/Lintas Daerah/Linta
Perangkat s Perangkat
Daerah Daerah
Pelaksanaan Jumlah 2 51.703.988 2 30.528.900 2 - 2 6.864.500 0 - 0 - 4 6.864.500 200,0 22,49 6 58.568.488 #DI #DIV/
Musrenbang Berita Acara 0 A} o!
Kabupaten/Kot Musrenbang !
a Kabupaten/
Kota
Penyiapan Jumlah 135 30.372.400 | 1670 76.038.500 16 - 0 19.078.500 0 - 0 - 167 19.078.500 100,0 25,09 1805 49.450.900 #DI #DIV/
Bahan Usulan 70 0 0 V/I0 o!
Koordinasi yang !
Musrenbang Terverifikasi
Kecamatan oleh
Kecamatan
Koordinasi Jumlah 1 796.685.910 3 406.008.660 0 9.366.500 1 205.477.567 0 - 0 - 1 214.844.067 33,33 52,92 2 1.011.529.977 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen VIo 0!
dan Penetapan Perencanaan !
Dokumen Pembanguna
Perencanaan n Daerah
Pembangunan Kabupaten/
Daerah Kota yang
Kabupaten/Kot Ditetapkan
a (RPJPD/RPJ
MD/RKPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'"‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
N S Pemerintah d pada Tahun 2021- Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran A Tahun 2024 Daera
asaran an . N . . Perangkat Daerah . Realisasi N Anggaran
0 Daerah/Progr Kegiat 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s egia }’m b Renstra Perangkat Perangkat Daerah dieval Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 992l Pelaksanaan Renja K Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Jumlah 1 303.476.814 1 100.318.444 1 77.660.294 0 4.805.000 2.000.000 - - 0 6.805.000 0,00 8,76 1 107.123.444 100 35,30
Analisis Data data dan
dan Informasi informasi
Pemerintahan Pelaksanaa
Daerah n
Bidang pembangun
Perencanaan an daerah
Pembangunan
Daerah
Pembinaan dan Jumlah 51 80.201.144 51 55.448.494 51 4.805.000 2.000.000 - - 51 6.805.000 100,0 12,27 102 87.006.144 #DI #DIV/
Pemanfaatan Orang yang 0 V/0 0!
Data dan Dibina !
Informasi dalam
Perencanaan Pemanfaatan
Pembangunan Data dan
Perangkat Informasi
Daerah
Penyusunan Jumlah 1 20.117.300 1 22.211.800 0 - - - - 0 - 0,00 0,00 1 20.117.300 #DI #DIV/
Profil Buku Profil V/0 0!
Pembangunan Pembanguna !
Daerah n Daerah
Kabupaten/Kot yang
a Diterbitkan
Kegiatan Jumlah 6 2.803.027.132 6 1.307.296.710 14 735.738.000 3 10.056.500 184.943.152 - - 6 194.999.652 42,86 26,50 12 1.502.296.362 200 53,60
Pengendalian, Laporan
Evaluasi dan Pelaksanaa
Pelaporan n
Bidang Pembangun
Perencanaan an Daerah
Pembangunan
Daerah
Koordinasi Jumlah 1 141.429.600 13 81.354.200 3 1.188.000 11.399.000 - - 6 12.587.000 46,15 15,47 7 154.016.600 #DI #DIV/
Pengendalian Laporan VIo 0!
Perencanaan Hasil !
dan Pengendalia
Pelaksanaan n
Pembangunan Perencanaan
Daerah di dan
Kabupaten/Kot Pelaksanaan
a Pembanguna
n
Monitoring, Jumlah 1 1.165.867.110 1 654.383.800 1 8.868.500 173.544.152 - - 1 182.412.652 100,0 27,88 2 1.348.279.762 #DI #DIV/
Evaluasi dan Laporan 0 V/I0 o!
Penyusunan Hasil !
Laporan Evaluasi
Berkala Kinerja
Pelaksanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Realisasi Kinerja dan Tingkat Unit
Urusan/Bidan Fl'<r 'Onergﬁ] Target Renstra Realisasi Capaian Target Kineria dan Realisasi Kinerja pada Triwulan g;ng;li(;i:] Anggaran Renstra Ki(rizez e:jnan Peran
g Urusan 9 Perangkat Daerah Kinerja Renstra g jad Realisasi Capaian ~ap Perangkat Daerah s/d Ja e gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
N S Pemerintah pada Tahun 2021- Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran A Tahun 2024 Daera
asaran dan . . . . Perangkat Daerah . Realisasi N Anggaran
0 Daerah/Progr Kegiatan 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s g Renstra Perangkat Perangkat Daerah . Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 99al Pelaksanaan Renja Penan
" (output)/sub dievaluasi (2024) Renja Perangkat
ub kegiatan kegiatan Daerah) Tahun Lalu (2024) PD Tahun 2024 Perangkat Daerah Tahun Daerah s/d ggung
(out put) 2024) tahun 2024 | JAWab
_ _ _ 16 = 15/6 x
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan Jumlah 3.132.188.036 292.242.005 220.224.688 35.343.600 46.038.750 81.382.350 0,00 36,95 373.624.355 11,93
Koordinasi dokumen
Perencanaan Perencanaa
Bidang n
Pemerintahan Pembangun
dan an Daerah
Pembangunan Bidang
Manusia Pemerintah
an dan
Pembangun
an Manusia
disusun
tepat waktu
Koordinasi Jumlah 1 96.741.821 1 64.597.494 12.944.600 13.299.500 - - 0 26.244.100 0,00 40,63 1 122.985.921 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen VI0 o!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang
Pemerintahan Pemerintaha
(RPJPD, nyang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya RPJPD,
RPJMD dan
RKPD
Asistensi Jumlah 1 33.429.250 1 38.693.200 5.905.000 6.236.000 - - 0 12.141.000 0,00 31,38 1 45.570.250 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan A} 0!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Pemerintaha
n
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”U.“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g UrL!san (outcome) Perangkat Daerah Kinerja Renstra Anggaran Renja Real Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah s/d Realisasi gkat
S Pemerintah dan pada Tahun 2021- Perangkat Daerah peranakat Daerah Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun 2024 Anqoaran Daera
0 asaran Daerah/Progr Keai 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat7n b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enst[(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
6 7 8 9 10 11 12 13= = = 16 = 15/6 x
= (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Jumlah 1 20.702.420 1 7.546.700 0 - 0 4.000.000 0 - 0 - 0 4.000.000 0,00 53,00 1 24.702.420 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan VI0 0!
Evaluasi Monitoring !
Penyusunan dan Evaluasi
Dokumen Penyusunan
Perencanaan Dokumen
Pembangunan Perencanaan
Perangkat Pembanguna
Daerah Bidang n Perangkat
Pemerintahan Daerah
Bidang
Pemerintaha
n
Koordinasi Jumlah 1 92.180.894 1 63.206.994 0 8.494.000 0 13.742.000 0 - 0 - 0 22.236.000 0,00 35,18 1 114.416.894 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen VIo 0!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang
Pembangunan Pembanguna
Manusia n Manusia
(RPJPD, yang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya (RPJPD.
RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Jumlah 1 27.636.500 1 38.724.200 0 8.000.000 0 8.761.250 0 - 0 - 0 16.761.250 0,00 43,28 1 44.397.750 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan A} 0!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Pembanguna
Manusia n Perangkat
Daerah
Bidang
Pembanguna
n Manusia

RENGCANA KERJIA (RENJA) TARUN 2023 13




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'"‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra A Renia F Capaian Kineria dan Perangkat Daerah s/d Realisasi gkat
N S Pemerintah (outcome) pada Tahun 2021- Perangkat Daerah nggaran J Kinerja dan Anggaran Ja g Tahun 2024 Daera
asaran dan . N . . Perangkat Daerah . Realisasi N Anggaran
0 Daerah/Progr Kegiat 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s egia }’m b Renstra Perangkat Perangkat Daerah dieval Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 992l Pelaksanaan Renja K Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
1 2 4 5
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Jumlah 1 21.551.120 1 7.456.100 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 21.551.120 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan VI0 0!
Evaluasi Hasil !
Penyusunan Pelaksanaan
Dokumen Monitoring
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Pembanguna
Manusia n Perangkat
Daerah
Bidang
Pembanguna
n Manusia
Kegiatan Jumlah 2 2.751.907.015 2 467.203.988 2 189.162.788 19.712.600 0 40.710.500 0 - 0 - 0 60.423.100 0,00 31,94 2 527.627.088 100 19,17
Koordinasi Dokumen
Perencanaan Perencanaa
Bidang n Bidang
Perekonomian | Perekonomi
dan SDA an dan
(Sumber Daya | Sumber
Alam) Daya Alam
Koordinasi Jumlah 1 46.603.394 1 43.592.694 4.867.000 0 14.480.500 0 - 0 - 0 19.347.500 0,00 44,38 1 65.950.894 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen VIo 0!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang
Perekonomian Perekonomia
(RPJPD, nyang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”U.“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
Sasaran Pemerintah dan pada Tahlun 2921- Perangkat DaerahA peranakat Daerah Kmerjﬁ} dan Anggaran Realisasi Tahyn 2024 Anqoaran Daera
0 Daerah/Progr Keai 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat7n b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enstll’(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Jumlah 1 150.365.900 1 28.450.400,00 0 - 0 4.085.500 0 - 0 - 0 4.085.500 0,00 14,36 1 154.451.400 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VI0 o!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Perekonomian Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Perekonomia
n
Pelaksanaan Jumlah 1 11.840.000 1 6.516.400 0 1.000.000 0 231.500 0 - 0 - 0 1.231.500 0,00 18,90 1 13.071.500 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan VIo 0!
Evaluasi Hasil !
Penyusunan Pelaksanaan
Dokumen Monitoring
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Perekonomian Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Perekonomia
n
Koordinasi Jumlah 1 63.680.994 1 72.738.894 0 11.865.600 0 16.413.000 0 - 0 - 0 28.278.600 0,00 38,88 1 91.959.594 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen A} o!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang SDA
SDA (RPJPD, yang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya (RPJPD.
RPJMD dan
RKPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”‘?“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
Sasaran Pemerintah dan pada Tahlun 2921- Perangkat DaerahA peranakat Daerah Kmerjf} dan Anggaran Realisasi Tahyn 2024 Anqoaran Daera
g 99
0 Daerah/Progr Kegiat 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tahun Berialan yan Renja Perangkat Anggaran (Akhir Tahun Renstra h
am/Kegiatan/s egia 7” b Renstra Perangkat Perangkat Daerah dieval Jalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi 992l Pelaksanaan Renja K Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Jumlah 1 143.648.900 1 31.327.800 0 - 0 5.500.000 0 - 0 - 0 5.500.000 0,00 17,56 1 149.148.900 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VI0 o!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
SDA Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang SDA
Pelaksanaan Jumlah 1 51.064.800 1 6.536.600 0 1.980.000 0 - 0 - 0 - 0 1.980.000 0,00 30,29 1 53.044.800 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan v/ 0!
Evaluasi Hasil !
Penyusunan Pelaksanaan
Dokumen Monitoring
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
SDA Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang SDA
Kegiatan Jumlah 2 3.442.920.432 2 520.140.781 2 421.056.830 0 24.299.821 0 41.450.400 0 - 0 - 0 65.750.221 0,00 15,62 2 585.891.002 100 17,02
Koordinasi Dokumen
Perencanaan Perencanaa
Bidang n Bidang
Infrastruktur Infrastrukt
dan ur dan
Kewilayahan Kewilayaha
n disusun
tepat waktu
Koordinasi Jumlah 1 141.581.438 1 87.294.285 0 11.593.200 0 22.153.900 0 - 0 - 0 33.747.100 0,00 38,66 1 175.328.538 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen A} o!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
(RPJPD, yang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya (RPJPD.
RPJMD dan
RKPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”U.“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
Sasaran Pemerintah dan pada Tahlun 2Q21- Perangkat DaerahA peranakat Daerah Klnerjﬁ} dan Anggaran Realisasi Tahyn 2024 Anqoaran Daera
0 Daerah/Progr Keai 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat7n b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enst[(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Jumlah 1 126.097.105 1 19.428.860 0 - 0 1.188.000 0 - 0 - 0 1.188.000 0,00 6,11 1 127.285.105 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VI0 o!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Infrastruktur
Pelaksanaan Jumlah 1 34.121.900 1 2.635.100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 34.121.900 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan VIo 0!
Evaluasi Hasil !
Penyusunan Pelaksanaan
Dokumen Monitoring
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Infrastruktur Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Jumlah 1 35.975.750 1 100.980.400 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 35.975.750 #DI #DIV/
Pelaksanaan Laporan VIo 0!
Sinergitas dan Hasil !
Harmonisasi Sinkronisasi
Perencanaan Renstra/Renj
Pembangunan a dengan
Daerah Bidang RKPD/RPJ
Infrastruktur MD pada
Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Jumlah 1 125.230.988 1 87.546.535 0 12.706.621 0 18.108.500 0 - 0 - 0 30.815.121 0,00 35,20 1 156.046.109 #DI #DIV/
Penyusunan Dokumen A} o!
Dokumen Perencanaan !
Perencanaan Pembanguna
Pembangunan n Daerah
Daerah Bidang Bidang
Kewilayahan Kewilayahan
(RPJPD, yang
RPJMD dan Dikoordinir
RKPD) Penyusunan
nya RPJPD.
RPJMD dan
RKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'”U.“kaFO’ . . ingk Realisasi Kinerja dan Tinglfat Unit
Urusan/Bidan Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian —_— Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Anggaran Renstra Capaian Peran
Program o Target Kinerja dan Danlicaci . Capaian Kinerja dan
g Urusan Perangkat Daerah Kinerja Renstra - F Capaian P Perangkat Daerah s/d AN gkat
N (outcome) Anggaran Renja I Kinerja dan Realisasi
Sasaran Pemerintah dan pada Tahlun 2921- Perangkat DaerahA peranakat Daerah Kmerjﬁ} dan Anggaran Realisasi Tahyn 2024 Anqoaran Daera
0 Daerah/Progr Keai 2026 (akhir periode sampai dengan Renja Tah g ial Renja Perangkat A (Akhir Tahun Rgg h
am/Kegiatan/s eglat7n b Renstra Perangkat Perangkat Daerah ad'un ] erjalan yang | n m v Daerah yang dievaluasi nggaran Pelaksanaan Renja enstll’(a Penan
ub kegiatan (Oﬂtp.ut) su Daerah) Tahun Lalu (2024) ievaluasi (2024) Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat ggung
egiatan PD Tahun 2024 2024) Daerah s/d Jawab
(out put) tahun 2024
_ _ _ 16 = 15/6 X
6 7 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12) 14 = 13/8x100% 15=13+7 100% 17
2 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Jumlah 1 22.429.300 1 19.277.200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 22.429.300 #DI #DIV/
Penyusunan Laporan VI0 o!
Dokumen Hasil !
Perencanaan Asistensi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Kewilayahan Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Kewilayahan
Pelaksanaan Jumlah 1 34.704.300 1 2.827.300 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 1 34.704.300 #DI #DIV/
Monitoring dan Laporan VIo 0!
Evaluasi Hasil !
Penyusunan Pelaksanaan
Dokumen Monitoring
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Penyusunan
Perangkat Dokumen
Daerah Bidang Perencanaan
Kewilayahan Pembanguna
n Perangkat
Daerah
Bidang
Kewilayahan
Koordinasi Jumlah 0 - 1 101.067.150 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - #DI #DIV/
Pelaksanaan Laporan VIo 0!
Sinergitas dan Hasil !
Harmonisasi Sinkronisasi
Perencanaan Renstra/Renj
Pembangunan a dengan
Daerah Bidang RKPD/RPJ
Kewilayahan MD pada
Bidang
Kewilayahan
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Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang
telah dilaksakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program
dan kegiatan BAPPEDA yaitu sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah = Rp. 282.081.050,00 Sisa anggaran mencukupi s/d
Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan
terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik = Rp. 11.258.800,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada
triwulan Il dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

3. Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah = Rp. 7.203.300,00 Sisa anggaran mencukupi s/d
Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan
terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

4. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota = Rp.
30.528.900,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

5. Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan = Rp.
76.038.500,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

6. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan
anggaran PAK sebesar = Rp. 558.458.524,00 Sisa anggaran mencukupi s/d
Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan
terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

7. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah = Rp. 55.448.494,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada

triwulan IIIl dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;
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8. Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota =
Rp. 22.211.800,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

9. Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran
PAK sebesar = Rp. 87.354.200,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember
2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi
t* 98% pada bulan Desember 2024;

10. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah = Rp. 654.383.800,00 Sisa anggaran
mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III
dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

11.Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
terdapat penambahan anggran PAK sebesar = Rp. 84.128.494,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada
triwulan IIl dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

12. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan = Rp. 38.693.200,00 Sisa anggaran
mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III
dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

13. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan = Rp.
7.546.700,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

14.Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 173.236.994,00

Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan
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pada triwulan IIl dan IV, dan akan terealisasi £ 98% pada bulan Desember
2024;

15. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia = Rp. 38.724.200,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada
triwulan IIl dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

16. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia = Rp. 7.456.100,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024.
Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi *
98% pada bulan Desember 2024;

17.Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 52.792.694,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd
triwulan IIIl dan IV, dan akan terealisasi = 97%;

18. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian = Rp. 28.450.400,00 Sisa anggaran
mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan
IV, dan akan terealisasi £ 97%;

19. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian = Rp.
6.516.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi £ 97%;

20.Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terdapat
penambahan anggaran sebesar = Rp. 85.948.894,00 Sisa anggaran
mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan
IV, dan akan terealisasi £ 97%;

21. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang SDA = Rp. 31.327.800,00 Sisa anggaran
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan
IV, dan akan terealisasi * 97%;

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA = Rp.
6.536.600,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi + 97%;

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) =
Rp. 87.294.285,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur = Rp. 19.428.860,00 Sisa anggaran
mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III
dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur = Rp.
2.635.100,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur = Rp. 100.980.400,00 Sisa
anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada
triwulan IIl dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) =
Rp. 87.546.535,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan = Rp. 19.277.200,00 Sisa anggaran
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mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III
dan IV, dan akan terealisasi + 98% pada bulan Desember 2024;

29. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan = Rp.
2.827.300,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada
bulan Desember 2024;

30.Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp.
101.067.150,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan
masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi * 98% pada

bulan Desember 2024.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep merupakan
dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dimana
penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
setiap Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Tahunan
Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian
disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu
pada RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan juga sudah
memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana sampai dengan

akhir tahun 2024 disajikan sebagai berikut :
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Usulan Pagu Indikatif Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan TA 2024

NO

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN
AWAL 2024

ANGGARAN

PAK 2024

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dokumen 11.743.800 11.743.800
Perangkat Daerah yang Disusun
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 3 2.569.400 2.569.400
disusun tepat waktu
2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu Dokumen 1 1.057.200 1.057.200
3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat Dokumen 1 925.400 925.400
SKPD waktu
4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu Dokumen 1 925.400 925.400
5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat Dokumen 1 925.400 925.400
waktu
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun Laporan 3 1.635.300 1.635.300
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu
7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah Laporan 4 3.705.700 3.705.700
disusun tepat waktu
1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) Dokumen 3 5.590.805.170 5.659.329.320
yang Disusun
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan PNS/ 38 5.578.230.770 5.646.754.920
Tunjangan ASN Bulan
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan 1 1.721.700 1.721.700
Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ laporan 2 10.852.700 10.852.700
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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NO | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET AWAL 2024 PAK 2024
1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang Disiplin ASN 54 30.000.000 30.000.000
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 1 30.000.000 30.000.000
Kelengkapan
1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Laporan 6 1.009.187.173 1.129.187.173
Aparatur
3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Paket 1 16.371.945 16.371.945
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 9
yang Disediakan 58.948.016 58.948.016
5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 7 196.974.019 221.974.019
Disediakan
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Paket 4 15.650.340
Disediakan 15.650.340
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen 15 322.854.400
undangan Perundang-Undangan yang Disediakan 322.854.400
8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Laporan 120 185.494.000 275.494.000
dan Konsultasi SKPD
9 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Dokumen 1 217.894.453
SKPD 212.894.453
1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli Laporan 1
Pemerintah Daerah 75.679.270 214.356.896
10 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 5 214.356.896
Disediakan 75.679.270
1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang yang disediakan Laporan 3 232.304.550 232.304.550
11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Laporan 4 232.304.550 232.304.550
Listrik yang dibayar
1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Laporan 1
Pemerintahan Daerah 475.714.363 822.714.363
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12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 34 364.847.768
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 292.847.768
Perizinannya
13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 78 49.258.894
49.258.894
14 | Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit 1 408.607.701
Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi 133.607.701
1.1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Dokumen 3 952.283.074 969.133.074
ketentuan
1 | Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPIMD/RKPD Dokumen 1 285.645.050 285.645.050
dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan
Teknokratik)
1 | Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita 2 11.258.800 11.258.800
Acara
2 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Berita 1 7.203.300 7.203.300
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Acara
3 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita 1 30.528.900 30.528.900
Acara
4 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah  Usulan yang Terverifikasi oleh Usulan 135 76.038.500 76.038.500
Kecamatan
5 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen 3 558.458.524
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 541.608.524
(RPJPD/RPJMD/RKPD)
1.2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang | Jumlah data dan informasi Pelaksanaan Dokumen 1 77.660.294 77.660.294
Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah
1 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data Orang 51 55.448.494 55.448.494
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Informasi
2 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Buku 1 22.211.800 22.211.800
Diterbitkan
1.3 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Laporan 15 735.738.000 741.738.000
Pembangunan Daerah
RENGANA KERJIA (RENJIA) TAHUN 2023 27



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

ANGGARAN ANGGARAN
NO | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET AWAL 2024 PAK 2024
1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan laporan 10 81.354.200 87.354.200
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pembangunan
2 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja laporan 5 654.383.800
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 654.383.800

1.1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen 2 220.224.688 349.785.688

Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
disusun tepat waktu

1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen 1 64.597.494 84.128.494
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
RPJMD dan RKPD)

2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Laporan 1 38.693.200 38.693.200
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah

3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan 1 7.546.700 7.546.700
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen 1 63.206.994 173.236.994
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pemba